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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2O2O

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TORA"IA UTARA TAHUN 2O2O-2O4O

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

lrrninaIJUTATT I\JnfKJA IJ l III\'I,

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11

ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perinciustrian, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O2O-204O.

I. Pasal 18 ayat (6! Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja

Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

101, Tambahan Irembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4874);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

BUPATI TORAJA UTARA 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 

NOMOR 5 TAHUN 2020 
TENTANG 

RENCANAPEMBANGUNANINDUSTRIKABUPATEN 
TORAJA UTARA TAHUN 2020-2040 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TORAJA UTARA, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 
ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan lndustri 
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040. 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja 
Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4874); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 

Indonesia Republik Lembaran Negara 
Nomor 5492); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 



terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambatran Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Peraturan Pemerintah Nomor L4 Tatrun 2015
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tatrun 2015-2035 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 567 Ll;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
1I0/MIND/PER/ l2/2OtS Tahun 2015 tentang
Pedoman Pen5rusunan Rencana Pembangunan

Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan

Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 19171;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tatrun 2018 tentang Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan

Industri lfubupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tatrun zOLg Nomor 153);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2OO8-2O28 (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 1O Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Paqiang Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun OO8-2028

(Iembaran Daeratr Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

9. Peraturan Daeratr Provinsi Sulawesi Selatart
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terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri 
Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5671); 

6. Peraturan Menteri Perind ustrian Nomor 
110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 
Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan 
Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan 
Industri Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 153); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 008-2028 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
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Nomor 7 Tahun 2Ol8 tentang Rencana

Pembangunan Industri Provinsi SuLawesi Selatan
Tahun 2Ot8-2O23 (kmbaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 7,

Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 300);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor I Tahun 2019 tentang Rencana

Jangka Menengah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2Ol8-2O23 (Irmbaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 301);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah I(abupaten

Toraja Utara Tahun 2010-2030 (Iembaran Daerah

Kabupa.ten Torqia Utara Tahun 2016 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daeratr Kabupaten Toraja

Utara Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Torqja Utara

Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentartg Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahn

2Ol2-2O32 (lembaran Daerah Kabupaten Toraja

Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan kmbaran
Daerah Ihbupaten Toraja Utara Nomor 23);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja

Utara Nomor 61);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Jangla Menengah Daerah

Kabupaten Tor4ia Utara Tahun 2016-2021

(kmbaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Tahun

2016 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah

3

Kabupa.ten Tor4ia Utara Nomor 63)

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 300); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 301); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Toraja Utara Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja 
Utara Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahn 
2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja 
Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja 
Utara Nomor 61); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor 63) sebagaimana 

3 



telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Torqia Utara Nomor 6 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah I(abupaten

Toraja Utara Nomor 6 Talrun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tora.ia Utara Tahun 2016-2021
(Lembaran Daeratr I(abupaten Toraja Utara Tatrun
2OL9 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 104).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PEMBANGUNAN INDUSTRI

TORA"IA UTARA TAHUN 2O2O.2O4O,

RENCANA

I(ABUPATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adatah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Torqja Utara.
3. Pemerinta.han Daerah adalatr penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia ss$agaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daeratr yang
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telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 
2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor 104). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TORAJA UTARA 

dan 

BUPATI TORAJA UTARA 

MEMUTUSKAN: 

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG 
PEMBANGUNAN INDUS TRI 
TORAJA UTARA TAHUN 2020-2040. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

REN CANA 
KABUPATEN 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
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memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Irmbaga Perwakilan Ralryat
Daerah Kabupaten Tora.ja Utara yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Industri Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2O2O-204O yang selanjutnya
disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi,

tujuan, sasaran, strategi dan program

pembangunan industri daerah untuk jangka waktu
20 (dua puluh) tahun.

8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan

yang bertalian dengan kegiatan industri.

9. Industf,i adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi

yang mengolah bahan baku dan/atau
sumber daya industri sehingga

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah

atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

10. Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan

paling sedikit 2O (dua puluh) orang dengan jumlah

investasi lebih 15 (lima belas) milyar rupiah.

ll.Industri Menengah, industri yang h paling banyak

19 (sembitan belas) orang dan investasi paling

sedikit 1 (satu) milyar rupiah atau industri yang

mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang

dan investasi paling banyak 15 (lima belas) milyar.

12. Industri Kecil, industri yang mempekerjakan paling

banyak 19 (sembilan belas) orang dan investasi

kurang dari 1 (satu) milyar, tidak termasuk tanah

dan

13. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional,

yang selanjutnya disingkat RIPIN merupakan

pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri

dalam perencanaan dan pembangunan Industri'

14. Industri Unggulan Daerah, yaitu industri prioritas

yang berperan besar sebagai penggerak utama

di masa yang akan

dan DPRD rlalem
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Qfime mouerl

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten 
Toraja Utara Tahun 2020-2040 yang selanjutnya 
disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, 
tujuan, sasaran, strategi dan program 
pembangunan industri daerah untuk jangka waktu 
20 (dua puluh) tahun. 

8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan 
yang bertalian dengan kegiatan industri. 

9. lndustri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi 
yang mengolah bahan baku dan/ atau 
memanfaatkan sumber daya industri sehingga 
menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah 
atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 

10. Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan 
paling sedikit 20 (dua puluh) orang dengan jumlah 
investasi lebih 15 (lima belas) milyar rupiah. 

11. Industri Menengah, industri yang h paling banyak 
19 (sembilan belas) orang dan investasi paling 
sedikit 1 (satu) milyar rupiah atau industri yang 
mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang 
dan investasi paling ban yak 15 (lima belas) milyar. 

12. Industri Kecil, industri yang mempekerjakan paling 
banyak 19 (sembilan belas) orang dan investasi 
kurang dari 1 (satu) milyar, tidak termasuk tanah 
dan bangunan. 

13. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, 
yang selanjutnya disingkat RIPIN merupakan 
pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri 
dalam perencanaan dan pembangunan lndustri. 

14. Industri Unggulan Daerah, yaitu industri prioritas 
yang berperan besar sebagai penggerak utama 
(prime mover) perekonomian di masa yang akan 
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datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya
alam sebagai sumber keunggulan komparatif,
industri andalan tersebut memiliki keunggulan
kompetitif yang mengandalkan sumber daya
manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta
ilmu pengetatruan dan teknologi.

l5.Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang
berperan sebagni faktor pemungkin (enabtrlrl bagi
pengembangan industri andalan secara efektif,
efisien, integratif dan komprehensif.

16.Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat
sebagai basis industri manufaktur yang
menghasilkan bahan baku yang dapat disertai
perbaikan spesilikasi tertentu yang digunakan
untuk industri hilirnya.

17. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan
lahan yang diperuntuld<an bagi kegiatan Industri
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a. pedoman bag Perangkat Daerah dan pelaku

industri dalam perencanaan pembangunan industri;
b. pedoman dalam koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan pembangunan antar Perangkat
Daeratr, Provinsi, Kementrian/Lembaga dan
pemangku kepentingan terkait lainnya; dan

c. informasi dalam menggalang dukungan masyarakat
dan kontrol sosial atas pelaksanaan pembangunan

industri.
Pasal 3

Tujuan yang akan dicapai dalam RPIK Tahun 2O2O-

2O4O sebagai berikut:

a. menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan
program pembangunan industri Daerah tahun
2020-2040;

6

datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya 
alam sebagai sumber keunggulan komparatif, 
industri andalan tersebut memiliki keunggulan 
kompetitif yang mengandalkan sumber daya 
manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 

15. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang 
berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi 
pengembangan industri andalan secara efektif, 
efisien, integratif dan komprehensif. 

16. lndustri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat 
sebagai basis industri manufaktur yang 
menghasilkan bahan baku yang dapat disertai 
perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan 
untuk industri hilimya. 

17. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan 
lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri 
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: 
a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan pelaku 

industri dalam perencanaan pembangunan industri; 
b. pedoman dalam koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan pembangunan antar Perangkat 
Daerah, Provinsi, Kementrian/Lembaga dan 
pemangku kepentingan terkait lainnya; dan 

c. informasi dalam menggalang dukungan masyarakat 
dan kontrol sosial atas pelaksanaan pembangunan 
industri. 

Pasal 3 

Tujuan yang akan dicapai dalam RPIK Tahun 2020- 
2040 sebagai berikut: 

a. menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan 
program pembangunan industri Daerah tahun 
2020-2040; 
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b. mewujudkan pembangunan industri Daeratr yang
merupakan baglan dari pembangunan industri
nasional;

c. mewqiudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya
saing dan berwawasan lingkungan;

d. mewujudkan industri Daerah sebagai salah satu
sektor yang membuka kesempatan berusaha dan
perluasan kesempatan kerja; dan

e. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang
sehat, serta mencegah penguasaan industri oleh
perseorangan atau kelompok yang merugikan
masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang linglarp pengaturan dalam Peraturan Daerah ini
meliputi:
a. industri unggulan daerah;
b. jangka waktu RIPK;

c. pelaksanaan;

d. pengendalian dan pelaporan; dan
e. pembiayaan.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasa1 5

(1) Industri unggulan Daerah yang

dikembangkan sesuai dengan potensi

terdiri dari:

a. industri pengolahan kopi;

b. industri pertenunan;

c. industri pandai besi;

d. industri pengolahan tamarillo;

e. industri kera-iinan ukir-ukiranl
f. industri pengolahan markisa;
g. industri kerqiinan aksesoris (manik-manik);

h. industri kerqiinan batik Tora.ja;

i. industri anyaman;
j. industri berbagai jenis logam;

k. industri berbagai olahan pangan;

f. industri kera-iinan tulang;

m. industri penyematan kulit kerbau; dan

akan

Daerah

7

b. mewujudkan pembangunan industri Daerah yang 
merupakan bagian dari pembangunan industri 
nasional; 

c. mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya 
saing dan berwawasan lingkungan; 

d. mewujudkan industri Daerah sebagai salah satu 
sektor yang membuka kesempatan berusaha dan 
perluasan kesempatan kerja; dan 

e. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang 
sehat, serta mencegah penguasaan industri oleh 
perseorangan atau kelompok yang merugikan 
masyarakat di Daerah. 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini 
meliputi: 
a. industri unggulan daerah; 
b. jangka waktu RIPK; 
c. pelaksanaan; 
d. pengendalian dan pelaporan; dan 
e. pembiayaan. 

BAB III 

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH 

Pasal 5 

(1) lndustri unggulan Daerah yang akan 
dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah 
terdiri dari: 
a. industri pengolahan kopi; 
b. industri pertenunan; 
c. industri pandai besi; 
d. industri pengolahan tamarillo; 
e. industri kerajinan ukir-ukiran; 
f. industri pengolahan markisa; 
g. industri kerajinan aksesoris (manik-manik); 
h. industri kerajinan batik Toraja; 
i. industri anyaman; 
j. industri berbagai jenis logam; 
k. industri berbagai olahan pangan; 
I. industri kerajinan tulang; 
m. industri penyematan kulit kerbau; dan 
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n. industri pemahatan dari batu.
(21 Selain industri unggulan Daerah sr6begaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikembangkan
jenis industri lainnya, sesuai potensi dan kondisi
Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri unggulan

Daeratr sebageis1a11a dimaksud pada ayat (1) akan

dijabarkan dalam Roadmap (peta jalan) yang diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JANGKA WAKTU RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI DAERAH

Pasal 6

(l) RPIK ditetapkan untuk janska waktu 20 (dua
puluh) tahun.

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditinjau kembali setiap 5 (lima) tatrun.

Pasa! 7

(1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
memuat:
a. pendahuluan;
b. kondisi Daer'ah terkait dengan pembamgunan

industri;
c. visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebiiakan

pembangunan industri Daerah;
d. strategi dan program pembangunan industri

daerah; dan
e. penutup.

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

RPIK Tahun 2O2O-2O4O sejalan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Tata Ruang Wilayah.

8

n. industri pemahatan dari batu. 
(2) Selain industri unggulan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikembangkan 
jenis industri lainnya, sesuai potensi dan kondisi 
Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri unggulan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan 
dijabarkan dalam Roadmap (peta jalan) yang diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB IV 

JANGKA WAKTU RENCANA PEMBANGUNAN 
INDUSTRI DAERAH 

Pasal 6 

(1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua 
puluh) tahun. 

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. 

Pasal 7 

(1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
memuat: 
a. pendahuluan; 
b. kondisi Daerah terkait dengan pembangunan 

industri; 
c. visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan 

pembangunan industri Daerah; 
d. strategi dan program pembangunan industri 

daerah; dan 
e. penutup. 

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BABV 

PELAKSANAAN 
Pasal 8 

RPIK Tahun 2020-2040 sejalan dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Tata Ruang Wilayah. 
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Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan program pembangunan industri
Daerah.

(2) Dalam melaksanakan program pembangunan
industri daerah, sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama
dengan pemangku kepentingan terkait.

(3) Pemangku kepentingan dalam pelaksanaan
program pembangunan industri daeratr,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari.
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
d. lembaga penelitian dan pengembangan;
e. lembaga pendidikan dan pelatian;
f. perguruan tinggi;
g. lembaga masyarakat;
h.lembaga donor;
i. perusahaan BUMN dan BUMD; dan
j. perusahaan swasta.

(4) Penyelenggaraan kerjasama, sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
kerjasama daerah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 1O

(1) It{asyarakat dapat berpera-n serta dqlant
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan industri Daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan
b. penyampaian informasi dan laporan.

BAB VII

PEMBANGUIIIAN SUII{BER DAYA INDUSTRI

Pasal 11

(1) Pembangunan industri Daerah membutuhkan
dukungan Sumber Daya Industri.

(2) Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:
a. pembangunan sumber daya manusia industri;

9

Pasal 9 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan program pembangunan industri 
Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan program pembangunan 
industri daerah, sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama 
dengan pemangku kepentingan terkait. 

(3) Pemangku kepentingan dalam pelaksanaan 
program pembangunan industri daerah, 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari. 
a. pemerintah pusat; 
b. pemerintah provinsi; 
c. pemerintah kabupaten/kota lainnya; 
d. lembaga penelitian dan pengembangan; 
e. lembaga pendidikan dan pelatian; 
f t' . . perguruan L.1ngg1; 

g. lembaga masyarakat; 
h. lembaga donor; 
i. perusahaan BUMN dan BUMD; dan 
j. perusahaan swasta. 

(4) Penyelenggaraan kerjasama, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3), mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang 
kerjasama daerah. 

BAB VI 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 10 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan industri Daerah. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: 
a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan 
b. penyampaian informasi dan laporan. 

BAB VII 

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI 

Pasal 11 

(1) Pembangunan industri Daerah membutuhkan 
dukungan Sumber Daya Industri. 

(2) Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari: 
a. pembangunan sumber daya manusia industri; 
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b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran
sumber daya alam;

c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi
inrlrrsfri.lrrgUgUlt

d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan
inovasi; dan

e. penyediaan sumber daya pembiayaan.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN
INDUSTRI MENENGAH

Pasal 12

(1) Pemberdayaan industri kecil dan industri
menengah bertujuan untuk:
a. meningkatkan kesempatan berusaha,

kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat
secara lebih merata;

b. terwujudnya struktur industri yang kuat, yang

ditandai tingginya keterkaitan antara industri
kecil dengan industri menengah dan industri
besar;

c. berkembangnya industri kecil dan industri
menengah yang berbasis pada hasil karya
intelektual, yang ditandai dengan meluasnya
penggunaan riset, teknologi dan inovasi

ditunjang dengan perkembangan teknologi
informasi dan bio-teknologi;

d. meningkatnya persebaran industri kecil dan
industri menengah di pedesaan yang akan

mendorong pemerataan kegiatan pembangunart

dan pertumbuhan ekonomi daerah seta

memperkecil kesenjangan sosial antar pedesaan;

e. meningkatJean ekspor produk industri k-ecil

menengatr, baik dalam nilai maupun dalam

ragam jenis produk yang semakin bergeser

kearah produk industri hilir, produk industri

]rang berteknologi/bernitai tinggi; dan

f. tennrujudnya upaya pelestarian dart

pengembangan seni budaya melalui kegiatan

produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai
ekonomis, yang ditandai dengan lestarinya

berbagai produk seni dan budaya, yang

sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber

10

b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran 
sumber daya alam; 

c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi 
industri; 

d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan 
inovasi; dan 

e. penyediaan sumber daya pembiayaan. 

BAB VIII 

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN 
INDUSTRI MENENGAH 

Pasal 12 

(1) Pemberdayaan industri kecil dan industri 
menengah bertujuan untuk: 
a. meningkatkan kesempatan berusaha, 

kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat 
secara lebih merata; 

b. terwujudnya struktur industri yang kuat, yang 
ditandai tingginya keterkaitan antara industri 
kecil dengan industri menengah dan industri 
besar; 

c. berkembangnya industri kecil dan industri 
menengah yang berbasis pada hasil karya 
intelektual, yang ditandai dengan meluasnya 
penggunaan riset, teknologi dan inovasi 
ditunjang dengan perkembangan teknologi 
informasi dan bio-teknologi; 

d. meningkatnya persebaran industri kecil dan 

mendorong pemerataan kegiatan pembangunan 
dan pertumbuhan ekonomi daerah seta 
memperkecil kesenjangan sosial antar pedesaan; 

e. meningkatkan ekspor produk industri kecil 
menengah, baik dalam nilai maupun dalam 
ragam jenis produk yang semakin bergeser 
kearah produk industri hilir, produk industri 
yang berteknologi/bernilai tinggi; dan 

f. terwujudnya upaya pelestarian dan 
pengembangan seni budaya melalui kegiatan 
prod uktif, kreatif dan inovatif yang bemilai 
ekonomis, yang ditandai dengan lestarinya 
berbagai produk seni dan budaya, yang 
sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber 
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penghidupan bagi masyarakat secara
berkesinambungan.

(2) Pemberdayaan industri kecil dan industri menegah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:
a. perumuaan darr kebljakan

industriindustri kecil dan

b. penumbuhan w'irausaha baru industri kecil dan
menengah;

c. penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil
dan industri menengah;

d. peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha
industri kecil dan industri menengah;

e. pemberian fasilitas kepa.da industri kecil dan
industri menengah; dan

f. pengembangan sumber pembiayaan bag
industri kecil dan industri menengah.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemantauan,
di bidang

evaluasi dan
indutri melakukan

laporan terhadap
pelaksanaan RPIK.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

(f) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RpIK
kepada Gubemur Sulawesi Selatan selaku wakil
Pemerintah Pusat di daerah l (satu) kali dalam
setahun yang termuat datam Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) taporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. pertumbuhan industri;
b. konstribusi sektor industri terhadap produk

Domestik Regional Bruto;
c. penyerapan tenaga ke{a sektor industri;
d. ekspor produk industri;
e. realisasi investasi sektor industri; dan

Ll

penghidupan bagi masyarakat secara 
berkesinambungan. 

(2) Pemberdayaan industri kecil dan industri menegah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui: 
a. perumusan 

pemberdayaan 
dan penetapan kebijakan 

industri kecil dan industri 
menengah; 

b. penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan 
menengah; 

c. penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil 
dan industri menengah; 

d. peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha 
industri kecil dan industri menengah; 

e. pemberian fasilitas kepada industri kecil dan 
industri menengah; dan 

f. pengembangan sumber pembiayaan bagi 
industri kecil dan industri menengah. 

BAB IX 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 13 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang indutri melakukan 
pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap 
pelaksanaan RPIK. 

BABX 

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 

Pasal 14 

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 
kepada Gubemur Sulawesi Selatan selaku wakil 
Pemerintah Pusat di daerah 1 (satu) kali dalam 
setahun yang termuat dalam Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

(2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. pertumbuhan industri; 
b. konstribusi sektor industri terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto; 
c. penyerapan tenaga kerja sektor industri; 
d. ekspor produk industri; 
e. realisasi investasi sektor industri; dan 
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f. permasalahan dan langkah penyelecaian
rnssalah di sektor industri.

BAB }fl

PEMBI,AYAAI{

PeEeI 15

Fe,mbieyaan delern pelaksanaan RPIK, dibebankan
pada:
a- Angaran trerrdapetan dan Belarda lS%ara;
b. Anggamn Pendapatan dan Belanja Dacrah; dan
o. srrrnber lainreya JranE rAh danr ti&lls

mengikat.
BAB }il

KETENTUAII PENUTUP

Pasal 16

Peranrran Daerah tnt mutai berlaku ,tr ede tanggal
diundangkan

AEar sctiap omflg mengetatruinya, memerintahkan
pengundangan Perafuran Daeratr ini dengan
penempatannya dalam L€mbaran Darrah l(abupaten
Tor4ia Utera.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal, 17 Desember 2O2O

UTARA,

ia1 Ll

Diundangkan di Rantryo
pada +artgl 17 Desember 2O2O

DAERAH
UTARA"

DAERAH I$BUPATEN TORA.'A UTARA TAHUN 2V2O NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERA}I I{ABI,TPATEN TORAIA UTAFA PROV]NSI
sutAwEsl SELJTTAI{ NOMOR B.Hk 009.I40clD

t

e..I
''t 

i

'i:-

{,,

'rtRt A\

L2

f. permasalahan dan langkah penyelesaian 
masalah di sektor industri. 

BAB XI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 15 

Pembiayaan dalam pelakaanaan RPIK, dibebankan 
pada: 
a. Anggaran Pendapatan d.an Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
o, aumber pembiayaan 1Ai.nnya.. yang W1. clan tidc:lk: 

mengikat, 
BAB XII 

KETEN'IUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada t.anggal 
diundangkan 

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah lll1 dengan 
penempatannya dalern Lembaran Daerah Kabupaten 
Toraja Utara. 

Ditetapka.n di Rantepao 
pada tangga.l 17 Desember 2020 

. , BUP�Tl<fORAJA UTARA, 
. ··. ,....�,,·--·--........ )". ·:,····.... <, ':') \�\ 

. \'-, 
f},-4 .. \ 

Diundangkan di Rantepao 
pada tanggal 17 Desember 2020 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINS! 
SULAWESI SELATAN NOMOR B.Hk.009.14031) 
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2O2O

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI I(ABUPATEN TORA"IA UTARA

TAHUN 2020-2044

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tatrun 2Ol4 tentang Perindustrian telah
meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan
peran yang cukup besar kepada Pemerintatr untuk mendorong kemajuart

industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam

mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan

mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang

Perindustrian Pasal 8 ayat (1), telah diterbitlan Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035

menempati<ran inciustri sebagai piiar ekonomi masa <iepan dan mendorong

kepada pemerintalr untuk mengembangkan industri secara terencana

hingga ke daeratr

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)

Tatrun 2OL5-2O25 tersebut akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan

Rencana PembangUnan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana

diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang

Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana

Pembangunan indusiri Kabupaten7Kota. Penyusunan Rencana

Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Induk

Pembagunan Indutri (RIPIN) Tahun 2015-2035 serta sejalan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana

Pem'oangunari jangka Menengah Daerah (RPtiMDi Ka'oupateni Kota.

Kabupaten Torqia Utara mempakan salah satu kabupaten di Sulawesi

Selatan yang mempunyai potensi sumber daya alam berupa hasil

perkebunan diantaranya kopi, markisa, tamarillo dan tanaman lainnya,

disamping itu Kabupaten Tora.ia Utara juga dikenai dengan budaya <iart

kearifan lokal, salah satu diantaranya adalah produk kerqiinan

dialtaralya; tenun adat, ukiran kayu, kerajinan anyaman dan manik.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah, khususnya

peningkatan pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan hiiirisasi

industri, mengolatr potensi sumber daya alam tersebut serta meningkatkan

nilai tambah produk kerajinan yang berbasis budaya dan kearifan lokal,
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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TORAJA UTARA 
TAHUN 2020-2040 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah 
meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan 
peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan 
industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam 
mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan 
mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian Pasal 8 ayat (1), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana lnduk Pembangunan Industri 
Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 
menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong 
kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana 
hingga ke daerah. 

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 
Tahun 2015-2025 tersebut akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan 
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana 
diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana 
Pembangunan lndustri Kabupateri/Kota. Penyusunan Rencana 
Pembangunan lndustri Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Induk 
Pembagunan Indutri (RIPIN) Tahun 2015-2035 serta sejalan dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaterr/Kota. 

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi 
Selatan yang mempunyai potensi sumber daya alam berupa basil 
perkebunan diantaranya kopi, markisa, tamarillo dan tanaman lainnya, 
disamping itu Kabupaten Toraja Utara juga dikenal dengan budaya dan 
kearifan lokal, salah satu diantaranya adalah produk kerajinan 
diantaranya; tenun adat, ukiran kayu, kerajinan anyaman dan manik. 
Dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah, khususnya 
peningkatan pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan hilirisasi 
industri, mengolah potensi sumber daya alam tersebut serta meningkatkan 
nilai tambah produk kerajinan yang berbasis budaya dan kearifan lokal, 
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dengan menyusun perencanaan pembangunan industri yang kompherensif
dan futuristik.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Torqia Utara ini
disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiiiki reievansi
yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, terdiri atas:
1. Mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal sebagai landasan

filosofis pembangunan industri di Kabupaten Tora.ia Utara;
2. Pembangunan industri di Kabupaten Tora-ia Utara, sebagai bagian dari

pembangunan industri nasonal;
3. Peningkaan nilai tambah sumber daya industri secara optimal, melalui

pembangunan industri unggulan;
4. Mengembarigi<an indus'rri Jar-ig berdaya saing tinggi dan berwawasar:

lingkungan;
5. Mengembangkan industri sebagai satah satu upaya dalam memberikan

lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja;
6. Pemberian iklim usatra yang kondusif dan pemberian fasilitasi dalart

upaya pembangunan industri; dart

7. Pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dalam
pembinaan dan pengembangan industri kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup je1as.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
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Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jeLas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jel,as.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORA"'A UTARA NOMOR 115
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Cukup jelas. 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup jelas. 
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2O2O TANGGAL 17 DESEMBER 2O2O

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2020-2040

TORA"IA UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. I"ATAR BELAKANG

Kebliatran Industri Nasional, Visi Pembangunan Industri Nasional
sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 28 Tahun
2008 tentang Kebiiakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara

Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2OZO

sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan deklarasi Bogor
tahun 1995 antara kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di
Negara-negara APEC sudatr terwujud. Pembangunan Industri ke depan
ditujukan agar selctor industri dapat tumbuh tebih cepat sehingga dapat
berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada
peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
penyerapan tenaga ker;'a, peningkatan pertumbuhan dan peran sektor
industri tersebut, akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang
dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

1. Masih lemahnya daya saing industri nasional;
2- Belum kuat dan belum dalamnya strulrtur industri nasional;
3. Kegiatan industri masih terkonsentrasi di Rrlau Jawa; dan
4. Belum optimalnya peran pemerintatr dalam mendukung

pengembangan sektor industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OL4 tentang Perindustrian
disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-
Undang tersebut memberikan peran yang lebih besar terhadap pemerintatr
dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. peran

tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar
dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan
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LAMPI RAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 
NOMOR 5 TAHON 2020 TANGGAL 17 DESEMBER 2020 
TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN 
TAHUN 2020-2040 

BABI 
PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

TORAJA UTARA 

Kebijakan Industri Nasional, Visi Pembangunan Industri Nasional 
sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 28 Tahun 
2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara 

Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 
sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan deklarasi Bogor 
tahun 1995 antara kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di 
Negara-negara APEC sudah terwujud. Pembangunan Industri ke depan 

ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat 
berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada 

peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 

penyerapan tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan dan peran sektor 
industri tersebut, akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang 
dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu: 

1. Masih lemahnya daya saing industri nasional; 
2. Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional; 
3. Kegiatan industri masih terkonsentrasi di Pulau Jawa; dan 
4. Belum optimalnya peran pemerintah dalam mendukung 

pengembangan sektor industri. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 
disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang- 
Undang tersebut memberikan peran yang lebih besar terhadap pemerintah 

dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran 
tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar 
dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan 

... 
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mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju. Sesuai

dengan amanah undang-undang Nomor 3 Tahun 2ol4 tentang
perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemqjuan sektor
industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara

sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan

tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan
pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi

seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri
nasional.

F.encana Induk Pembangunan Industri Naeiosa.! (RIPIN) disusun

sebagai pelaksanaan amanat Pasal 8 ayat 1, Undang-Undang Nomor 3
Tatrun 2OOl4, dan menjadi pedoman bagr pemerintah dan pelaku industri
dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan
penyelenggaraan perindustrian yaitu:

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak
perekonomian nasional;

2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan Industri yang rnandiri, berdaya saing, dan maju, serta

benvawasan lingkungan;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta

mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok
atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewqiudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayatr

Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanall nasional;
dan

7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara
berkeadilan

RIPIN tersebut ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana

Fembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri

I(abupatenlKota, sebagaimana diamanatka.n datam Pasal 10 dan Pasal 11

Undang-Undang Nomor 3 Tatrun 2OL4 tentang Perindustrian, bahwa setiap

Gubernur men5rusun Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan

Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten / Kota. Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Industri

darr/atau Kabupaten /Kota., mengacu kepada Peraturan Menteri

Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 1O/M-IND/PER/ LZ l2A15,
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mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju. Sesuai 

dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor 
industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara 

sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan 
tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan 
pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi 
seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri 
nasional. 

Rencana !nduk 

sebagai pelaksanaan amanat Pasal 8 ayat 1, Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 20014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri 
dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan 
penyelenggaraan perindustrian yaitu: 

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak 
perekonomian nasional; 

2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri; 
3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta 

berwawasan lingkungan; 
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta 

mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok 
atau perseorangan yang meruzikan masvara lrot• � ... '-'.&. � ...... ., u..&.4 .&.'-'.&. b ...... ��... ......... � � ����, 

5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah 

Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; 
dan 

7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara 
berkeadilan 

RIPIN tersebut ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana 

Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap 

Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan 
Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Industri 

dan/atau Kabupaten/Kota, mengacu kepada Peraturan Menteri 
Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/ 12/2015, 
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tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi

darr Rencana Pembangunan Industri I(abupaten / Kota,.

1.2. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tatrun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Toraja U+"era di Provinsi Sulav,'esi Selatsr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a87al;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\

4. Undang-Undang Nomor 3 Tatrun 2014 tentang Perindustrian
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 4,
Tambehan Lembaran Negara Republik Ind,cnesia Nomor 5a92);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor
224, Tarrbahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telatr diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

6. Peraturan Pemerintah Nomor L4 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor 46,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1IO/MIND/PER/ lzlzols
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201s
Nomor 19t71;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2o18 tentang
Eveluasi Rancangen Peraturan Daerah tenta:rg Rencana
Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun
2Ol9 Nomor 153;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Perubatran Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
selatan Nomor 10 Tahun 2oo8 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tatrun 2008-
2028 (Icmbaran Daerah Frovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Nomor 7);
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tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi 
dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. 

1.2. DASAR HUKUM 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 
Tambahan T embaran Negara Renublik Indonesia Nornor 5.1.0r'))· ..L'<A..L..1.4 "4..1. "4..1...L ..LJ'-',L ..L0.1"4..1.� '"4,,1.1.A. "- J:-'"'-0.I..I...L..L"' .................. ...,.... .,.I.A. ,1., ,I. ,I. I_,.,... ' 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana 
Induk Pembanzunan Industri Nasional 'RTPIN\ 'T'0h11n r')()l "-')"35 ....... "'" ... "' ... ...... ...b"'" ... """' ... "'-...,'-.I. ..,,_...., ...... .,._ ... \ ... ... I ... ""' ... "'" ...... ""-v ..., .... -v 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); 

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/ 12/2015 
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 
Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 1917); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Dae rah ten tang 
Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan 
Industri Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 153; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008- 
2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 
Nomor 7); 
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10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2OL9
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengatr Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2OL8-2O23 (Iembaran Daerah Provinsi
Sulavvesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);

11. Peraturan Daeratr Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2Ot8-2O28 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
?ahun 2018 Nomor 7, Tanbahan lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 300);

12. Peraturan Daeralr Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeratr Kabupaten
'Lrr"oicr f If ora 'Folrrrn On 1 n-/rneA If amlror"on l..laaroh IlahrrnafanavaEJg vEE4 -vrv -vvv tvvr[yqqr s4Lr4rr argyBlrsGvla

Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
I(abupaten Torqia Utara Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 6 Tatrun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeratr
Kabupaten Torqia Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tatrun 2016 Nomor 6, Tambalran Lembaran
daeratr l(abupaten Toraja Utara Nomor 63); dan

14. Peraturan Daeratr Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang WilaS'ah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2Ol2-2O32 (Lembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara
Tatrun 2OL2 Nomor 3, Tambatran Lembaran daerah Kabupaten
Torqja Utara Nomor 23).

1.3. SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Torqja Utara disusun

dengan sistimatika penulisan :

Bab I Pendahuluan, meliputi:

1.1 latar Belakang;
1.2 Dasar Hukum; dan
1.3 Sistimatika Penulisan.

Bab II Kondisi Kabupaten Tora.ia Utara Terkait Pembangunan Industri,

meiiputi ;

2.1 Kondisi Daerah;
2.2 Sumberdaya Industri;
2.3 Sarana dan Prasarana; dan
2.4 Pemberda],aarl Industri Keci! d.asr Menengakr.

Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri

Kabupaten Toraja Utara.

3. 1. Visi dan Misi.

3.2. Tujuan.
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10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selata.n Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 300); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Toraia Utara "raJ:h111"'1 t')n1 n_t')n�n (T embaran Daerah Kabupaten .a.1.4.J ,1,1.,L .... .L\A.,1,,1. 611"1#..LU' .. v-"11...,. ,,,_,, ........ t,J I.A,..&.,I,, �� ......... ,l,&,&A,...,,""" �I., ,I. 

Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor l); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 63); dan 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 
Tentang Rencana Tota Ruanz ur;lovoh Kabupaten Toraia Utara '-'.I. .I..L'-'a..i..l.CA. I.A. .L'\. a..&..LE, l'Y.L.LI.A..JI.A..&..L .La.CA.... I.A.&. .L.L .I. ::JI.A. ...... 

Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten 
Toraja Utara Nomor 23). 

1.3. SISTIMATIKA PENULISAN 
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara disusun 
dengan sistimatika penulisan: 
Bab I Pendahuluan, meliputi: 

1.1 Latar Belakang; 
1.2 Dasar Hukum; dan 
1.3 Sistimatika Penulisan. 

Bab II Kondisi Kabupaten Toraja Utara Terkait Pembangunan Industri, 

meiiputi; 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Kondisi Daerah; 
Sumberdaya lndustri; 
Sarana dan Prasarana; dan 
Pembe .... davaan Tnrhu,+,..; l<A,..;, rlon Menenzah ,A.L '-'A �J � ... .LA.L'U.\A. .... W .L .LJi,,'-''-'A.L 'U.I.A..L.L Ail .Lf,1.A..L • 

Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri 

Kabupaten Toraja Utara. 
3.1. Visi dan Misi. 

3.2. Tujuan. 
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3.3. Sasaran.

3.4. Arah Kebiiakan.

Bab IV. Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Torqja

Utara.

4.1. Strategi; dan

4.2. Program Pembangunan;

4.2.1. Pemberdayaan Industri Industri Kecil dan Menengatr

Unggulan;

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4. Perwilayahan Industri.

Bab V Penutup

Sumber Daya Industri;

Sarana dan Prasarana Industri; dan

5

3.3. Sasaran. 

3.4. Arab Kebijakan. 

Bab IV. Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Toraja 

Utara. 

4.1. Strategi; dan 
4.2. Program Pembangunan; 

4.2.1. Pemberdayaan Industri Industri Kecil dan Menengah 

Unggulan; 
4.2.2. Pembangunan Sumber Daya Industri; 

4.2.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan 

4.2.4. Perwilayahan Industri. 

Bab V Penutup 
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BAB II
KONDISI KABUPATEN TORAJA UTARA
TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1. KONDISI DAERAH.

2.1.1 Geogralis.

1. Peta Wilayah.

Kabupaten Torqia Utara merupakan salatr satu kabupaten/kota di

Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata

terkemuka di Sulawesi Selatan, khususnya wisata alam dan budaya. Peta

wiiayah kabupaten'Torqia Utara sebagaimana gambar teriampir.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018
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Sctmber : Kabrtpaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019

o D^+^a rrl:l^-,^L2. L'A.LCLD YY r.rGLJCrrr.

I(abupaten Toraja Utara termasuk wilayah dataran tinggi.

Secara geografis letalmya antara 2o-3o Lintang Selatan dan 119o-120o
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BAB II 
KONDISI KABUPATEN TORAJA UTARA 
TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 

2.1. KONDISI DAERAH. 

2 .1.1 Geografis. 

1. Peta Wilayah. 

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata 

terkemuka di Sulawesi Selatan, khususnya wisata alam dan budaya. Peta 

wilayah kabupaten Toraja Utara sebagaimana gambar terlampir, 

Gambar 2.1 
Peta Administrasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019 

2 B"'+�'" Wilavah • Gll.U..:> vv .u .y .l. 

Kabupaten Toraja Utara termasuk wilayah data.ran tinggi. 

Secara geografis letaknya antara 2°-3° Lintang Selatan dan 119°-120° 
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bujur timur. Batas wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai

berikut:

- Sebelatr Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Barat;
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kota palopo;
- Sebelatr Selatan : Kabupaten Tana Torqia; dan
- Sebelah Barat : Propinsi Sulawesi Barat.

3. Luas Wilayah.

Luas wiiayetr Kabupaten Tora.ia Utara aciaiah i.i5i.47 kms,

dengan luas kecamatan terbesar adalah Kecamatan Baruppu seluas
t62,17 km dan luas kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tallunglipu
seluas 9,42 km, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Luas Daeratr dan Pembagian Daeratr Administrasi

Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja utara Tahun 2o1g

1 Sopai 47,64 4,L4

2 Kesu 26,OO 2,26

3 Sanggalangi 39,00 3,39

4 Buntao 49,50 4,30

5 Rantebua 84,94 7,37

6 Nanggala 69,00 5,91

7 Tondon 36,00 3.13

8 Tallunglippu 9,42 O,82

9 Rantepao 70,29 0,89

10 Tikala 23,44 2,O4

11 Sesean 40,05 .rr+6

L2 Balusu 46,51 4,O4
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- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kota Palopo; 
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162, 17 km dan luas kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tallunglipu 

seluas 9,42 km, dengan rincian sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 2.1 
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi 

Menurut Kecamatan Kabunaten Toraia Utara Tahun 2018 ... � 

1 Sopai 47,64 4,14 

2 Kesu 26,00 2,26 

3 Sanggalangi 39,00 3,39 

4 Bun tao 49,50 4,30 

5 Rantebua 84,84 7,37 

6 Nanggala 68,00 5,91 

7 Ton don 36,00 3.13 

8 Tallunglippu 9,42 0,82 

9 Rantepao 10,29 0,89 

10 Tikala 23,44 2,04 

4,04 
3,481 

46,51 
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Bal usu 
I Sesean 11 

12 
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13 Sa'dan 80,49 6,99

l4 Bangkele Kila 2L,OO L,82

15 Sesean Suloara 2L,68 1,88

16 Kapala Pitu 47,27 4,1 1

L7 Dende Piongan Napo 77,49 6,73

18 Awan Rante Karua 54,71 4,75

19 74,25 6,45Rindingallo

,441120 Buntu Pepasan tsl,72

ZL Baruppu lozrL I l+ru6

Total L.151,47 100,00

Sumber : Kabrtpaten Tomja tJtara dalam angka Talnm 2A19.

4. Pemerintahan.

Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 2l Kecamatan, 111

desa/lembang dan 40 kelurahan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel2.2
Luas Daeratr dan Pembagran Daerah Administrasi

Menurut Kecamatan I(abupaten Torqia Utara Tahun 2018

1

ffi$
1 Sopai 7

5 22 Kesu

I53 Sanggalangi

2Buntao 44

I

13 Sa'dan 80,49 6,99 

14 Bangkele Kila 21,00 1,82 

15 Sesean Suloara 21,68 1,88 

16 Kapala Pitu 47,27 4,11 

17 Dende Piongan Napo 77,49 6,73 

18 Awan Rante Karua 54,71 4,75 

19 Rindingallo 74,25 6,45 

20 Buntu Pepasan 131,72 11,44 

2i I Baruppu 162,171 14,081 

Total 1.151,47: 100,00: 

Sumber: Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019. 

4. Pemerintahan. 

Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 Kecamatan, 111 

desa/lembang dan 40 kelurahan, sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.2 
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi 

Menurut Kecamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 

1 Sopai 

2 Kesu 

3 Sanggalangi 

4 Buntao 

7 

5 

5 

4 

8 

1 

2 

1 
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5 Rantebua 5 2

6 Nanggala 8 1

7 Tondon 4

8 Tallunglippu 1 6

9 Rantepao 2 I

10 Tikala 5 2

11 Sesean + 5

L2 Balusu 5 2

13 Sa'dan 8 2

74 Bangkele Kila 4

15 Sesean Suloara 5

16 Ikpala Pitu 6

t7 Dende Piongan Napo 7 1

18 Awan Rante Karua 4

lrrta E:* l:- -^11^r\rlrtlrllr(ir.tll., at, .l
ll

20 Buntu Pepasan t2 1

21 Barrppu 3 1

Total 111 40

fitmber : Kah4taten Toryja Utara dalam angka Tatntn 2019

5. Topografi.

Kondisi wilayah Kabupaten Tora.ia Utara secara umum

merupakan daeratr ketinggian dan merupakan daerah kabupaten yang

I
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5 Rantebua 5 2 

6 Nanggala 8 1 

7 Tondon 4 

8 Tallunglippu 1 6 

9 Rantepao 2 9 

10 Tikala 5 2 

11 Sesean 4 5 

12 Bal usu 5 2 

13 Sa'dan 8 2 

14 Bangkele Kila 4 

15 Sesean Suloara 5 

16 Kapala Pitu 6 

17 Dende Piongan Napo 7 1 

18 Awan Rante Karua 4 

19 n.:-d.:ng� 11- ,., I"\ 
J.'\.111 .U CU U I ,G . 

20 Buntu Pepasan 12 1 

21 I Baruppu 3 1 

1111 
40 

I 
Total 

Sumber: Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019 

5. Topografi. 
Kondisi wilayah Kabupaten Tonaja Utara secara umum 

merupakan daerah ketinggian dan merupakan daerah kabupaten yang 
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kondisi topogralinya paling tingg di Sulawesi Selatan. Daeratr ini tidak
memiliki wilayah laut sebagaimana tipikal sebuah daerah ketinggian.

Secara umum kondisi topograli wilayah Kabupaten Toraja Utara terdiri
dari empat kelompok sebaran yakni:

- Sebaran ketinggian 500-1.000 m dpl.
- Sebaran ketinggian 1.000-1.500 m dpl
- Sebaran ketinggian 1.500 m. dpl keatas.

Adapun ketinggian/topograli di Kabupaten Toraja Utara adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.3
Ketinggian Ikbupaten Toraja Utara
Menurut Kecamatan Tahun 2Ot8

1 Sopai 779

2 Kesu 810

3 Sanggalangi 809

4 Buntao 82r
5 Rantebua 7A+

6 Nanggala 834

7 Tondon 836

I Tallunglippu 805

9 Rantepao 802

10 TIkala 1.O94

l1 Sesean 834

l2 Balusu 863

13 Sa'dan 902

t4 Bangkele Kila 933

15 Sesean Suloara 1.386

16 Kapala Pitu 1.501

t7 Dende Piongan Napo 1.378

18 Awan Rante I(arua 1.378

19 Rindingallo r.224
20 Buntu Pepasan 1.479

2L Baruppu r.646

Srtmber : Kabupaten Tomja Utara dalam angka Talun 2019
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kondisi topografinya paling tinggi di Sulawesi Selatan. Daerah ini tidak 

memiliki wilayah laut sebagaimana tipikal sebuah daerah ketinggian. 

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Toraja Utara terdiri 
dari ernpat kelompok sebaran yakni: 

Sebaran ketinggian 500-1.000 m dpl. 
Sebaran ketinggian 1.000-1.500 m dpl 

- Sebaran ketinggian 1.500 m. dpl keatas. 
Adapun ketinggian/topografi di Kabupaten Toraja Utara adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.3 
Ketinggian Kabupaten Toraja Utara 

Menurut Kecamatan Tahun 2018 

1 Sopai 779 

2 Kesu 810 

3 Sanggalangi 809 
4 Bun tao 821 
5 Rantebua 704 

6 Nanggala 834 
7 Tondon 836 
8 Tallunglippu 805 
9 Rantepao 802 
10 Tikala 1.094 

11 Sesean 834 
12 Bal usu 863 
13 . Sa'dan 902 

14 Bangkele Kila 933 

15 Sesean Suloara 1.386 

16 Kapala Pitu 1.501 

17 Dende Piongan Napo 1.378 

18 Awan Rante Karua 1.378 

19 Rindingallo 1.224 

20 I Buntu Pepasan 1.479 l 
21 1.6461 Baruppu 

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019 
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6. Geologi

Struktur geologi witayah Kabupaten Tora.ja Utara terbentuk dari
beberapa formasi batuan yang didominasi oleh formasi batuan gunungapi
talaya yang tersebar seluas so.oi4 ha arau sebesar 4s,4s ?ir, seiar{umya
sebaran struktur geologi lainnya yang cukup besar terbentuk dari formasi
serpih seluas 28.564 ha atau rebesar 24,91 o/o, lalu formasi batuan
gunungapi lamasi seluas 11.400 ha atau sebesar 9,90 yo. Formasi
sebaran batuan gunungapi talaya berada di bagran utara wilayah
I(abupaten Toraja Utara yang meliputi Kecamatan Baruppu, Rindingallo,
Awan Rante l(arua, dan sebagian Buntu Pepasan. Sebaran terbesar
kedua lainnya yakni formasi serpih berada di baslan selatan yang
meliputi Kecamatan Nanggala, Rantebua, Buntao, dan sebagian
sanggalangi, Tondon, dan Balusu. selengkapnya mengenai jenis dan
sebaran luasan formasi geologi w{lay'ah Kabupaten Torqja Utara seperti
terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Jenis dan Luasan Formasi Geologi
di Wilayah Kabupaten Toraja Utara

1 Batuan gunung api talaya 50.014 43,43

2 Serpih 28.564 24,91

3 Batuan gunung api lamasi r 1.400 9,90

4 Napal 9.382 8,15

5 Formasi sekala 8.570 7,44

6 Formasi tor4ia 3.320 2,89

7 Batuan terobosan 2.450 2,13

8 Tufa barulu 814 0,71
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9 Batu gamping terumbu 214 0,18

10 Endapan permukaan tidak bernama 159 0,14

11 Formasi latimojong L42 O,l2

12 Tufa barufu 118 0,1 I

Jumlah 115,147 100,00

Sumber : RTRW Kahtpaten Tana Toraja ZO11-2051.

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Toraja Utara dari aspek jenis
batuan didominasi oleh jenis batuan andesit, basalt yakni seluas 62.610
ha atau sebesar 54,37 o/o lang terhampar pada daerah mulai bagran
tengatr hinEga ke utara termasuk didal,amnya Kecamatan Tikala, Sesean
Suloara, Bang!<ele Kila, Sa'dan, Buntu pepasan, Baruppu, dan
Rindingallo. Selanjutnya sebaran cukup besar lainnya adalah jenis
batuan batu pasir, batu lianau, dan batu lumpur seluas 16.514 ha atau
sebesar 14134 7"^ Sebaran jenis batuan ini di bagian selatan termasuk
didalamnya wilayah Kecamatan Nanggala, dan Rantebua. Jenis batuan
lainnya yang juga cukup besar di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah
tefra berbutir halus, aluvium muda seluas L4.735 ha atau sebesar 12,80
o/o. Sebaran jenis hatuen ini berada di bagran tengah yang rneliputi
sebagian Kecamatan Sanggalangi, Buntao, Tondon, Balusu, Sesean dan
Kesu. elengkapnya mengenai kondisi jenis batuan dan luasannya di
*ilayah Kabupaten Toraja Utara seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Jenis Batuan dan Luasannya

di Wilayah Kabupaten Toraja Utara

I Andesit, basalt 62.6L4 54,37

2 Batu pasir, batu lanau, batu lumpur 16.514 14,34

12

9 Batu gamping terumbu 

10 Endapan pennukaan tidak bemama 

11 Fonnasi latimojong 

12 Tufa barufu 

Jumlah 

I 

214 

159 

142 

118 
115,1471 

0,18 

0,14 

0,12 

0,11 

100.00 

I 

Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja 2011-2031. 

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Toraja Utara dari aspek jenis 
batuan didominasi oleh jenis batuan andesit, basalt yakni seluas 62.610 
ha atau sebesar 54,37 °/o yang terhampar pada daerah mulai bagian 
tengah hingga ke utara termasuk didalamnya Kecamatan Tikala, Sesean 
Suloara, Bangkele Kila, Sa'dan, Buntu Pepasan, Baruppu, dan 
Rindingallo. Selanjutnya sebaran cukup besar lainnya adalah jenis 
batuan batu pasir, batu lanau, dan batu lumpur seluas 16.514 ha atau 
sebesar 14,34 °/o. Sebaran jenis batuan ini di bagian selatan termasuk 
didalamnya wilayah Kecamatan Nanggala, dan Rantebua. Jenis batuan 
lainnya yang juga cukup besar di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah 
tefra berbutir halus, aluvium muda seluas 14.735 ha atau sebesar 12,80 
o/o. Sebaran jenis batuan ini berada di bagian tengah yang meliputi 
sebagian Kecamatan Sanggalangi, Buntao, Tondon, Balusu, Sesean dan 
Kesu. elengkapnya mengenai kondisi jenis batuan dan luasannya di 
wilayah Kabupaten Toraja Utara seperti terlihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.5 
Jenis Batuan dan Luasannya 

di Wilayah Kabupaten Toraja Utara 

1 Andesit, basalt 

2 Batu pasir, batu lanau, batu lumpur 

62.610 

16.514 

54,37 

14,34 
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3 Tefra berbutir halus, aluvium muda t4.735 12,go

Tefra brbutir kasar4 10.233 8,89

5 Konlomerat, serpih 4.307 3,74

6 Aluvium muda dari endapan sungai 2.469 2,14

7 Kuarsit, filit, skis 1.574 1,37

8 Batu gamping 1.537 1,33

9 Marmer, batu gamping 1. 168 l,A2

Jumlah 71,5,L47 100

Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja 2O11-2031.

2.L.2 Geohidrologi

Potensi sumber daya air di wila5rah Kabupaten Toraja Utara cukup
besar, karena pada wilayah ini terdapat beberapa sungai, baik sungai besar
maupun sungai kecil. Sungai besar yakni Sungai Saddang dan Sungai
Maiting. Sungai Saddang sendiri merupakan sungai yang mengaliri enam
wilayah kabupaten dan dua provinsi, yak-ni Kabupaten TorE'a Ur-ara, Tana
Toraja, Mamasa (Sulawesi Barat), Enrekang, Sidrap, dan Pinrang. Hulu
Sungai Saddang ini berada di Kecamatan Sa'dan pada ketinggian > 1.000 m
dpl, dan hilirnya berada di Kabupaten Pinrang. Potensi sumber daya air
Sungai Saddang di Kabupaten Tor4ja Utara pemanfaatannya baru sebatas
untuk keperluan rumah tangga, dan mulai dirjajaki sebagai sarana wisata air
berupa arung jeram. Sementara air Sungai Maiting, disamping
dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, juga telah dimanfaatharr
--1-- --: ----t---- -1-:L --- ---l tJ-a-.Jl- ,a---l-l--l l-- --t-- --J - ---J--r- --!-SGUaBirtr PsI[ui:tIrE$"[L GIreIEl llliLlll( tLul'uulr, uirJl scuaBi:tl t*u'ir.IliL wltiar.La7t i:Lll'

berupa wisata arung jeram, dimana sungai ini sudah cukup populer secara
nasional (arung jeram Sungai Maitind. Untuk kebutuhan air minum
penduduk di Kabupaten Toraja Utara yang dikelola oleh PDAM Kabupaten

Torqia iiiara saat ini bersumber dari Sungai Satitiang dan Mata Jtir

dibeberapa lokasi sesuai dengan lokasi pelayanannya (kota-kota

kecamatan). Untuk sumber air baku dari Sungai Saddang dilakukan
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dengan sistem pompanisasi, sementara untuk sumber mata air dilakukan
dengan sistem gravitasi. selengkapnya mengenai sumber air baku
Kabupaten Torqia utara seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Sumber Air Baku

di Kabupaten Tor{a Utara

$tmber : RTRW Kahtpaten Tann Toraja 2011-2031

Sementara sungai-sungai kecil yang juga banyak dimanfaatkan
airnya untuk keperluan rumah tangga oleh masyarakat Toraja Utara terdiri
dari Sungai Maring, Sungai Maulu, Sungai Lumika, Sungai Kada, Sungai
Kabo, Sungai Patau, dan Sungai Rante.

2.1.3 Klimatologi.

A. Air Permukaan ( Sungai Saddang)

1 IPA Bolu

2 IPA Rua

3 IPA Pasele

B Mata Air

1 Mata Air Limbong

2 Mata Air Pangli

3 Mata Air Tikala

4 Mata Air Madandan

5 Mata Air Salu

6 Mata Air Saddan

7 Mata Air Pangala

8 Mata Air Wairede

14

dengan sistem pompanisasi, sementara untuk sumber mata air dilakukan 
dengan sistem gravitasi. Selengkapnya mengenai sumber air baku 
Kabupaten Toraja Utara seperti terlihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.6 
Sumber Air Baku 

di Kabupaten Toraja Utara 

A. Air Permukaan ( Sungai Saddang) 

1 IPA 

2 IPA 

3 IPA 

B. Mata Air 

1 Mata Air 

2 Mata Air 

3 Mata Air 

4 Mata Air 

5 Mata Air 

6 Mata Air 

7 Mata Air 

Bolu 

Rua 

Pase le 

Lim bong 

Pangli 

Tikala 

Madandan 

Salu 

Saddan 

Pan gala 

8 I Mata Air I w airede 

Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja 2011-2031. 

Sementara sungai-sungai kecil yang juga banyak dimanfaatkan 
aimya untuk keperluan rumah tangga oleh masyarakat Toraja Utara terdiri 
dari Sungai Maring, Sungai Maulu, Sungai Lumika, Sungai Kada, Sungai 
Kabo, Sungai Patau, dan Sungai Rante. 

2 .1.3 Klimatologi. 
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Kondisi suhu udara, kelembaban, curalr hujan dan hari hujag
Kabupaten Toraja utara, sepanjang tahun zol8, sebagaimana tabel
berikut:

Tabel2.7
Suhu Udara, Kelembaban, Curah Hujan dan Hari Hujan

di Kabupaten Toraja Utara Tahun 20rc

Sttmber : Kabupaten Tomja Utara dalarn angka Talam 2019.

2.1.4. Demogralis

Jumlah penduduk Kabupaten Tora.ia Utara tahun 2018
berdasarkan registrasi penduduk sebanyak 229.798 jiwa yang terdiri atas
115.086 jiwa penduduk laki-laki dan 1L4.7t2 jiwa penduduk perempuan.
Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk
laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100 persen sebagaiamana
tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

1 Januari 20,90 80,00 189,50 17
2 Pebruari 22,55 82,00 24L,80 l7
3 Maret 22,3O 85,00 316,90 22
4 April 22,9O 84,00 253,40 24
5 Mei 22,7O 86,00 168,00 23
6 Juni 22,1O 87,00 312,80 23
7 Juli 22,OO 85,00 86,70 t4
R Aanrs*rrqr.tt*uluu oq 1n R/) nn 1/)4 on t0
9 September 21,50 79,00 22,80 ro
10 Olrtober 22,9O 77,0O 40,20 7
11 Nopember 23,2O 82,00 233,80 22
t2 Desember 22,8O 85,00 3+6,4O 2A

iliri''I"i"t;'ir*, : 'a 1'1'

1 Sopai 6.981 6.827 13.808 t02
2 Kesu 8.224 8.253 16.477 100

5.918 11.815 1003 Sanggalangi 5.897
9.432 1034 Buntao 4.778 4.654

4.L27 3.913 8.040 1055 Rantebua
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Kondisi suhu udara, kelembaban, curah hujan dan hari hujan 
Kabupaten Toraja Utara, sepanjang tahun 2018, sebagaimana tabel 
berikut: 

Tabel 2.7 
Suhu Udara, Kelembaban, Curah Hujan dan Hari Hujan 

di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 

1 Januari 20,90 80,00 189,50 17 
2 Pebruari 22,55 82,00 241,80 17 
3 Maret 22,30 85,00 316,90 22 
4 April 22,90 84,00 253,40 24 
5 Mei 22,70 86,00 168,00 23 
6 Juni 22,10 87,00 312,80 23 
7 Juli 22,00 85,00 86,70 14 
8 Agustus 22,10 A'J nn 1 'J� nn 10 ....., .... ''tJ""' ......... '-"'"'""' 
9 September 21,50 79,00 22,80 10 
10 Oktober 22,90 77,00 40,20 7 
11 Nopember 23,20 82,00 233,80 22 
12 Desember 22,80 85,00 346,40 20 

Sumber: Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019. 

2 .1. 4. Demografis 

Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara tahun 2018 
berdasarkan registrasi penduduk sebanyak 229.798 jiwa yang terdiri atas 
115.086 jiwa penduduk laki-laki dan 114.712 jiwa penduduk perempuan. 
Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk 
laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100 persen sebagaiamana 
tabel berikut : 

Tabel 2.8 
Jumlah Penduduk dan Rasia Jenis Kelamin 

Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 

1 Sopai 6.981 6.827 13.808 102 
2 Kesu 8.224 8.253 16.477 100 
3 Sanggalangi 5.897 5.918 11.815 100 
4 Bun tao 4.778 4.654 9.432 103 
5 Rantebua 4.127 3.913 8.040 105 
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6 Nanggala 4.983 4.779 9.762 t04
7 Tondon 5.120 4,901 10.021 to4
8 Tallunglippu 9.613 9.583 19.196 100
9 Rantepao i3.t32 74.-17 27.i49 9+
10 Tikala 5.475 5.452 10.927 100
11 Sesean 5.776 5.767 11.543 100
t2 Balusu 3.500 3.657 7.157 96
13 Sa'dan 7.896 7.934 15.8-30 L00
l4 Bangkele Kila 2.663 2.772 5.435 96
t5 Sesean Suloara 3.374 3.228 6.602 105
16 Kapala Pitu 3.229 3.196 6.398 t02
t7 Dende Piongan

Napo
4.311 4.097 8.408 105

18 Awan Rante
Karua

2.785 2.73r 5.516 r02

19 Rindingallo 3.906 3.729 7.635 105
20 Buntu Pepasan 6.415 6.544 12.959 98
2t Baruppu 2.901 2.787 5.688 lo4

Jumlatr 115.086 It4.7L2 229.798 100
sumber : Kahryaten Toraja lJtara daram angka Talrun zolg.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara tatrun 201g
mencapai 4,62 orang per rumah tangga. Kepadatan penduduk di zl
kecamatan dengan jumlah rumah tangga tertinggi terletak di Kecamatan
Rantepao dengan jumlah rumah tangga sebesar 5.gz0 dan terendah di
Kecamatan Awan Rante Karua sebesar 1.041, sebagaimana tabei benkut:

Tabel 2.9
Distribusi dan Kepadatan penduduk per Rumatr Tangga

Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja utara TahunZ-ors.

1 Sopai 13.808 2.943 4,69

2 Kesu t6.477 3.644 4,52

3 Sanggalangi 11.815 2.569 4,60

4 Buntao 9.432 2.300 4,10

16

6 Nanggala 
7 Tondon 
8 Tallunglippu 
9 Rantepao 
10 Tikala 
11 Sesean 
12 Balusu 
13 Sa'dan 
14 Bangkele Kila 
15 Sesean Suloara 
16 Kapala Pitu 
17 Dende Piongan 

Napo 
18 Awan Rante 

Karua 
19 Rindingallo 
20 Buntu Pepasan 
21 Baruppu 

Jumlah 

4.983 
5.120 
9.613 

13.132 
5.475 
5.776 
3.500 
7.896 
2.663 
3.374 
3.229 
4.311 

2.785 

3.906 
6.415 
2.901 

115.086 

4.779 
4,901 
9.583 

14.-17 
5.452 
5.767 
3.657 
7.934 
2.772 
3.228 
3.196 
4.097 

2.731 

3.729 
6.544 
2.787 

114.712 

9.762 
10.021 
19.196 
27.149 
10.927 
11.543 
7.157 

15.830 
5.435 
6.602 
6.398 
8.408 

5.516 

7.635 
12.959 
5.688 

229.798 

104 
100 
94 

100 
100 
96 

100 
96 

105 
102 
105 

102 

105 
98 

104 
100 

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019. 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara tahun 2018 
mencapai 4,62 orang per rumah tangga. Kepadatan Penduduk di 21 
kecamatan dengan jumlah rumah tangga tertinggi terletak di Kecamatan 
Rantepao dengan jumlah rumah tangga sebesar 5.970 dan terendah di 
Kecamatan Awan Rante Karua sebesar 1.041, sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.9 
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Per Rumah Tangga 

Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018. 

1 Sopai 

2 Kesu 

3 Sanggalangi 

4 Buntao 

13.808 

16.477 

11.815 

9.432 

2.943 

3.644 

2.569 

2.300 

4,69 

4,52 

4,60 

4,10 
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5 Rantebua 8.040 1.8L7 4,42

6 Nanggala 9.762 2.542 3,84

7 Tondon 10.021 1.998 5,02

8 Tallunglippu 19.196 3.805 5,04

9 Rantepao 27.L49 5.970 4,55

10 fikala r0.927 2.301 4,75

11 Sesean 11.543 2.660 4,34

t2 Balusu 7.157 1.886 3,79

13 Sa'dan 1s.830 3.061 5,LT

l4 Bangkele Kila 5.435 1.330 4,O9

15 Sesean Suloara 6.602 1.292 5,1 1

16 Kapala Pitu 6.398 1.380 4,64

t7 Dende Piongan Napo 8.408 1.811 4,64

18 Awan Rante Karua 5.516 1 o4 I 5,30

t.tL7 Lr:- t:- -^rr^Nur(lrrrEiulrJ O C-DE,
, .L'!'L' 7.7C7 A AF'

-r-?,

20 Buntu Pepasan 12.959 2.453 5,28

2l Baruppu 5.688 1.283 4.43

Jumlah 229.798 49.793 4,62

Sumher : Kah4taten Tomja Utara dolam angka Tahun 2019.

2. 1.5 Perekonomian

1. Pertumbuhan
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5 Rantebua 8.040 1.817 4,42 

6 Nanggala 9.762 2.542 3,84 

7 Ton don 10.021 1.998 5,02 

8 Tallunglippu 19.196 3.805 5,04 

9 Rantepao 27.149 5.970 4,55 

10 Tikala 10.927 2.301 4,75 

11 Sesean 11.543 2.660 4,34 

12 Bal usu 7.157 1.886 3,79 

13 Sa'dan 15.830 3.061 5,17 

14 Bangkele Kila 5.435 1.330 4,09 

15 Sesean Suloara 6.602 1.292 5,11 

16 Kapala Pitu 6.398 1.380 4,64 

17 Dende Piongan Napo 8.408 1.811 4,64 

18 Awan Rante Karua 5.516 1.041 5,30 

19 Rindingallo 7.635 1.707 4,47 

20 Buntu Pepasan 12.959 2.453 5,28 

21 Baruppu 5.688 1.283 4,43 

Jumlah 229.798 49.793 4,62 

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019. 

2.1.5 Perekonomian 

1. Pertumbuhan 
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Pada tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh

sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan spsial sebesar

19,53 persen, disusul Pertambangan dan penggaian sebesar 17,32 persen

dan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 14,92 persen. Sedangkan untuk
Industri pengolatran hanya sebesar 11,31 persen, dalam tabel berikut:

Tabel 2.lO
laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Toraja utara Atas Dasar Harga

Konstanr Menurut i,apangan Usatra Tahun 2Oi4-2A78

1 Petanian, Kehutanan

dan Perikanan

3,32 0,87 4,OT 2,9O 2,06

2 Pertambangan dan

Penggalian

13,25 15,63 20,22 20.63 17,32

3 Industri Pengolahan 1o,27 7,50 11,22 1.2,2O 11,31

4 Pengadaan Listrik dan

Gas

23,19 -3,59 I 1,41 5,71 6,23

5. Pengadaan Air;

Pengelolaar' Samparh,

Limbah Daur Ulang

6r44 0,36 2,36 4,86 6,05

6 Konstruksi 6,13 12,93 5,97 6,10 6,44
7 Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor

10,65 10,19 12,75 12,79 8,45

8 Transportasi dan

Pergudangan

12,29 14,92 9,42 ll,4g 9,24

9 Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum

14,93 11,62 12,2O Lg,o2 14,36

1n Informasi dan

Komunikasi
6,66 o?o 11 aA4 r, aV 8011

L L, 11 0r)

11. Jasa Keuangan dan

Asuransi

10,92 10,96 L5,97 5,37 6,97

12. Real Estate 13,30 4,71 5,24 3,90 4176

13. Jasa Perusatraan 7,83 5,43 6,89 5,25 lo,g2

18

Pada tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh 

sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan spsial sebesar 

19,53 persen, disusul Pertambangan dan penggaian sebesar 17,32 persen 

dan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 14,92 persen, Sedangkan untuk 

Industri pengolahan hanya sebesar 11,31 persen, dalam tabel berikut: 

Tabel 2.10 
La.ju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Toraja Utara Atas Dasar Harga 

Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 20i4-2018 

2,06 2,90 

1 1 RQ , 1 1 Qt') ........ ,"-# I ........ ,�- I 

19,02 14,36 

I 

20,63 17,32 . 
I I ! 

12,20 I 11,31 I 
I I 
I I 

5,11 I 6,23 
I 

I I I 
4,86 I 6,051 I 

I 

6,10 6,44 

12,78 8,45 
I I 
i 

I 
I 

11,49 9,24 

4,07 I 

9,39 I 11,40 I 

0,87 

6,66 I 

3,32 

6,44. 0,36 I 2,36 
I I 
I 

I I 
6,13 12,83 5,97 

10,65 I 10,19 12,75 

I I 
I 
I I 
I 

12,29 ! 14,92 9,42 
I 

14,83 11,621 12,20 

13,25 15.63 20,22 
I 

7:50 I 10,27 11,22 

I I 
23,19 -3,58 I 11,41 

1 Petanian, Kehutanan 

dan Perikanan 

2. . Pertambangan dan 
I Penggalian 

3. Industri Pengolahan 

I 
4. Pengadaan Listrik dan 

Gas 

5. Pengadaan Air; 

Pengelolaan Sampai"'i, 
Limbah Daur Ulang 

6. Konstruksi 

7. Perdagangan Besar dan 

! Eceran, Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

8. Transportasi dan 

I Pergudangan 

9. 
I Penyediaan Akomodasi 

I dan Makan Minum 

I Komunikasi I 
11. Jasa Keuangan dan 10,82 10,96 15,97 5,37 6,97 j 

I 

Asuransi I I I I 
I 12. I Real Estate 13,30 4,71 5,24 3,9o I 4,76 

13. Jasa Perusahaan 7,83 5,43 6,89 5,25 10,92 

1 Q T f. • � 
! .... . I ... n ... ormasi nan 
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14. Administrasi

Pemerintahan,

Pertahanan dan

Jaminan sosial wajib

3,28 10,40 '2,94 5,48 19,53

15. Jasa Pendidikan 6,63 2,39 6,97 4,97 6,72
16 Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial

8,23 7,79 8,63 8,Og t4,92

t7. Jasa lainnya 6,83 7,68 3,34 8,52 13,57
Produk Domestik Regoinal

Bruto (PDRB}

7,64 7,76 8,01 8,22 8,1 1

Sumber : PDRB Kahtpaten
Tatutn 2014-2019.
*)AWlw sem.entara.

") Artglw sangat semerrtara.

Toraja Utara Menurut Laparqan tlsaha

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada tahun 2018, persentase distribusi tertinggi dicapai oleh sektor
Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan Seped.a motor sebesar

23,19 persen, disusul Konstruksi sebesar 16,35 persen dan Pertanian,

kehutanan dan perikanan L6,28 persen. Sedangkan untuk Industri
pengolatran hanya sebesar 6,99 persen, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 1

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Toraja utara Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut lapangan Usaha Tahun 2AI4-ZOIB

1 Petanian, Kehutanan dan

Perikanan
20,64 18,97 18,51 L7,64 L6,28

2 Pertambangan dan
Penggalian

0,81 0,91 1,00 1,09 1, l5

3 Industri Pengolahan 6,23 6,30 6,57 6,85 6,99

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,10 0,OB 0,08 0,08 0,08

19

10,40 

I 

I I I I 

6,83 7,68 3,34 8,52 13,571 

7,64. 7,76 8,01 8,22 8,11 I I 

I I 
I I 

! 

Toraja Utara Menurut Lapangan Usaha 

I, Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Produk Domestik Regoinal 

Sumber : PDRB Kabupaten 
Tahun 2014-2019. 
*) Angka sementara. 
*) Angka sangat sementara. 

I I 
1 I I Jaminan sosial wajib I 2,J I 

15. Jasa Pendidikan 6,63 6,97 4,97 6,72 
I 

I 16. Jasa Kesehatan dan 8,23 7,78 8,63 j 8,081 14,92 I 
I I Kegiatan Sosial 
r 

17. JasaLainnya 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Pada tahun 2018, persentase distribusi tertinggi dicapai oleh sektor 

Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan Sepeda motor sebesar 

23,19 persen, disusul Konstruksi sebesar 16,35 persen dan Pertanian, 

kehutanan dan perikanan 16,28 persen. Sedangkan untuk Industri 
pengolahan hanya sebesar 6,99 persen, sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.11 
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Toraja Utara Atas Dasar 

Harga Berlaku Menurut lapangan Usaha Tahun 2014-2018 

1 Petanian, Kehutanan dan 20,64 18,97 18,51 17,64 16,28 
Perikanan 

2 Pertambangan dan 0,81 0,91 1,00 1,09 1,15 
Penggalian 

3 Industri Pengolahan 6,23 6,30 6,57 6,85 6,99 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 
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5 Pengadaan Air;

Pengelolaan Sampah,

L.imhah Daur Ulang

0,14 O,l2 0,1 I 0,1 I 0,1 1

6 Konstruksi 16,07 16,93 16,54 16,2A 16,35

7 Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor

20,13 20,43 21,59 22,72 23,19

8 Transportasi dan

Pergudangan

4r2l 5,22 5,19 5,15 5,11

9 Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum

2,29 2,41 2,53 2,74 2,88

10 Informasi dan Komunikasi 4,22 4,00 3,98 4,06 4, l3

11 Jasa Keuangan dan

Asuransi
3,71 3,82 4,10 4,05 4,00

t2 Real Estate 5,47 5,36 5,22 4,99 4,78

13 Jasa Perusahaan 0.08 O,OT o.08 O,OT O,08

l4 Administrasi

Pemerintahan, Pertatranan

dan Jaminan sosial wajib

4,9O 5,04 4,39 4,19 4,66

15 Jasa Pendidikan 7,29 6,67 6,4O 6,34 6,16

16 Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial

2,29 2,32 2,31 2,36 2,50

17 Jasa l.ainnya L,44 1,45 1,42 1,45 1,54

Produk Domestik Regoinal 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20

5 Pengadaan Air; 0,14 0,12 0,11 0,11 0,11 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah Daur Ula..11g 

6 Konstruksi 16,07 16,83 16,54 16,20 16,35 

7 Perdagangan Besar dan 20,13 20,43 21,59 22,72 23,19 
Eceran, Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor 

8 Transportasi dan 4,21 5,22 5,19 5,15 5,11 

Pergudangan 

9 Penyediaan Akomodasi 2,29 2,41 2,53 2,74 2,88 
dan Makan Minum 

10 Informasi dan Komunikasi 4,22 4,00 3,98 4,06 4,13 

11 Jasa Keuangan dan 3,71 3,82 4,10 4,05 4,00 
Asuransi 

12 Real Estate 5,47 5,36 5,22 4,99 4,78 

13 Jasa Perusahaan 0.08 0,07 0.08 0,07 0,08 

14 Administrasi 4,90 5,04 4,39 4,19 4,66 
Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan sosial wajib 

15 Jasa Pendidikan 7,29 6,67 6,40 6,34 6,16 

16 Jasa Kesehatan dan 2,29 2,32 2,31 2,36 2,50 
Kegiatan Sosial 

17 Jasa Lainnya 1,44 1,45 1,42 1,45 1,54 

Produk Domestik Regoinal 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Bruto (PDRB)

sumber : PDRB Kabupaten Toraja utara Menurut Lapangan llsaho
Ta?un 201+2019.
*) Anglca sem.entara.
*) Anglw santgat sem.entara.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Ikpita.

Bila PDRB suatu daeratr dibagi dengan jumtah penduduk yang

tinggal di daeratr itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB

Per kapita atas dasar harga berlaku atau harga konstan menunjukkan nilai
PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2018, PDRB

per kapita Kabupaten Tor4ia Utara atas harga berlaku mencapai 37,$4juta
rupiatr, sedangkan harga konstan mencapai 20,80 juta perkapita. Dan

secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.L2
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tora-ia Utara Tahun 2Ol4-2O18

Nilai PDRB ( Milyar Rupiah)

Atas Dasar Harga

Berlaku

4.230,79 5.03r.50 5.886,77 6.815,67 7.788,79

Atas Dasar Harga

Konstarr

3.261,13 3.510,36 3.782,9O 4.086,75 4.+22,65

PDRB Perkapita (Juta Rupiah )

Atas Dasar Harga

Berlaku

22,46 26 I0, 29,97 33,80 37,84

Atas Dasar Harga

Konstan

15,67 L6,77 19,00 19,36 20,80

Pertumbuhan PDRB

per Kapita ADHK 2O1O

ln

6,87 7,O4 7,3t 7,55 7,46

Sumber : PDRB
Tatatn 2014-2019.

Kabupaten Toraja Utara Menutut Lapangan tlsaho,
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Sumber : PDRB Kabupaten Toraja Utara Menurut Lapangan Usaha 
Tahuri 2014-2019. 

*) Angka sementara. 

*) Angka sangat sementara. 

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita. 

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang 

tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB 

Per kapita atas dasar harga berlaku atau harga konstan menunjukkan nilai 

PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2018, PDRB 

per kapita Kabupaten Toraja Utara atas harga berlaku mencapai 37 ,84 juta 

rupiah, sedangkan harga konstan mencapai 20,80 juta perkapita. Dan 
• • d + ..:1 •1 ·h t d 1- l b ik + • • secara rmci apat nm ia pa a tabel en "'UL 1n1: 

Tabel 2.12 
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014-2018 

Nilai PDRB ( Milyar Rupiah) 

Atas Dasar Harga 4.230,78 5.031.50 5.886,77 6.815,67 7.788,79 

Berlaku 

Atas Dasar Harga 3.261,13 3.510,36 3.782,80 4.086,75 4.422,65 

Konstan 

PDRB Perkapita ( Juta Rupiah ) 

Atas Dasar Harga 22,46 

Berlaku 

26,10 29,91 33,80 37,84 

Atas Dasar Harga 

Konstan 

Pertumbuhan PDRB 

per Kapita ADHK 2010 

(O/o) 

15,67 

6,87 

16,77 

7,04 

18,00 

7,31 

19,36 

7,55 

20,80 

7,46 

Sumber : PDRB Kabupaten Toraja Utara Menurut Lapangan Usaha 
Tahun 2014-2019. 
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*) Artglca sem.entana-
*) ArVfu santgat sem.entara.

2.2. SUMBER DAYA INDUSTRI

Potensi sumber daya inclustri di Ka-bupaten Toraja Utara yang

dapat mendukung pembangunan industri di Kabupaten Torqia Utara,

diantaranya sumber daya manusia industri, sumber daya alam, sumber

daya pertambangan dan energi dan lembaga pembiayaan dan koperasi.

2.2.1. Sumber Daya Manusia Industri

Data ketenagakerjaan tatrun 2018 menjadi acuan dalam analisis

sumber daya manusia industri. Pada tahun 2018 jumlah penduduk usia
kerja sebesar 151.686 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 1O9.OO7

jiwa, sedangkan 42.679 jiwa bukan merupakan anglatan kerja. Dari jumlah

angkatan kerja tersebut telah bekeq'a 105.863 jiwa, sehingga Tingkat

Kesempatan Kerja (TKK) mencapai 97,11 %. jika dibandingkan dengan

jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk, fingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) mencapai 71,86 Vo. Dan angkatan kerja sebesar 109.007 jiwa

tercatat, yang tidak bekerja adalah 3.144 jiwa, atau Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) hanya sebesar 2,88 persen. sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.L3
TKK, TPAK dan TPI

di Kabupaten Tor4ia Utara Tahun 2018

Angkatan Kerja 57.000 52.OO7 109.007

Bekerja 35.000 50.863 105.863

1

- Pengangguran Terbuka 2.000 t.t44 3.144

Bukan Angkatan Keg'a 18.389 24.290 42.679

Sekoiah 6.126 8.895 t't.uzJ

- Mengurus Rumah Tangga 3.772 LO.767 14.539

2

Lainnya 6.489 4.628 11.1r7

Jumlah 75.389 76.297 151 .686
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*) Angka sementara. 
*) Angka sangat sementara. 

2.2. SUMBER DAYA INDUSTRI 

Potensi sumber daya industri di Kabupaten Toraja Utara yang 
dapat mendukung pembangunan industri di Kabupaten Toraja Utara, 

diantaranya sumber daya manusia industri, sumber daya alam, sumber 
daya pertambangan dan energi dan lembaga pembiayaan dan koperasi. 
2.2.1. Sumber Daya Manusia Industri 

Data ketenagakerjaan tahun 2018 menjadi acuan dalam analisis 
sumber daya manusia industri. Pada tahun 2018 jumlah penduduk usia 
kerja sebesar 151.686 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 109.007 

jiwa, sedangkan 42.679 jiwa bukan merupakan angkatan kerja. Dari jumlah 

angkatan kerja tersebut telah bekerja 105.863 jiwa, sehingga Tingkat 

Kesempatan Kerja (TKK) mencapai 97, 11 ��. jika dibandingkan dengan 

jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) mencapai 71,86 o/o. Dari angkatan kerja sebesar 109.007 jiwa 

tercatat, yang tidak bekerja adalah 3 .144 jiwa, a tau Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) hanya sebesar 2,88 persen. sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.13 
TKK, TPAK dan TPT 

di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 

1 Angkatan Kerja 57.000 52.007 109.007 I 

3.1441 

I 

151.686 j 

I 

105.863 I 
1.1441 

76.2971 

50.863. 
I 

2.000 I 

75.3891 
I 

18.3891 

s 
I 

35.000 I 

Jumlah I 

1- Bekerja 

1- Pengangguran Terbuka 

2 I B:� �gkatan Kerja 

I - �e.ko1an 

I 

.i:.as l �-�';I::, I 1.U�J I 
I l I 

I 

- Mengurus Rumah Tangga 3.7721 

14.539 
I 10.7671 

I 

I - Lainnya 6.489 I 
4.6281 11.117 j 

i I I I ! I 
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Tinglat Partisipasi

Angkatan Keq'a

75,61 68,16 71,96

Tingkat Pengangguran Terbuka 3,51 2,2A 2,88

*tmher : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Talrun 2019.

Jumlatr penduduk yang bekerja yang bekerja sebesar 105.863 jiwa,

menurut status pekerjaan didominasi oleh pekerja keluarga atau tidak

dibayar sebesar 32,39 7o, kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap

atau tidak dibayar 23,83 o/o dan buruh/karyawan/pegawai 18,74 o/o

sebagnimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2018

1 7.O72 13.7s0Berusatra Sendiri 6.678 L2,99

2 Berusatra di Bantu

Buruh Tidak Tetap/

Buruh Tidak di

Bayar

14.755 to.473 2s.228 23,83

3 Berusaha di Bantu

Buruh Tetap/

Buruh di Bayar

1.630 334 L.964 1,86

4 Buruh/ Karyawan/

Pegawai

10.459 9.376 19.835 8,37

5 Pekeq'a Bebas 8.337 2.460 1O.797 10,20

6 21.148 34.289 32,39Pekerja Keluarga/

Tidak di Bayar

t3.t4L

23

Tingkat Partisipasi I 
Angkatan Kerja 

I 

Tingkat Pengangguran Terbuka 

I 75,61 I 

I 

3,51 [ 
! 

68,161 

2,20 
I 

71,86 

I 

2,881 

Sumber: Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019. 

Jumlah penduduk yang bekerja yang bekerja sebesar 105.863 jiwa, 
menurut status pekerjaan didominasi oleh pekerja keluarga atau tidak 

dibayar sebesar 32,39 o/o, kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap 
atau tidak dibayar 23,83 °/o dan buruh/karyawan/pegawai 18,74 % 

sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel 2.14 
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja 

Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2018 

1 Berusaha Sendiri 6.678 7.072 13.750 12,99 

2 Berusaha di Bantu 14.755 10.473 25.228 23,83 

Buruh Tidak Tetap / 

Buruh Tidak di 

Bayar 

3 Berusaha di Bantu 1.630 334 1.964 1,86 

Buruh Tetap / 

Buruh di Bayar 

4 Buruh/ Karyawan/ 10.459 9.376 19.835 8,37 

Pegawai 

5 Pekerja Bebas 8.337 2.460 10.797 10,20 

6 Pekerja Keluarga/ 13.141 21.148 34.289 32,39 

Tidak di Bayar 
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Jumlah 55.000 s0.863 105.863 100,00

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahtm DOlg.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut tingkat
pendidikan yang ditamatkan, didominasi tingkat pendidikan Sekolah Dasar

sebesar 44.469 jiwa, kemudian Sekolah Meaengah Pertama 18.24L jiwa,

sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.15
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas

Yang termasuk Angkatan Ke{a menurut Pendidit<an Tertinggi yang
ditamatkan di Kabupaten Torqja Utara Tahun 2018

Surnber : Kabupaten Toraja Utara dalam arqka Talun 2olg.

Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan peke{aan

utaula, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan

sebanyak 67.736 jiwa, Jasa Kemasyarakatan, sosial dan perorangan t5.227
ji'+,'a , sedangkan sektor industri pengolahan hanya sebesar 2.231ji.,',,a atau,

sebagaimana tabel dibawatr ini

Tidak/Tamat SD1 44.O91 374 44.469

2 Sekolah Menengah Pertama t7.69r 550 18.24r

3 Sekolah Menengatr Atas t6.208 63s 16.843

4 Sekolatr Menengatr Kejuruan tt.9t7 544 12.461

5 Diploma IlIUlil 3.034 lt7 3.151

6 Universitas 12.922 924 13.846

Jumlah 105.863 3.144 109.OO7

24

Jumlah 55.000 50.863 105.863 100,00 

Sumber: Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019. 

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut tingkat 

pendidikan yang ditamatkan, didominasi tingkat pendidikan Sekolah Dasar 

sebesar 44.469 jiwa, kemudian Sekolah Menengah Pertama 18.241 jiwa, 

sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.15 
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas 

Yang termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang 
ditarnatkan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 

1 Tidak/Tamat SD 

2 Sekolah Menengah Pertama 

3 Sekolah Menengah Atas 

4 Sekolah Menengah Kejuruan 

5 Diploma 1/11/111 

6 Universitas 

44.091 

17.691 

16.208 

11.917 

3.034 

12.922 

374 

550 

635 

544 

117 

924 

44.469 

18.241 

16.843 

12.461 

3.151 

13.846 

Jumlah 
I 105.8631 3.1441 109.0071 

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019. 

Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan 

utama, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan 

sebanyak 67.736 jiwa, Jasa Kemasyarakatan, sosial dan perorangan 15.227 

jiwa , sedangkan sektor industri pengolahan hanya sebesar 2 .231 jiwa atau, 

sebagaimana tabel dibawah ini 
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Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Berumur t5 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Torqia Utara

Tahun 2Ol8

Sumber : Kabupaten Tomja Wara dalam angka Talu.m 2019.

2.2.2 Sumber Daya Alam.

2.2.2.1. Pertanian.

1. Tanaman Pangan

Potensi tanaman pangan di Kabupaten Toraja Utara pada tatrun

2018, tercatat untuk padi setara beras sebesar 89.145,17 ton, jagung

sebesar 3.881,00 ton, ubi kayu dengan luas panen 154 Ha dan ubi jalar

seluas 96 Ha, dengan rincian perkecamatant sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.tT
Jumlah Produksi dan Luas Panen Tanaman Pangan Menurut

Kecamatan di Kabupaten Toraia Utara Tahun 2018

1 Pertanian, Kehutanan,

Perburuan, dan

Perikanarr

32.407 35.329 67.736

2 Industri Pengolahan 1.075 1. 156 2.23r
3 Perdagangan Besar,

Eceran, Rumah Makan,

dan Hotel

2.223 4.731 6.954

4 Jasa Kemasyarakatan,

Sosial, dan Perorangan

6.325 8.902 15.227

E
a) Lainnya 12.970 345 13.315

Jumlah ss.000 50.863 105.863

I Sopai 4.092,41 4,00 6,00

18,00 9,002 Kesu 3.504,59

7,OO3 Sanggalangi 6.+25,63 L8,oo

25
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Tabel 2.16 
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja 

Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2018 

I Pertanian, Kehutanan, 

I. Perburuan, dan 

Perikanan 

2 I Industri Pengolahan 
I 

3 Perdagangan Besar, 

I Eceran, Rumah Makan, 
I dan Hotel 
i 

1.075 
2.2231 

1.156 
4.731 

2.231 
6.954 

4 Jasa Kemasyarakatan, 

Sosial, dan Perorangan. 
6.325 8.902 15.227 

13.315 I 105.8631 345 · 50.8631 
Jumlah 

1 
55.000 I 

5 I Lainnya 12.970 I 

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019. 

2.2.2 Sumber Daya Alam. 
2.2.2.1. Pertanian. 
1. Tanaman Pangan 

Potensi tanaman pangan di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 

2018, tercatat untuk padi setara beras sebesar 89.145,17 ton, jagung 
sebesa.r 3.881,00 ton, ubi kayu dengan luas panen 154 Ha dan ubi jalar 

seluas 96 Ha, dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.17 
Jumlah Produksi dan Luas Panen Tanaman Pangan Menurut 

Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 

1 Sopai 4.092,41 4,00 6,00 

2 Kesu 3.504,59 18,00 9,00 

3 Sanggalangi 6.425,63 18,00 7,00 
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4 Buntao 3.467,97 513,00 6,00 4,OO

5 Rantebua 4.79O,93 2.704,OO 19,00 5,00

6 Nanggala 4.8L4,99 4,OO 3,OO

7 Tondon 3.453,69 10,o0 2,OO

I Tallunglippu 1.835,32 10,00 4,AA

9 Rantepao 2.527,O0 5,00 4,00 4,OA

10 fikala 1.943,12 4,OA 5,00

11 Sesean 4.797,79 2,AO

L2 Balusu 4.647,27 14,00 14,00 8,00

13 Sa'darr 7.54L,25 10,00 5,OO

t4 Bangkele Ifila 5.624,O3 4,00 5,00

ID Sesean Suioara c.+uurJU oyruu LZ,UV l6ruu

16 Kapala Pitu l27g,3O 411,00 1 00,

L7 Dende Piongan

Napo

1O.388,92 8,OO 2,AO

18 Awan Rante

Karua

2.574,17 165,00

t9 Rindingallo 4.269,67 4,OO 5,00

20 Buntu Pepasan 5.413,86 2,AO 1,OO

2L Baruppu 1.364,26 2,00 2,00

Jumlatr 89.145,L7 3.881,00 154,00 96,00

^.-...'.....|,-.a-.--..l-.-...ltl-....--a-.1-..-.--.--.1---A-.,-...-<Dufru)er : a,q,pupulett torQJu, uLuru uauafrl clrtgfiCt tarMfl zuty.

2. Holtikultura
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4 Bun tao 3.467,87 513,00 6,00 4,00 

5 Rantebua 4.780,83 2.704,00 18,00 5,00 

6 Nanggala 4.814,89 4,00 3,00 

7 Ton don 3.453,69 10,00 2,00 

8 Tallunglippu 1.835,32 10,00 4,00 

9 Rantepao 2.527,00 5,00 4,00 4,00 

10 Tikala 1.943, 12 4,00 5,00 

11 Sesean 4.797,79 2,00 

12 Bal usu 4.647,27 14,00 14,00 8,00 

13 Sa'dan 7.541,25 10,00 5,00 

14 Bangkele Kila 5.624,03 4,00 5,00 

iS Sesean S uloara 5.400,30 69,00 i2,00 i8,00 

16 Kapala Pitu 1278,30 411,00 1,00 

17 Dende Piongan 10.388,92 8,00 2,00 

Napo 

18 Awan Rante 2.574,17 165,00 

Karua 

19 Rindingallo 4.269,67 4,00 5,00 

20 Buntu Pepasan 5.413,86 2,00 1,00 

21 Baruppu 1.364,26 2,00 2,00 

Jumlah 89.145, 17 3.881,00 154,00 96,00 

Sumber : Kabupaien. Toraja Utara dalam. anqka Tahuri 2019. 

2. Holtikultura 
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a. Tananan Sayuran

Potensi tanaman sayuran di Kabupaten Toraja utara pada
tatrun 2018, tercatat untuk bawang meratr tercatat 49s,30 ton, cabai
raurit 3.419,50 ton, kentang dasr w.ortel 657,90 ton, petsai 1.842,20
ton dan tomat 392,70 ton, dengan rincian perkecamatarr
sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.18
Jurrrlah Prod'tiksi Tarramarr Sayiirai:, dalam Toir

Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

1 Sopai 30,00 255,00 67,5O 180,00 97,5O

2 Kesu 112,5O 67,50

3 Sanggalangi 75,00 15,00

4 Buntao 22,5O 82,50 60,00 52,50

5 Rantebua 22,5O 105,00 75,00 105,00

6 Nanggala 7,5O 82,50 105,00 15,00

7 Tondon 157,50 90,00 60,00

75,00 52,508 Tallunglippu 37,50

75,00 67,509 Rantepao 105,00

60,0010 Tikala 15O,OO 75,00

112,50 112,50 22,5O11 Sesean

90,00L2 Balusu 210,00 22,5O

97,50 82,50l3 Sa'dan 15,00 165,00 30,00

30,00 127,5O 82,50L4 Bangkele Kila 84,00

27

a. Tanaman Sayuran 

Potensi tanaman sayuran di Kabupaten Toraja Utara pada 
ta.bun 2018, tercatat untuk bawang merah tercatat 495,30 ton, cabai 
rawit 3.419,50 ton, kenta.ng dan wortel 657,90 ton, petsai 1.842,20 
ton dan tomat 392,70 ton, dengan rincian perkecamatan 
sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.18 
Jumlah Produksi Tana.tu.an Sayuran dalaiu. Ton 

Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Uta.ra Tahun 2018 

1 Sopai 30,00 255,00 67,50 180,00 97,50 

2 Kesu 112,50 67,50 

3 Sanggalangi 75,00 15,00 

4 Bun tao 22,50 82,50 60,00 52,50 

5 Rantebua 22,50 105,00 75,00 105,00 

6 Nanggala 7,50 82,50 105,00 15,00 

7 Tondon 157,50 90,00 60,00 

8 Tallunglippu 37,50 75,00 52,50 

9 Rantepao 105,00 75,00 67,50 

10 Tikala 150,00 75,00 60,00 

11 Sesean 112,50 112,50 22,50 

12 Bal usu 210,00 22,50 90,00 

13 Sa'dan 15,00 165,00 30,00 97,50 82,50 

14 Bangkele Kila 84,00 30,00 127,50 82,50 
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15 Sesean

Suloara
78,00 78,00 t4o,4o

16 Kapala Pitu 132,60 L87,24

17 132,60 85,90 62,4O

93,60 249,60 273,OO L7l,60 L4O,4O

19 46,80 148,2O ll7,oo

lo9,2o 124,4O 93,60

2l l4g,2o 79,00 132,60 1,10 lo9,2o

3.419,50 657,90 7.942,20 1.442,1.O

928,20

Rindingallo

20

Baruppu

Jumlah 495,30

70,gO

18 Awan Rante

Ikrua

Dende Piongan

Napo

Buntu
Pepasan

Sumber : Kabttpaten Toraja Utara datam angka Talun ZOlg.

b. Tanaman Biofiarmaka

Fotensi obat atau biofarmaka di Kabupaten Torqia utara
pada tahun 2018, tercatat untuk jahe sebesar zs.gg6 ton, lengkuas
71.135 ton, kencur 19.407 ton dan kunyit 6.14s ton, dengan rincian
perkecamatan sebagai fitarna tabel berikut:

Tabel 2.19
Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka dalam Ton

Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja utara Tahun 2o1g

ffi
I 740 2.789 175

775 1.197

25

Sopai 302

Kesu 76 68

775 560Sanggalangi

2

3

?tf,

15 Sesean 
Suloara 

16 Kapala Pitu 

17 Dende Piongan 
Napo 

18 Awan Rante 
Karua 

19 Rindingallo 

20 Buntu 
Pepasan 

93,60 

46,80 

109,20 

78,00 

928,20 

132,60 

249,60 

148,20 

70,90 

273,00 

124,40 

78,00 

132,60 

85,80 

171,60 

117,00 

93,60 

140,40 

187,20 

62,40 

140,40 

21 Baruppu 

Jumlah 

148,20 78,00 132 ,60 

495,30 3.419,50 657,90 

1,10 

1.842,20 

109,20 

1.442,10 

Sumber: Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019. 

b. Tanaman Biofarmaka 

Potensi obat atau biofarmaka di Kabupaten Toraja Utara 

pada tahun 2018, tercatat untuk jahe sebesar 25.396 ton, lengkuas 
71.135 ton, kencur 19.407 ton dan kunyit 6.145 ton, dengan rincian 

perkecamatan sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.19 
Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka dalam Ton 

Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 

1 Sopai 

2 Kesu 

3 Sanggalangi 

740 

775 

775 

2.789 

1.197 

560 

302 

76 

175 

68 

25 
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ffi
4 Buntao 5.700

futu ffiffi
2.880

ffi,##,+

18.750

32+

5 Rantebua

5.400

L.87s 33.7s0

7.2246 1.593Nanggala

7 Tondon

TallunglippuE

9 Rantepao

9.1006.530

3572.205

1318 16

672

35346

9924770Tikala10

2.5231.35011

27351 15L2

13 Sa'dan

28Lt4 Bangkele Kila

Sesean Suioarai5

29842Sesean

826Balusu

5070

43324864

96L'265vu

325

31

525

510

54Dende Piongan

Napo

r.352Kapala Pitu16

t7 43

18 t20

2.567Buntu Pepasart

890625

30879Rindingallo

936

Awan Rante

Karua

46
L9

500
20

25L69

71.135

L37

6.145t9.40725.396

2L Bantppu

Jumlah

Suntber : Kuinipaten' Toryja Utara dal'om angka Tahurt 2Oi9'

c. Tanaman Buah-Buahan

29

Bun tao 5.400 5.700 2.880 
5 Rantebua 1.875 33.750 18.750 
6 Nanggala 1.593 7.224 324 
7 Ton don 6.530 9.100 
8 Tallunglippu 346 2.205 35 357 
9 Rantepao 18 16 13 
10 Tikala 672 770 24 99 
11 Sesean 1.350 2.523 42 298 
12 Bal usu 826 351 15 27 

13 Sa'dan 70 50 

14 Bangkele Kila 864 324 43 281 

iS Sesean Suloara 390 i28 96 

16 Kapala Pitu 1.352 510 325 

17 Dende Piongan 43 54 31 
Napo 

18 Awan Rante 625 890 120 525 
Karua 

19 Rindingallo 79 308 46 

20 Buntu Pepasan 936 2.567 500 

21 Baruppu 137 169 25 

Jumlah 25.396 71.135 19.407 6.145 

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019. 

c. Tanaman Buah-Buahan 
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Potensi tanaman buah-buahan di Kabupaten Toraja Utara
pada tahun 2A18, tercatat untuk mangga 148,50 ton, durian 879,70

ton, jeruk 326,90 ton pisang 1.366,80 ton dan pepaya 526,!.0 ton,

dengan rincian perkecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2O
Jumlah Produksi Tanaman Buah-buatran Menurut
Kecamatan di Kabupaten Tor4ja Utara Tahun 2Ol8

ffi
I

2

3

4

5

155,60 584,10324,60 261,7O

25,00

88,00 10,40 89,80 13,00

29,7O 8,10

Rantebua 12,00 19,80

14,60 187,00 10,90 9,7O

7,8O 110,603,7O 22,9O

2,80 13,8O

40,2OSopai

Kesu 30,00 33,600

Sanggalangi

Buntao 50,30

3,80 43,40

Nanggala 34,60

Tondon

Tallunglippu 96,60 O,60

7,70 80,70

7,4O 29,2O

16,50

21,9O

6

7

I

11,5O

7,30

7,804,30 27,4ORantepao

5,70

9

10 fikala 8,90 23,00 8,80

11 2,9O 3,40

t2 1,10 l,2O

42,3O 17,30

1,80

Sesean

Balusu

13 79,90 83,50Sa'dan 16,00

Bangkele Kila 1,60 4,9O

52,00 29,7O

L4 9,00

15 Sesean

Suloara

1,30 56,30 8,00

3t0



16 Kapala Pitu 3,00 7,60 5,40

t7 Dende Piongan

Napo
87,5O 17,4O

18 Awan Rante
Ifarl-ta

5,80 13.r0 5,90 23,00 31,80

19 Rindingallo 18,70

20 Buntu

Pepasan

2t Baruppu 9,60 l,4O

Jumlah 148,50 879,70 326,9O 1.388,90 526,LO

Su.mber : Kabupaten Toraja (Jtara dalam angka Talam 2019.

3. Perkebunaa

Potensi tanaman perkebunan di Kabupaten Tor4ia utara pada

tahun 2018, tercatat untuk kopi sebesat 4.64g,2s ton, kakao 814,00 ton,
cengkeh 36,00 ton dan r,-anila 13,98 ton, dengan rincian perkecamatan

sebagaimana tabel berikut:

Tabel2.2t
Jumlah Produksi Perkebunan

Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

1 Sopai 211,00 75,00 4,00 2,9O

2 Kesu 2t,oo 57,00 2,5O 1,55

3 Sanggalangi 2,OA 8,00 O,50

4 Buntao l2o,oo 198,00 2,5O 4,06
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16 Kapala Pitu 

17 Dende Piongan 
Napo 

18 Awan Rante 
Karua 

19 Rindingallo 

20 Bun tu 
Pepasan 

21 Baruppu 

Jumlah 

5,80 

148,50 

13.10 

879,70 

3,00 

5,90 

326,90 

7,60 

87,50 

23,00 

18,70 

1.388,80 

5,40 

17,40 

31,80 

526,10 

9,60 1,40 

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019. 

3. Perkebunan 

Potensi tanaman perkebunan di Kabupaten Toraja Utara pada 
tahun 2018, tercatat untuk kopi sebesar 4.649,75 ton, kakao 814,00 ton, 

cengkeh 36,00 ton dan vanila 13,98 ton, dengan rincian perkecamatan 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.21 
Jumlah Produksi Perkebunan 

Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 

1 Sopai 

2 Kesu 

3 Sanggalangi 

4 Buntao 

211,00 

21,00 

2,00 

120,00 

75,00 

57,00 

8,00 

198,00 

4,00 

2,50 

0,50 

2,50 

2,90 

1,55 

4,06 
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5 Rantebua 112,50 9,00 9,75

6 Nanggala 163,00 22,OO 3,00 l,2O

7 Tondon 140,00 135,00 5,25

8 Tallung[ippu 1,50 24,OO 0,58

9 Rantepao 0,95 5,00

10 Tikala l27,OO 72,OO 3,00 l,2O

11 Sesean 268,00 6,00 3,00

t2 Balusu 19,50 12,oo 1,50

13 Sa'dan

t4 Bangkele KiLa

75,50 14,OO

1,00 0,60187,00 26,4O

15 Sesean Suloara

L6 Itupala Pitu

L72,OO 16,OO O,67

359,00 7,OO 0,31

t7 Dende Piongan

Napo

18 Awan Rante

Karua

19 Rindingallo

549,00 83,00

470,OO 3,00

501,80 t2,oo

20 Buntu Pepasart

2L Baruppu

803,00 2l,oo 0,60

346,00 9,00 0,31

Jumlalt 4.649,75 814,00 36,00 13,98

Su,rnber : Kabupaten Toryia Utara dalam angka Talum 2019.
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2.2.2.2. Perikanan dan Kelautan.

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Toraja Utara pada

tahun 2018, tercatat untuk 2.661,00 ton yang terdiri dari budidaya

koiram 95,00 ton dan buciidaya sawah 2.5i5,00 ton, dengan rincian
perkecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel2.22
Pnoduksi Perikanan Budiaya Dalam Ton Menurut Kecamatan dan Lokasi di

I(abupaten Toraja Utara Tahun 2018

1 Sopai 3,50 120,00 123,50

2 Kesu 6,50 210,00 216,50

3 Sanggalangi 9,00 195,00 2O4,OO

4 Buntao 5,00 145,00 150,00

5 Rantebua 4,00 75,00 79,oa

6 Nanggala 8,00 196,00 204,00

7 Tondon 4,00 110,00 114,00

8 Tallunglippu 7,50 165,00 172,5O

9 Rantepao 6,50

10 Tikala 7,OA

t1 Sesean 3,50

t2 Balusu 6,50

120,OO 126,50

130,00 137,00

t 1o,oo 113,50

205,00 211,50

13 Sa'dan 6,00 145,60

14 Bangkele Kila 2,5O 73,4O

15 Sesean Suloara 1,50 70,00

151,60

75,90

71,50
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16 Kapala Pitu 1,50 75,00 76,50

17 Dende Piongan Napo 4,00 95,00 99,00

18 Awan Rante I(arua 2,OO 65,00 67,OO

19 Rindingallo 2,OO 7A,OO 72,OO

20 Buntu Pepasan 2,50 80,00 82,50

2t Baruppu 2,OO 60,OO 62,OO

Jumlah 95,00 2.515,00 2.610,OO

Sumber : Kabrtpaten Toraja Utara dalam angfu Tafun 2019

2.2.2.3. Peternakan.

1. TernakBesar

Potensi peternakan {ternak besar} di Ikbupaten Toraja Utara

pada tatrun 2018, tercatat untuk sapi potong 519 ekor, kerbau 20.796

ekor, kambing 581 ekor dan babi 338.708 ekor, dengan rincian

perkecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.23
Jumlatr Populasi Ternak Besar Dalam Ekor

Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

24.4559401 Sopai

25.5s0Kesu 1.2002

10 33.500Sanggalangi 4L 1.4553

12.3351.0004 Buntao 55

4.5561.232 425Rantebua 1355
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6 Nanggala 54 1.550 30 23.334

7 Tondon 800 30.s00

8 Tallunglippu 15 1.s00 20 24.s50

I Rantepao t2 473 15 30.330

to Tikala 24 625 10 14.554

11 Sesean 20 899 12.300

t2 Balusu 6 1.230 15 10.230

13 Sa'dan 26 1.430 16 14.t24

l4 Bangkele Kila 610 8.776

15 Sesean Suloara 10 450 9.870

t6 Kapala Pitu 561 10.989

t7 Dende Piongan

Napo

t2 600 5.005

18 Awan Rante

Karua
35 650 40 5.550

19 Rindingallo 49 1.550 16.239

20 Buntu Pepasan 15 1.385 lt.327

2L Baruppu 10 656 10.634

Jumlah 519 20.796 581 338.708

sumber : Kabttpaten Toraja (Jtara daram angka Talrun 2a1g.
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2. Ternak Unggas.

Potensi peternakan (ternak unggas) di Kabupaten Tora.ja utara
pada tatrun 2018, tercatat untuk ayam kampung sebanyak 35s.6zg ekor,

ayam peteiur i2.690 ekor, ayam pedaging 9.762 ekor cian itik 22.696

ekor, denganr rirrciarr perkecamatan seb-gairrr&rr? tabel berikut :

Tabel 2.24
Jumlah Populasi Ternak Unggas Dalam Ekor

Menurut Kecamatan di Katrupaten Tora-ja Utara Tahun 20lB

I Sopai 1.200 500 1.000

2.657 2.500

13.500 3.OOO

10.200 200 1.OOO

Rantebua 10.345 t.240

12.s00 250 4.1 16

1.250

25.400 2.500 2.000 750

35.500 3.500 2.500 1.250

2 Kesu 750 500

3 500Sanggalangi 500

4 Buntao 300

5 2so 200

6 350Nanggala

7 Tondon 54.500 500 300

I Tallunglippu

9 Rantepao

1.230

312 1.100

200

300 754

300 950

10 7.500

11 67.500

12 1,7.923

13 Sa'dan 15.000

Tikala 200

Sesean 200

BaIusu 350

300

l4 Bangkele Kila 7.OOO 100 100

15 Sesean Suloara 8.700 100

16 Kapala Pitu 7.500 130

450

200 300

200 200

Dende Piongan17 8.500 100 200 250
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2. Ternak Unggas. 

Potensi peternakan (temak unggas) di Kabupaten Toraja Utara 

pada tahun 2018, tercatat untuk ayam kampung sebanyak 355.679 ekor, 

ayam peteiur 12.690 ekor, ayam pedaging 9.762 ekor dan itik 22.686 

ekor, dengan rincian perkecamatan sebagain1ana tabel berikut: 

Tabel 2.24 
Jumlah Populasi Temak Unggas Dalam Ekor 

Menurut Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 

1 Sopai 1.200 500 1.000 

2 Kesu 2.657 750 500 2.500 

3 Sanggalangi 13.500 500 500 3.000 

4 Bun tao 10.200 300 200 1.000 

5 Rantebua 10.345 250 200 1.240 

6 Nanggala 12.500 350 250 4.116 

7 Ton don 54.500 500 300 1.250 

8 Tallunglippu 25.400 2.500 2.000 750 

9 Rantepao 35.500 3.500 2.500 1.250 

10 Tikala 7.500 200 200 1.230 

11 Sesean 67.500 200 312 1.100 

12 Bal usu 17.923 350 300 750 

13 Sa'dan 15.000 300 300 950 

14 Bangkele Kila 7.000 100 100 450 

15 Sesean Suloara 8.700 200 100 300 

16 Kapala Pitu 7.500 130 200 200 

17 Dende Piongan 8.500 100 200 250 
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6.700 200

19 1s.760 250

20 Buntu Pepasan 19.550

2l Baruppu 6.750 100 200

35s.679 12.690 9.762 22.68;6

Napo

18 300 450

500 500Rindingallo

300 200 450

260

Jumlah

Awan Rante

l(arua

fitmber : Kahtpaten Torajo Utara dalam angka Talun 2019.

2.2.3 Lembaga Pembiayaan dan Koperasi.

tembaga pembiayaan dan koperasi di Kabupaten Toraja l-Itara

tatrun 2Ol7 terdiri dari bank persero 3 unit, bank pemerintatr daerah 1 unit

dan bank swasta nasional 5 unit. Untuk koperasi tercatat KUD 11 unit dan

non KUD 116 unit, yang perkembangannya sebagamana tabel berikut:

Tabel 2.25
Perkembangan Jumlah Perbankan dan Koperasi

di Kabupaten Torqia Utara Tatrun 2Ol5'2O17

Stnnber : Stntistik Daerah Kabupaten Toraia Utara Tahun 2018

2.3. SARANA DAN PRASARANA

2.3.L Kawasan Peruntukan Industri

Bank (unit)

1 Bank Pesero 3 3 3

2 Bank Pemerint-ah Daerah I 1

5 5

1

3 Bank Swasta Nasional 5

Koperasi (unit)

1 KUD 11 11 11

2 Non KUD 119 119 116
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Sebagaimana tertuang pada RTRW Kabupaten Torada Utara tahun
2Ol2'2O31, bahwa kawasan peruntukan industri Kabupaten Tora.ia Utara
terdiri dari:

1. Kawasan peruntui<an iruiustri sedang, merupakan kawasan industri
pengolahan komoditas pertanian ditetapkan di Kecamatan Nanggala

2. kawasan peruntukan industri rumah tangga, berupa kawasan
aglomerasi industri rumah tangga ditetaplcan diseluruh
Kecamata:r Tor4ja- Utara, ,vang dia_tr_r_r letrih tanjut dengan
Peraturan Bupati.

2.3.2. Transportasi.

Panjang jalan menurut status jalan tatrun 2OL6-2O17 di
Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tabel dibawatr ini:

Tabel 2.26
Panjang Jalan Menurut Status Dalam I(m

rii Kalrupaten Tor4ia U'ra.ra Tairun 20rc-20i7

Su,mber; ,Statisfilc Daerah Kafutpaten Toryja Utara Tatum 2018.

Panjang jalan menurut jenis permukaan tatrun 2016-2017 di
Kabupaten Torqia Utara sebagai6ana tabel dibawah ini:

Tabel 2.27
Paqiang Jalan Menurut Jenis Permukaan Dalam Persen

di Kabupaten Tora.ia Utara Tatrun 2OL6- 2OL7

1
Jalan Negara 34,7O 34,7O

2 Jalan l(abupaten 725,90 725,9O

3 J Desa 356,90 356,90

Jumlah 1.1 17,50 1.117,50

l: . :: ,l;"d: ,.,:":l ;' 
-r"'B'if 

i! i:11'r i'rrl'i,:'

1 Aspal 19,56

2 Tidak diaspal 58,70

2L,44

59,41
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3 I"ainnya 21,74 19,L9

&tmber ; Stafisfik Daerah Kafutpaten Toraja Utqra Talatn 20 18

Parliang jaian menurut korrdisi jaian tahun 2AL6-2A77 di
I(abupaten Toraja Utara sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.28
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Dalam Persen

di Kabupaten Tora.ia Utara Tahun 2016-2017

surnber r stafisfik Daerah Kabupaten Toryja (Jtara. Tahun 20 1g

Jumiah kenciaraan bermotor di Kabupaten 'Tora.ia Utara untuk
tahun 2018 terdiri dari mobil penumpang 4s1 unit, bus 3.094 unit, truk
L.432 unit dan sepeda motor 42.2L3 unit, dengan rincian perkecamatag
sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.29
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan dan Kecamatan di

Kabupaten Tor4ia Utara Tahun 2018

1 Baik 23,97 27,77

2 Sedang 13,90 19,97

3 Rusak 1C) 4-q 14 
'4

4 Rusak Berat 42,69 39,O2

1

2

3

4

13 119 2.t63

31 281 L2t 3.807

2t 103 1.813

2L 1.368

2t 791

7t 1.225

Sopai 35

Kesu

Sanggalangi 46

Buntao 6 32

Rantebua 6 29

9Nanggala 30

5

6

39

3 I Lainnya 
21,741 19,191 

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 

P . . , .L 1 di . . 1 t , 'Ju"' lo r -2011"7 , u -11 ' anjang jaian menurut Kon - 1s1 jaian anun - 

Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel 2.28 
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Dalam Persen 

di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2017 

1 Baik 23,97 27,77 

2 Sedang 13,90 18,97 

3 Rusak 19,45 14,24 

4 Rusak Berat 42,68 39,02 

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 

Jumlah kendaraan bennotor di Kabupaten Toraja Utara untuk 

tahun 2018 terdiri dari mobil penumpang 451 unit, bus 3.094 unit, truk 

1.432 unit dan sepeda motor 42.213 unit, dengan rincian perkecamatan 
sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.29 
Jumlah Kendaraan Bennotor Menurut Jenis Kendaraan dan Kecamatan di 

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 

1 Sopai 13 119 35 2.163 

2 Kesu 31 281 121 3.807 

3 Sanggalangi 21 103 46 1.813 

4 Bun tao 6 32 21 1.368 

5 Rantebua 6 29 21 791 

6 Nanggala 9 71 30 1.225 
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109 r.723

5.607

194 t.204 L4.469

4t 1.838

11 18 143 2.208

Balusu 974

7 Tondon 28 72

8 76 503 255Tallunglippu

I 552Rantepao

4 83

Sesearr 72

t2 3 66 26

10 fikala

13 22 186 50 2.O20

Bangkele Kila

Sa'dan

l4 1 1026 736

15 Sesean Suloara

t7

7 33

16

l5

13 761

702

Kapala Pitu

31

1 20

o

419 Rindingallo

t7 Dende Piongan

18 Arven Resrte

Napo

Karua

1t

T9 1.014

830

( 480

20 Buntu Pepasan 4 19 L4 981

2l Baruppu 103 3 523

Jumlah 451 3.094 1.432 42.213

Sumber : Kahtpaten Toraja tltara daham angka Tatun 2019
2.3.3. Energi dan Kelistrikan.
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Sistem Kelistrikan Kabupaten Toraja Utara, merupakan bagias dari
sistem kelistrikan Sulawesi Selatan dengan sistem interkoneksi Saluran
Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 1S0 KV.

Seiain sistem interkoneksi tersebur ciiatas, sistem jaringan energi
di Kabupaten Toraja Utara meliputi:

1. Pembangkit tenaga listrik, terdiri atas, (a) Rencana pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel {PLTD} di Kecamatan Tondon
dengan kapasitas lo (sepuluh) MW, dan (b) pengembangan energl
listrik dengan memanfaatkan energi terbanrkan untuk mendukung
ketersediaan energi listrik pada daeratr-daerah terpencil dan terisolir
di Kabupaten Toraja Utara berupa Pembangkit Listrik Tenaga
Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Kecamatan Sa'dan, Kecama.tan
Rindingallo,Kecamatan Buntu pepasan, Kecamatan Balusu,
Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Nanggala,Kecamatan
Bangkelekila, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Baruppu dan
Kecamatan Kapala Pitu.

2. Jaringan transmisi tenaga listrik, merupakan Saluran Udara
Tegangan Tingg (suTl) kapasitas l5o KV yang menghubungkan
Gardu Induk Makale di Kabupaten Tana Toraja dengan Gardu
Induk di Kota Palopo melintasi Kawasan perkotaan Rantepao.

Berdasarkan jumlah pelangBar, daya terpasang maupun data yang
te{ual tercatat memiliki jumlah pelanggan yaitu mencapai 42.g96.
Sedangkan unit energi yang terpasang tercatat sebesar 50.186 KWh dengan

energi teq'ual sebesar 59.772,041 Kwh, sebq.gqtmana tabel berikut:

Tabel 2.30
Jumlatr Pelanggan

Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi PT. PLN (Pesero) Cabang/Ranting
PLN di Kabupten Toraja Utara

1 2014 34.920 49.102,900 45.984,640 33.577

2 2015 38.126 52.474,239 46.996,483 38.851

3 2016 41.793 56.267,2L3 50.481,736 39.789

4 20t7 45.O17 57.519,635 51.170,580 42.324
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5 2018 50.168 59.772,O41 52.708,506 47.896

Su.mber : Kabupaten Toraja Utara dalnm angka Talun 2019.

2.3.4, Sumber Daya Air.

Sistem jaringan sumber daya air di I(abupaten Toraja Utara

ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas (1)

Konservasi sumber daya air, {21 Pendayagunaan sumber daya air, (3}

Pengendalian daya nrsak air.

Sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas: (a) permukaan pada

wilayah sungai ($JS) Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Saddang sebagai

wilayah sunqai lintas provinsi yang meliputi DAS Sadng, DAS Mamasa, dan

DAS Mappili, bendung, dan sumber air permukaan lainnya, (b) bendung

yaitu Bendung Nonongan di Kecamatan Sopai, Bendung Batualang di
Kecamatan Rantepao, Bendung Waedalle di Kecamatan Tondon, Bendung

ToKarau' di Kecaamatan Sesean, Bendung Ampalla'di Kecamatan Sa'dan,

(c) sumber air permukaan lainnya berupa mata air pegunungan yang

terdapat di Kecamatan Rindingrrllo, Baruppu, Awan Rante I(arua, Bankele

Kila, Buntu Pepasan, dan Sa'dan.

Prasarana sumber daya air; terdiri atas: (a) sistem jaringan irigasi

meliputi jaringan irigasi primer, -iaringan irigasi sekunder, dan
jaringan irigasi tersier yang melayani Daerah Irigasi (DI) di wilayah

I(abupaten Tora-ia Utara yang merupakan kewenangan Pemerintatr

Kabupaten terdiri dari 163 DI meliputi total luas 12.084 hektar, (b)

sistem pengendalian banjir, dilaksanakan melalui pengendalian terhadap

luapan air sungai yang meliputi Sungai Saddang, Sungai Maitting dan anak

sungai lainnya

Sistem Peny'ediaan Air Minum (SPAM) ditetapkan dalam rangfua

menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagr

penduduk dan kegiatan ekonomi serta mening!<atkan efisiensi dan cakupan

pelayanan yang terdiri atas : (a) jaringan perpipaan meliputi unit air baku,

unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan

kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
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5 2018 50.168 59.772,041 52.708,506 47.896 

Sumber : Kabupaten Toraja Utara dalam angka Tahun 2019. 

2.3.4. Sumber Daya Air. 
Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Toraja Utara 

ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas (1) 

Konservasi sumber daya air, (2) Pendayagunaan sumber daya air, (3) 

Pengendalian daya rusak air. 
Sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas: (a) permukaan pada 

wilayah sungai (VJS) Wilayah Sungai (\VS), yaitu \XJS Saddang sebagai 

wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS Sadng, DAS Mamasa, dan 
DAS Mappili, bendung, dan sumber air permukaan lainnya, (b) bendung 
yaitu Bendung Nonongan di Kecamatan Sopai, Bendung Batualang di 
Kecamatan Rantepao, Bendung Waedalle di Kecamatan Tondon, Bendung 

To'Karau' di Kecaamatan Sesean, Bendung Ampalla' di Kecamatan Sa'dan, 

(c) sumber air pennukaan lainnya berupa mata air pegunungan yang 
terdapat di Kecamatan Rindingallo, Baruppu, Awan Rante Karna, Bankele 
Kila, Buntu Pepasan, dan Sa'dan. 

Prasarana sumber daya air; terdiri atas: (a) sistem jaringan irigasi 
melipu ti jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan 

jaringan irigasi tersier yang melayani Daerah lrigasi (DI) di wilayah 
Kabupaten Toraja Utara yang merupakan kewenangan Pemerintah 
Kabupaten terdiri dari 163 DI meliputi total luas 12.084 hektar, (b) 
sistem pengendalian banjir, dilaksanakan melalui pengendalian terhadap 
luapan air sungai yang meliputi Sungai Saddang, Sungai Maitting dan anak 
sungai lainnya 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ditetapkaJ1 dalam rangka 

menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi 
penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan 
pelayanan yang terdiri atas : (a) jaringan perpipaan meliputi unit air baku, 

unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan 

kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 
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Kabupaten Toraja Utara dan (b) bukan jaringan perpipaan, meliputi sumur

dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal

air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungart

mata air.

Jumlatr pelanggang air minum di Kabupaten Torqja Utara pada

tahun 2018 tercatat 10.892 unit dan jumlah air yang tersalurkan

sebanyak 1.824.386 m3, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.31
Jumlatr Pelanggan dan Air yang Disalurkan

Menurut Pelansgan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

Sumber : Kabr4taten Toraia Utara dalam angka Tahun 2019.

2.4 PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM}

Industri kecil dan menengah (IKM ) di Indonesia merupakan salah

satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak

sektor IKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan

pekerjaan. IKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudatr beradaptasi

dengal pasang surut dan aratr permintaan pasar. IKM juga menciptakan

lapangan pekeq'aan lebih cepat dibandingkan sektor usatra lainnya,

keberadaalnya juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi

penting datam perekonomian nasional.

Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat

barryak, mampu mengisi wilayatr pasar yang luas, dan mer{adi sumber

pendapatan bag masyarakat luas serta memitiki ketatranan terhadap

berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh
43
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t39.t226094. Niaga

t.824.38610.892Jumlah



dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam

mewujudkan ekonomi nasiond yang tangguh, dan maju yang berciri
kerakyatan.

IKM memiiikt peran yang strategis daiam perekonomian wiiayah,

khususnya terhadap pemberian kesempatan berusaha dan penyerapan

tenaga kerja, termasuk Kabupaten Toraja utara. Perkembangan IKM di
Kabupaten Toraja utara cenderung mengalami pertumbuhan yang

signifikan, pada tatrun 2Ol7 tercatat 893 unit usaha dan pada tatrun 2}lg
bertambatr mer{adi 1.078 unit usatra atau teq'adi pertumbuhan sebesar

20,49 o/o. Sedangl€n penyerapan tenega keq'a untuk tatrun AOLT sebalyak
3.135 orang dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 3.368 orang atau
terjadi pertumbuhan 7,43 o/o. Untuk investasi tahun 2Ol7 sebesar Rp.

21.872.562.000 dan pada tahun 2Ol9 sebesar 23.450.262.000 atau terjadi
pertumbuhan sebe*r 7,21 96, sebagaimana tabel berikrt:

Tabel2.32
Perkembangan Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai

Produksi di Kabupaten Torqja Utara Tahun 2OlT-2Olg

Surnber : Dina.s Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Toraja tJtara.

Jumlah industri pada tahun 2Ol9 sebanyak 1.078 unit usaha
tersebut diatas, terdiri dari zzjenis industri terdiri dari jenis industri yang
mempunyai unit usaha terbesar yaitu, industri perbengkelan sebanyak 148

unit usatra dengan menyerap tenaga keq'a slr orang, kemudian
pertukangan 125 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja 632 orang
dan pertenunan dan kera-iinan manik masing masing 119 unit usaha,
sebagaimana tabel berikut:

AAAT

1 20t7
ffiig#nlL;l+.#*###

893 3.135 21.872.562
ffi
I se.e20.s05

2 2018 990 3.318 23.094.762 63.281.870

3 2019 1.078 3.368 23.450.262 64.495.975

Pertumbuharro/o 20,49 7,43 7,2L 7,63



Tabel 2.33
Potensi Industri Menurut Jenis Indutri

di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol9

Industri Sandang

1 Pertenunan 119 430 817.200 5.943.375

2 Bordir 32 94 556.500 205.225

3 Peqjahitan 110 283 1.121.100 3.084.571

4 Batik 6 t7 2r2.OOO 335.150

Industri Pangan

5. Kopi bubuk 39 101 1.O82.945 4.940.400

6 Penggilingan

padi

44 97 913.500 5.581.250

7 Kue kering 38 140 1.o24.678 1.904.300

8. Mie t. 4 30.000 80"000

9 Minuman sari

buatr

4 18 160.000 238.000

10. Tahu tempe 7 55 412.000 366.300

11. Air minum
kemasa.n

2T 90 2.s03.000 2.130.000

Industri Logam dan Elektronik

t2. Pande besi 118 263 828.s00 4.4A6397

13. Perbengkelan 148 517 6.646.500 r5.669.070
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t4. Logam t2 4l 942.OOO 768.100

Industri Kimia dan Batran Bangunan.

15. Pertukangan 125 637 2.526.500 9.046.600

16. Foto copy 29 72 2.4rO.200 1.953.470

L7. Percetakan 7 56 1.195.000 526.000

18. Minyak atsiri 2 9 340.OOO 270.000

r9. Pupuk 1 6 40.000 194.400

Industri Kerajinan dan Umum.

20 Kerajinarr

anyaman

32 93 32.550 705.100

21. Keraiinan ukiran_ _w 64 III 294.225 4.267.OOO

22 Kera.iinan manik 119 283 556.964 2.407.267

Jumlah 1.078 3.368 23.450.262 64.495.975

$tmber : Dinrs Perindustrian Koperu,si don WM Kahtpaten Toraja Utara.

Disamping potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tora.ia Utara

cla.lam pe.mbanguna-n inelustri di Katru-pa.ten Toraja Ut-ara kedepan jr-ga.

menghadapi sejumlah permasalahan khususnya Industri Kecil dan Industri

Menengatr (IKM) diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang
dimiliici oleh masyarakat, i<hususnya di pedesaan, mengenai
pengembangan ekonomi produktif di pedesaan;

2. Masih lematrnya dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian,
peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan dan kelautan,
menvebabkan nasoken bahan baku r;ntuk industri kecil npnsolahan
masih terbatas, harus mengandalkan pasokan dari luar Daerah;
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14. Logam 12 41 942.000 768.100 

Industri Kimia dan Bahan Bangunan. 

15. Pertukangan 125 637 2.526.500 9.046.600 

16. Foto copy 29 72 2.410.200 1.953.470 

17. Percetakan 7 56 1.195.000 526.000 

18. Minyak atsiri 2 9 340.000 270.000 

19. Pupuk 1 6 40.000 194.400 

Industri Kerajinan dan Umum. 

20. Kerajinan 32 93 32.550 705.100 

anyaman 

21, Keraiinan u kiran 64 118 294.225 4.267.000 - --.., -- - - -- 

22 Kerajinan manik 119 283 556.964 2.407.267 

Jumlah 1.078 3.368 23.450.262 64.495.975 

Sumber : Dinas Peri.ndustri.an Koperasi dan UKM Kabupaten Toraja Utara. 

Disamping potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Toraja Utara 

dalam pembangunan industri di Kabupaten Toraja Utara kedepan juga 

menghadapi sejumlah permasalahan khususnya Industri Kecil dan Industri 

Menengah {IKM) diantaranya adalah: 

1. Masih rendahnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang 
dimiliki oleh masyarakat, khususnya di pedesaan, mengenai 
pengembangan ekonomi produktif di pedesaan; 

2. Masih lemahnya dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, 
peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan dan kelautan, 
menyebabkan pasokan bahan baku untuk industri kecil pengolahan 
masih terbatas, harus mengandalkan pasokan dari luar Daerah; 
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3. lemahnya penguasaan teloeologi yang menyebabkan daya saing
produk industri lemah dalam menghadapi persaingan, baik regional
maupun global;

4. Masih terbatasnya dukunge-n lemboga keuangan terhadap
aksesbilitas IKM dalam mengembangkan permodalannya;

5. Masih terbatasnya kemampuan aparat pembina antar sektor, baik
jumlah maupun kualilikasi dalam melakukan pengembangan ekonomi
produktif di pedesaan;

6. Masih terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi, seperti
pasar, bahan baku, teknologi dan sebagainya menyebabkan
pengusaha IKM susatr mengembangkan produksinya; dan

7. Penetrasi dari produk IKM dari luar Daerah, menyebabkan produk
IKM lokal susah untuk bersaing, dan sebaliknya belum terbang'annya
pemasaran produk lokal ke luar Daerah.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan pengembangan

industri dimasa akan datang, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 Pasal

72, akan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan
industri menengatr untuk mewujudkan industri kecil dan industri
menengatr yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan

struktur industri nasional ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan

dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa

Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan

industri kecil dan industri menengatr, Pemerintatr Kabupaten Torqia Utara
al€n melakukan: (a) perumusan kebiiakan, (b) penguatan kapasitas

kelembngaan, dan (c) pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan
kebiiaican, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecii dan industri
menengah dengan mengacu kepada sumber daya Industri daerah,
penguatan dan pendalaman struktur industri nasional, serta perkembangan

ekonomi nasional dan global.

Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit

dilakukan melalui: (a) peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan

teloris, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan

industri menengah, dan (b) ke{a sama dengan lembnga pendidikan,

lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi

profesi terkait.
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Dalam rangka pemberian fasilitas diberikan dalam bentuk: (a)

peninglatan kompetensi sumber daya manusia dan sertilikasi kompetensi,
(b) bantuan dan bimbingan telmis, (c) bantuan batran baku dan bahan
penolong, (d) bantuan mesin atau peralatan, (e). pengembangan produk, (f).

bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan
Industri Hiiau, (g) bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran, (h)

akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi
wirausatra baru, (i) penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecit dan
Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan (i)

pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara
Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri
besar, dan Industri menengatr dengan Industri besar, serta Industri kecil
dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip
saling menguntungkan.
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BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

4.1. STRATEGI

Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana

Pembangunan Industri Kabupaten Tora.ia Utara Tahun 2O2O-204A, maka

ditetapkan strategi pengembangan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan industri kecil dan menengah secara terpadu dengan

melibatkan semua stakelwlder terkait;

2. Perencanaan, pendayagunan, dan penguatan kapasitas SDM industri

berbasis kompetensi secara terpadu;

3. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparat pembina industri

berbasis kompetensi secara berjenjang;

4. Kerjasama dengan Kementerian/kmbaga dan Perguruan finggt dalam

pengembangan inovasi serta penguasaan teknologi;

5. Kerjasama dengan kementerian, pemerintah propinsi dan stakeholder

terkait yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana

dan prasarana industri;

6. Pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri meliputi;

kawasan penrntukan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil

dan industri menengah secara terpadu, dengan memperhatikan tata ruang

dan pola ruang serta daya dukung lingkungan;

7. Pengembangan industri kreatif, yang mengintegrasikan kreatilitas dan

inovasi produk dengan budaya lokal; dart

8. Pengembangan lembaga pendidikan non formal, ymg dapat

mengakselerasi pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal.

Hubungan antara misi, tujuan, sasaran dan strategi diusulkan

strategi Rencana Pembangunecr Industri K-abupaten Toraja Utera Tahun 2O2O-

2040, sebagaimana tabel berikut:
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BAB IV 

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI 

4.1. STRATEGI 

Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana 

Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040, maka 
ditetapkan strategi pengembangan sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan industri kecil dan menengah secara terpadu dengan 
melibatkan semua stakeholder terkait; 

2. Perencanaan, pendayagunan, dan penguatan kapasitas SDM industri 

berbasis kompetensi secara terpadu; 
3. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparat pembina industri 

berbasis kompetensi secara berjenjang; 

4. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi dalam 

pengembangan inovasi serta penguasaan teknologi; 
5. Kerjasama dengan kementerian, pemerintah propinsi dan stakeholder 

terkait yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana 
dan prasarana industri; 

6. Pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri meliputi; 

kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil 

dan industri menengah secara terpadu, dengan memperhatikan tata ruang 
dan pola ruang serta daya dukung lingkungan; 

7. Pengembangan industri kreatif, yang mengintegrasikan kreatifitas dan 
inovasi produk dengan budaya lokal; dan 

8. Pengembangan lembaga pendidikan non formal, yang dapat 
mengakselerasi pengembangan industri kreatif berbasis budaya lokal. 

Hubungan antara misi, tujuan, sasaran dan strategi diusulkan 

strategi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020- 
2040, sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel 4.1
Hubungern antara Misi, T\rjuan, Sasaran dan Str:ategi RPIK Tora"ia Utara Tahun 2O2O-2O4O

Pembangunan Industri l(eci1 dan

Men,engah (IKM) berbasis

Sumber Daya Alam (SDA) (1)

Tumbuh dan berkembanrya

Industri Kecil dan Menerrgah

(IKM) yang mengolah

Sumber Daya Alam (SDA) (1)

Pemberdily€ran Irrdustri liecil

dan Menengah (I.KM) dengan

melibatkan stakeholcler terkait

(x)

Tumbuh dan

berkembangllya indtrstri

kreatif yang rnendukung

sektor pariwisata (2)

Pengemb,Elngan irrdustri

kreatif, yang

mengintegrasikan budaya

lokal dengan kreatifilas clan

inova.si (2)

Berkembangnya

kelembagaan ma syarakat
yang mendukung
pengemban gan i::dustri
kreatif (3)

Pengemb€rngan lembaga

pendidikan n.on fbrmal, y'ang

dapat mengakselerasi

pengembangan industri lrreatif

berbasis budaya lokal (3)

Mengerrbangkan

perekon omian rnas5r'eu'4ka1,

dengan membangurr industri

unggulan berbasis sumber

daya alam clan budrrya

lokal (1)

Pem bangunan irrdustri kreatif

yans berbasis budaya lokal (2)

Menyed:iakan sumber dreya

dan infrastrukfirr
Meningkatnya nilai tambah

llum.ber Daya Alam (SDA),

Meningkatnya inve stasi

industri (4)

Penciptaan iklim investasi

industri yang kondusif (4)
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melalui industri yarrg

berkeLanjutam (3)

Eterksmbanslya industri
yang mengolah sumberclaya

alam yang berwawasan

lingkungan (5)

Pengembangan industri

hijau (s)

Itdeningkanya kesempata n
trerursatra di sektor

i:rdustri (6)

Peng:mbangan kompetensi

pelaku/calon pelaku usaha

industri (6)

Meningkatnya penyerap€m

tenaga kr:ja di sektor

irrdustri {7)

Penyediaar: infrastru ktu r
tenaga keg'a industri berbasis

kompetensi (7)

Menyiapkan dan meningkatkan

kemampuarr SDM sektor

industri (4)

Itdeningkrrtnya kemarnpu an

aparat pembina jndustri

dalarn memberikan

pelayanan dan pembinaein

industri tj8)

Penguatan kapasitas dan

kapabilitas SDM aparat

pembina industri berbasis

kompetensi (8)

pengembangan Industri
Kecil dan Menengah yarlg

mendukung pembangunan

industri unggulan daerah (2)
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pengembangan Industri 
Kecil dan Menengah yang 
mendukungpembangunan 
industri unggulan daerah (2) 

melalui industri yang 
berkelanjutan (3;) 

Berkembangnya industri 

yang mengolah sumberdaya 

alam yang berwawasan 

lingkungan ( 5) 

Pengembangan industri 

hijau (5) 

Menyiapkan dan meningkatkan 

kemampuan. SDM sektor 

industri (4) 

Meningkanya kesempatan Pengembangan kompetensi 

berusaha di sektor pelaku/calon pelaku usaha 

industri (6) industri (6) 

Meningkatnya penyerapan 

tenaga keja di sektor 

industri (7) 

Meningkatnya kemampuan 

a.pa.rat pembina industri 

dalam memberikan 

pelayanan dan pembinaan 

industri (8) 

Penyediaan infrastruktur 

tenaga kerja industri berbasis 

kompetensi (7) 

Penguatan kapasitas dan 

kapabilitas SDM aparat 

pembina industri berbasis 

kompetensi (8) 

--------·-------- 
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Meningkatnya pengu.asaan

inovasi dan teknologi di

bidang industri ('9)

Kerjasam.a dengan Badan

Penelitian dan Penge:mba.ngan

serta. Pergururan Tinggi dalam

pema"nfaatan serLa

penguas€en iinovasi dan

teknologi dibidang

industri (9)

lVlen:ingfu atkan pemanfaatan

inovrasi dan penguasaan

teloeologi dibidang industri (5)

Meningkatnya kualitas,

produktirritas da:r efisien si

produk industri (10)

Pengembarrgan sistern

manajemen mutrr dan

penerapa.n standarisasi

produk industri (10)

Pengpmbangan infrastruktur
penclulrung (6)

Terx:dianya lahan, sumber

energi listrik, sumbe:r daya

a.ir, sarama perhubungan,

telekomunil*rsi, sanitasi

dan pengelolaan lingkungan

serta sistim informasi untuk
pembangunan

industri (11)

Herjasarna dengan

kementerian, pemerintatr

propinsi rlan stalieholder

tr:rkait yang berkaitan dengan

pemhangunan dem

pengemb,Erngan sarana dan

prasarana inrtustri (I l)
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Men:ingkatkan pemanfaatan 

inovasi dan penguasaan 

teknologi dibidang industri ( 5) 

Meningkatnya penguasaan 

inovasi dan teknologi di 

bidang industri (9) 

Kerjasarna denga.n Badan 

Penelitian dan Pengembangan 

serta Perguruan Tinggi dalam 

pemanfaatan serta 

penguasaan inovasi dan 

teknologi dibidang 

industri (9) 
---------------------------------1 

Pengembangan infrastruktur 
pendukung (6) 

Meningkatnya kualitas, 

produktivitas dan efisiensi 

produk industri (10) 

--------------- 
Tersedianya laha.n, sumber 
energi listrik, sumber daya 
air, sarana perhubungan, 
telekomunikasi, sanitas:i 
dan pengelolaan lingkungan 
serta sistim informasi untuk 
pembanguna.n 
industri ( 11) 

Pengembangan sistem 

manajemen mutu dan 

penerapa.n standarisasi 
produk industri (10) 
-----------------1 

Kerjasarn.a denga.n 
kementerian, pernerintah 
propinsi dan stakeholder 
terkait yang berkaitan dengan 
pembangunan dan 

pengembangan sarana dan 
prasaran.a industri (11) 

·--------------�-------------- 
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Tertatanya kawasan

peruntukan industri,
kawasan industri, seta

kawasan industri kecil dan

irrdustri rnenengah (sentra

IKM), sebagai upaya untuk
meminirralisasi dampak

lingkungan terhadap

pembangunan

industri (12)

Pemhangunan deur

pengembangirn perwj.layerhan

industri meliputi; kawasan

peruntukan indu stri, karuasan

industri dan Sentra industri
kecil dan industri menengah

secara te:rpaclu, dengan

memperhatikan l.ata ruang

dan pola ruang serta daya

dukung tingkungan (12)
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4.2. PROGRAM PEMBAIIIGUNAN

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta penjabaran strategi

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tora.ja Utara Tahun 202O-

2040, maka disusun pokok-pokok program pembangunan sebagai berikut:

1. Penyusunan kebiiaf<an pembangunan industri kecil dan menengah;

2. Penumbuhan Wirausaha Baru industri kecil dan menengah;

3. Penguatan Kapa.sitas Kelembagaan Usaha industri kecil dan

menengah;

4. Peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha industri kecil dan

menengah;

5. Pemberian fasilitasi ke berbagai sumhr daya bagi industri kecil dan

menengah;

6. Femberisr fasilitasi akses ke lembaga pembiayaan usaha bagi industri
kecil dan menengatr;

7. Penyusunan kajian budaya dan kearifan lokal yarrg berpotensi

dikembangkan menjadi industri kreatif,

8. Fengembangan wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi

(Crcatiueprcneuts);

9. Pengembangan desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya

lokal;

10. Pendirian tee;htwpark infuistri kr€atif berbasis budaya lokal;

11. Pemberian insentif untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya

lokal;

12. Promosi produk industri kreatif berbasis budaya lokal bekerja sama

dengan unsur pariwisata dan stakeholder terkait lainnya;

13. Pemasaran produk industri kreatif berbasis budaya lokal dengan

memanfaatkan teknologi informasi lB-Marketingl;
14. Pendirian galeri produk industri kreatif berbasis budaya lokal (Crcatiue

Centell;

15. Rerritalisasi outlet produk industri kreatif berbasis budaya lokal di
ofiek-objek wisata;
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4.2. PROGRAM PEMBANGUNAN 

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta penjabaran strategi 
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020- 

2040, maka disusun pokok-pokok program pembangunan sebagai berikut: 

1. Penyusunan kebijakan pembangunan industri kecil dan menengah; 

2. Penumbuhan Wirausaha Baru industri kecil dan menengah; 

3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Usaha industri kecil dan 

menengah; 
4. Peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha industri kecil dan 

menengah; 

5. Pemberian fasilitasi ke berbagai sumber daya bagi industri kecil dan 

menengah; 

6. Pemberian fasilitasi akses ke lembaga pembiayaan usaha bagi industri 
kecil dan menengah; 

7. Penyusunan kajian budaya dan kearifan lokal yang berpotensi 

dikembangkan menjadi industri kreatif; 

8. Pengembangan wirausaha baru berbasis kreativitas dan inovasi 

( Creativepreneurs); 

9. Pengembangan desain dan ragam hias kerajinan berbasis budaya 
lokal; 

10. Pendirian technopark industri kreatif berbasis budaya lokal; 

11. Pemberian insentif untuk pendirian industri kreatif berbasis budaya 
lokal; 

12. Promosi produk industri kreatif berbasis budaya lokal bekerja sam.a 
dengan unsur pariwisata dan stakeholder terkait lainnya; 

13. Pemasaran produk industri kreatif berbasis budaya lokal dengan 
memanfaatkan teknologi informasi (E-Marketing); 

14. Pendirian galeri produk industri kreatif berbasis budaya lokal ( Creative 
Centerj; 

15. Revitalisasi outlet produk industri kreatif berbasis budaya lokal di 

objek-objek wisata; 
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16. Kerjasama dengan lembaga pendidikan, KADIN, asosiasi, lembaga

profesi dalam pengembangan lembaga pendidikan dan latihan
pengembangan industri unggulan berbasis budaya lokal;

17. Kerjasama dengan BUMN/D dan perusahaan srzasta untuk pendirian

dan pengelolaan sanggar kreatif berbasis budaya lokal;

18. Penyusunan roadmap dan profil pengembangan Industri Kecil dan

Menengah [KM) unggulan;

19. Promosi investasi industri berbasis telorologi informasi;

20. Penerapan konsep e{isiensi penggunaan bahan dan energi (eco-

efisiensi) dan penerapan konsep 5R {Rething, Redue, Reu,se, Recyelc

dan Remwryl;

21. Pengembangan pupuk dan pestisida organik berbasis bioteknologl dafl

nanoteknologi;

22. Pengembangan kemampuan kewirausatraan dan manajerial;

23. Pengembangan kemaurpuan teknis dan teknologrs;

24. Pengembangan kemampuan pemasaran produk;

25. Pengembangan kemampuan sistem informasi;

26. Pengembangan kemampuan pengelolaan limbah industri;

27. Fasilitas pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi

calon tenaga kerja melalui pendirian dan/atau kerjasama Akademi

Komunitas/Politeknik industri dan SMK setara Diploma l;
28. Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia (SKKM), bag tenaga kerja melalui

pendirian latau kerjasana dengan I*mbaga Sertifikasi Profesi {I,SP)

dan Tempat Uji Kompetensi (TUK);

29. Pendidikan dan pelatihan sistem industri;

30. Pendidikan dan pelatihan manajerial;

31. Pendidikan dan pelatihan teknis industri;

32. Sosialisasi dan desiminasi teknologi hasil penelitian dan

pengembangan sektor industri pengolahan;

33. Peningkatan eflsiensi proses pengolahan melalui penerapan Total

awliltA Managemcnt (TQM) ;
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34. Pelaksanaan penjaminan mutu produk industri melalui penerapan
Good Mant{acfiting Practicr;s (GMP) dan Haz.ard. Anrarlgsis and Citical
Confrol Poinrs (HACCp);

35. Pelaksanaan standarisasi produk melalui penerapan Standar Nasional
Indonesia (SNI), Seri ISO 9000, Sertifikasi Halal dan standar lainnya;

36. Pengembangan kualitas dan desain kemasan produk;

37. Konsultasi dan fasilitasi perlindungan HKI;

38. F'asilitasi penyediaan lahan industri di kawasan peruntukan industri;
39. Fasilitasi penyedian kebutuhan energr listrik;
40. Fasilitasi pengembangan sumber daya air, perhubungan dan

telekomunikasi;

41. F''asilitasi pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dan
pengelolaan lngkungan;

42. Fasilitasi pengembangan sistem Informasi Industri Daerah (sIID;
43. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukan

industri;

44. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan industri; dan
45. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan sentra industri

kecil dan menengah.

Hubungan misi, tujuan, sasaran, strategi dan program Rencala
Pembangrrnan Industri Kabupaten Tora-ia Utara Tahun zozo-204o,
sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 4.2
Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran" Strategi dan Pokok Prograrn RPIK'foraja Utara Tahun 2O2O'2O4O

Penyusunan kebijakan pembangunan

Industri Kecil dan Mene:ngah (IKM) (1)

Penumhuhan Wirausaha Baru

Industri Kecil dan Menengah (IKM) (2)

Penguatan kapasitas kelembagaan

usaha Industri Kecil dan Menengah

(rKM) (3i

Pemberd&ynan Industri

Kecil dan Menengah (IKM)

dengan m.elibatkan

stakeholder terkait ( 1 )

Pembangunan Industri Kecil

dan Menengah (IKIVI) berbasis

Sumber DqFa Alam (SDA) (I)

Trrmbuh dan

berkembanrya Industri

Kecil dan Menengah

(IKM) yang mengolah

Sumtrcr Daya Alam

(sDA) (1)
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Tabel 4.2 
Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Pokok Program RPIK Toraja Utara Tahun 2020-2040 

Pembangunan lndustri Kecil 

dan Menengah (IKM) berbasis 

Sumber Daya Alam (SDA) (1) 

Tumbuh dan 

berkembangya Industri 

Kecil dan Menengah 

(IKM) yang mengolah 

Sumber Daya Alam 

(SDA) (1) 

Pemberdayaan Industri 

Kecil dan Menengah (IKM) 

dengan melibatkan 

stakeholder terkait ( 1) 

Penyusunan kebijakan pernbangunan 

lndustri Kecil dan Menengah (IKM) ( 1) 

Penumbuhan Wirausaha Baru 

lndustri Kecil dan Menengah (IKM) (2) 

Penguat:an kapasitas kelembagaan 

usaha lndustri Kecil dan Menengah 

(IKM) (3) ---------�--��-----------�--------------------------------------�----�----���--------�--- 
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Peningl*rtan kerjasama dan kenritra"an

usaha Industri Kecil dan Menengah

(rKM) (4)

Pemberian fasilitasi ke berbagai

sumber daya bagi Industri Kecil dan

Menengah (IKM) (5)

Pemberian fasilitasi akses ke lenrbaga

pembiayaan usaha bagi Industri Kecil

dan Menengah (IKMi (6)

Pembangunan industri kreatif

:Fang berbasis brudaya lokal (2)

Tumo'-uh clan

berke:nbangnya industri

kreatif yatrg mendukuLng

sektor pariwisata (2)

Pengembangan industri

kreatif yang

mengintegpasikan buclaya

lokal cteng,an kreaLifiters

da.n inovasi (2)

Penyusunan kajian budaya dan

kearifan lokal yang berpotensi

dikembangkan menjadi industri

kreatif (7)
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Peningkatan kerjasama dan kemitraan 

usaha Industri Kecil dan Menengah 

(IKM) (4) 

Pemberian fasilitasi ke berbagai 
sumber daya bagi lndustri Kecil dan 

Menengah (IKM) (5) 

Pemberian fasilitasi akses ke lem baga 

pembiayaan usaha bagi Industri Kecil 

dan Menengah (IKM) (6) 

�---------------------+-------�------�----�--�----� 
Pembangunan industri krea.tif 

yang berbasis budaya lokal (2) 
Tumbuhdan 

berkembangnya industri 

kreatif yang rnend ukung 
sektor pariwisata (2) 

Pengembangan industri 

kreatif, yang 

mengintegrasikan budaya 

lokal clengan kreatifitas 

da.n inovasi (2) 

Penyusunan kaj:ian budaya dan 

kearifan lokal yang berpotensi 

dikembangkan menjadi industri 

kreatif (7) 

----------------------------------�------�------ 
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Pengembangan wirausaha baru

tlerbasis kreativitas dan inovasi

(Cre atiu epreneur sl l8l

Pengembangan desain dan ragam hias

kerajinan berbasis budaya lokal (9)

Pendiria:n technopark industri kr:eatif

berbasis budaya lokal (10)

Pemberian insentif untuk pendirian

industri kreatif berbasis budaYa

lokal (11)

Promosi produk industrj. kreatif
berbasis budaya lokal bekerja sama

dengan unsur pariwisata dan

stakeholder terkait lainnYa (12)

59

Pengembangan wirausaha baru 
berbasis kreativitas dan inovasi 
( Creativepreneurs) (8) 

Pengembangan desain dan ragam hias 
kerajinan berbasis budaya lokal (9) 

Pendirian technopark industri kreatif 
berbasis budaya lokal ( 10) 

Pemberian insentif untuk pendirian 
industri kreatif berbasis budaya 
lokal (11) 

Promosi produk industri kreatif 
berbasis buclaya lokal bekerja sama 
dengan unsur pariwisata dan 
stakeholder terkait lainnya ( 12) 
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Pesursaran produk industri kreatif

berbasis budaya lokal dengan

merrranfaatkan teknologi informasi (B

)Warketingl {L3l

Pencliria:n galery produk industri

lcreatif berbasis 'budaya loka1 lCreatiue

Centefl $al

Itevitalisasi outk:t produk industri

t<reatif berbasis 'budaya lolffil di objek-

objel< wisata (15)

I(erjasama dengrrn lemba gaPengembangan lembagaBerkembangnya
60

Pemasaran produk industri kreatif 

berbasis budaya lokal dengan 
memanfaatkan teknologi informasi ( E­ 

A1arlceting) ( 13) 

Pendirian ga.lery produk industri 

kreatif berbasis budaya lokal ( Creative 

Centerj ( 14) 

Revitalisasi outlet produk industri 

kreatif berbasis budaya lokal di objek- 

objek wisata ( 15) 

�----,-------- 
Berkembangnya ---------------------�---- 

--------------��---�-� 
Pengembangan lembaga Kerjasama dengan lembaga 
------------ ----·------------·--- 60 



pendidikan, KA[)IN, asosiasi, lembaga

profesi ddam pengembangan lembaga

pendidikan dan latihan

pengemtlangan industri unggulan

berbasis budaya lokal (16)

IGrjasama dengrrn BUMN/D dan

perusahaan swa.sta untuk pendiriart

dan pengelolaan sanggar kreatif

berbasis budaya lokal (17)

kelembagran

masyarakat yang

mendrrku:ng

pengembangan indu stri

kreatif (3)

pendi<likan non forma.l,

yang dapat mengakseLerasi

pengernbangan industri

kreatif berbasis budal.a

lokal (3)



Pe:nyusunan roadmap dan prcrfil

pengembangan Industri Kecil dan

Mener:rgatr [KM) unggulan (18)

Meningkatnya inv'estasi

industri (4)

Penciptaan iklim
investasi industri yang

kondu.sif (4)

Promosi investasi industri berbasis

teknologi informasi (19)

Penerapan konsep efisiensi penggunaan

bahan dan energi (eeo-eftsiensi) dan
penerapax. korrsep 5R (Refhing, Reduce,

Reuse, Recgclet dan Recouery) l2ol

Meningkabrya n ilai tambah

Suntber Da5'a Atam (SDA),

rnelalui industri yang

berl+elarr-iutan (3)

Berkembangrya industri
yang mengolah

sumberdaya alam

yang tlenr.awasan

lingkungan (5)

Pengembangan industri

higau (5)

Pengernbangan pupuk dan pestisida

organik berbasis bioteknotogi dan
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Meningkatnya nilai tambah 

Sumber Daya Allam (SDA), 

melalui industri yang 

berkelanjutan (3) 

Meningkatnya investasi 

industri (4) 

Penciptaan iklim 

investasi industri yang 

kondusif (4) 

Penyusunan roadmap dan profil 

pe:ngembangan Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) unggulan ( 18) 
--------------------- 

Promosi investasi industri berbasis 
teknologi informasi ( 19) 
-------------------- 

Berkembangnya :industri Pengembangan industri 
yang mengolah hijau (5) 

sumberda.ya alam. 

yang berwawasan 

lingkungan ( 5) 

Pe:nerapan konsep efisiensi penggunaan 
bahan dan energi {eco­efisiensi} dan 

penerapan konsep SR (Rething, Reduce, 
Reuse, Recycle dan Recovery) (20) 

-------------------- 
Pengembangan pupuk dan pestisida 

organik berbasis bioteknologi dan 
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nanoteknologi (2Lj

Pengernbangan kemampuan
kewirausahaan dan man aienal (2Zl

Pengembangan kemampuan teknis dan
teknologis (23)

Pengembangarl kemampuan pemasaran
produk (24)

kemampurrn sistemPengembangan

informasi ti25)

Meningkanya

keserrrpatan berusaha di
sektor industri (6)

Pengembangan

kompetensi pelaku / calon
pelaku usaha industn (6)

Pengembangan kemampuan pengelolean
limbah indusrri (26)

Menyiapkan. dan meningkatkan

kemampuan SDM sektor

indurstri (4)

Meningkatnya

penyerapan tenaga keja

Penyediaan in frastruktur
tenaga kerl'a industri

pelaksanaan pendidikan vokasi
berbasis kompetensi, bagi calon tenaga
ke:rja melalui pendirian

Fasilitas

dan/atau
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Komunitas/Politeknik industri dan SMK
setara Diploma L (271

kerjasama Akademidi sektor industri (7) berbasis kompetensi (7)

Farilitasi pelaksanaan pelatihan dan

seltifikasi Stand ar Kompetensi Keria

Nasional Indonesia (SKKND, bagi tenaga

kerja melalui pendirian / ataukerjasama

dengan Lennbaga Sefifikasi Itofesi (tSp)

dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) (2S)

Pendidikan dan pelatihan sistem
industri (29)

Meningkatnya

kemarnpuan aparat
pembina industri

Penguatan kapasitas dan
kapabilitas SDM a.psrrflt

pembina industri
Pendidikan dan pelatihan
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manajerial (30)

Pendidikan dan pelatihan teknis

industri (31)

da}arn memberikan
pelayanan dan

pembinaan industri (B)

berbasis kompetensi (8)

Meningkatnya
pengu.asaran inovasi dan

teknotogi di b:idang

industri (9)

Kerjasamer dengan

Badan Penelitian dan

Pengermbangan serta

Perguman Tinggi dalam

pemanfaatan serta

penguasaan irrovasi dan

teknologi dibidang;

industri (9)

Sosialisasi dan desiminasi teknologi

hasil penelitian dan pengembangan

sektor industri pengolahan (32)

Pe:ninglratan efisiensi proses pengolahan

melalui penerapan Totat Qualitg

Management (TQM) (33)

Men ingkatklrn pemanfaatarr

inovasi dan pengua.saan

teknologi dibidang industri (5)

Meningkatnya ku alitas,

produktivitas dan

eftsiensi p,roduk

Pengerurbangan sistem

manajemen mutu dan

pener:rpan sta.ndarisasi
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dalam memberikan 
pelayanan dan 
pembinaan industri (8) 

berbasis kompetensi ( 8) manajerial (30) 

Pendidikan dan pelatihan teknis 
industri (31) 

---------------------------+------------------- 
Meningkatkan pemanfaatan 

inovasi dan pengua.saan 

teknologi dibidang industri ( 5) 

Meningkatnya 
penguasaan inovasi dan 
teknologi di bidang 
industri (9) 

Meningkatnya kualitas, 

produktivitas dan 

efisiensi produk 

Kerjasama dengan 
Badan Penelit:ian dan 
Pengembangan serta 
Perguruan Tinggi dala.m 
pemanfaatan serta 
penguasaaninovasidan 
teknologi dibidang 
industri (9) 

Pengemba.ngan sistem 

manajemen mutu dan 

penera.pan standarisasi 

Sosialisasi dan desiminasi teknologi 
basil penelitian dan pengembangan 
sektor industri pengolahan (32) 

Pe:ningkatan efisiensi proses pengolahan 

melalui penerapan Total Quality 

Management (TQM) (3�3) 
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Pelaksanaan prenjerminan mutu produk

inrlustri melalrui penerapan Good

MatutJdctttrbq hactices (GMP) dan

Hqzard. Aruatgsb o;.nd Critical Control

Poirrts (IIACCP) (3+l

Petaksanaan stantlarisasi produk

melah.r.i penerEtpan Standar Nasiorral

Indonesia (SNII, Seri ISO 9000,

Sertilikasi Hal.al dan standar

lainnya (35)

Pengembangan kuditas dan desain

kemasan Produk (36)

Konsultasi dan fasilitasi perlindungan

Hril (37)

produk industri (10)industri (10)

Fasilitasi penyediaran lahan industri di
Kedasama dengartTersedianya latran,Pengembangan :infrastruktur

66



kawasan peru:ntukan industri (38)

Fasilitasi penyedian kebutuhan energi

listrik (39)

Fasilitasi penyediaan sumber daya air,

pe:rhubungan dan telekomunikasi (aO)

Fasilitasi penyediaan sara:na dart

prasarana sanitasi dan pengelolaan

lngfuungarL (41)

sumber errergi listrik,
surmber drrya air, sarana

perhubungan,

telekomurrikasi, sanitasi

detn pengelolaan

lingkr"rngan serta sistim

informasi untuk
pembangunan

industri ("11)

kemerrterian, pernerintah

propinsi dan stakr:hotrder

terkaitl yarlg b,erkaitan

dengan pembemgunan

dan p,engemblmgan

sarana dan prasarana"

industri (11)

Fasilitasi pengembangan fiistem

Informasi tndustri Daeratr (SIID) (42)

penrlukrrng (6)

Tertatanya kawasan

peruntukan industri,

kawasan industri., seta

Pembangunan dan

pengermbangan

perwilayahan industri

Fasilitasi pernbangunan dan

pengembangan kawasan peruntukan

inrlustri (43)
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memperhatikem &tta

ruang dan pola ruang

serta daya. dukung

lirrgkungan (12)

pembangunan

industri (12)

68

pembangunan 

industri ( 12) 
memperhatikan tata 
ruang dan pola ruang 

serta daya dukung 

lingkungan ( 1.2) 
----------------------�--- 
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Pokok-pokok program tersebut diatas, kemudian dikelompold<an

kedalam 4 kelompok program, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengatr Unggulan;

2. Pembangunan Sumber Daya Industri;

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan

4 Panrrilarrahan ftarlrratri
EIE'

4.2.L. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Unggulan.

4.2.1. 1. Tujuan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Unggulan.

Tujuan yang ingn dicapar dalam pemberdayaan Industri Kecil dart

Menengah unggulan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan

masverakat secare- lebih mera-ta:--'---J ----------'

2. Menrrujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai tinggrnya

keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengatr dan industri

besar;

3. Berkembangnya inciustri kecil dan inciustr{ menengah yang berbasis pacia

hasil karya intelektual, ymg ditandai dengan meluasnya penggunaan

riset, teknologi dan inovasi ditunjang dengan perkembangan teknologi

informasi dan bio-teknologi;

4. Meningkatnya persebaran industri kecil dan industri menengah di
pedesaan yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi daeratr seta memperkecil kesenjangan sosial antar
pedesaan;

5. Meningkatlan ekspor produk industri kecil menengah, baik dalam nilai
maupun dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser kearatr produk

industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi; dart

6. Terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui

kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, yang

ditandai dengan lestarinya berbagai produk seni dan budaya, yang

sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bag
masyarakat secara berkesinambungan.

4.2.L.2. Ruang Lingkup Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengatr

Unggulan
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Industri kecil dan menengah unggulan daerah, yaitu industri yang

diharapkan berperan besar sebagai penggerak utama Qrim.e mauefl

perekonomian daerah di masa yang akan datang. Selain memperhatikan

potensi sumber daya al,am sebagai sumber keunggulan komparatif, industri
unggulan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang menga.ndalkan

sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Penetapan industri kecil dan unggulan daerah

Kabupaten Toraja Utara, haruslah didasarkan pada kekuatan, kelemahan,

tantangan dan ancaman serta faktor lingkungan yang berpengaruh,

diantaranya adalah:

1. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan

kesejahteraan penduduk.

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi

industri barang konsumsi dan industri pendukungrrya, termasuk industri

komponen. Selain itu, komposisi struktur demograli penduduk berusia

produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan

pnoduktivitas industri di Kabupaten Torqia Utara. Peningkaan potcnsi

pasar dan produktivitae ini akan berpengaruh pada peningkatan

kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan

2. Kearifan lokal yang tumbuh di masyaralat.

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat, yang bersumber dari nitrai-nilai agama'

adat istiadat atau budaya setempat serta sumberdaya alam yang

terbangun {recara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk

beradaptasi dengan lingkungian di sekitarnya. IGbupaten Tor4ia Utara

merupakan salah satu daerah di Sulavresi Selatan yang masih memegang

adat dan tradisi budaya serta memiliki kearifan lokal yang masih

dipertahankan oleh masyarakat, hal ini merupalan potensi yang kuat

untuk mengembangkan industri berbasis kearifan lokal.

3. Perkembangan teknologi

Perkembangan telarologi di maea depan al<an difokuskan pada

bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan

tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri sehingga
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perlu disiapkan sistem serta strategi alih telorolog dan inovasi teknologi

yang sesuai, diantaranya peningkatan penelitian dan pengembangan

(R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusatra dan akademisi.

Kabupaten Tor4ia tJtara dan kabupaten sekitarnya mempr-rnSrai beherapa

badan litbang daeratr, khususnya pertanian dan perikanan, merupakan

sumber inovasi dan teknologi yang akan menunjang pengembangarr

industri yang berdaya saing.

4. Pening!<atan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan,

pembangunan industri hirjau (green indt;slfgl perlu lebih diprioritaskan,

pemakaian energr terbarukan dan ramah lingkungan, serta pengawasan

pemakaian bahan-batran berbahaya. I(abupaten Tor4ia Utara sejak

beberapa tahun terakhir sudatr mulai menerapkan berbagai kebijakan
yang berkaitan dengan keiestadan iingkungan, dan ciirespon positif oieh

masyarakat, sehingga merupakan modal dasar dalam pembangunan

industri yang berbasis lingkungan.

5. Peningliatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meninglat sejalan dengan peningkatan
jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen.

Kebutuhan ini Udak han-va dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi

kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar
higienisme yang lebih tinggr dan harga yang kompetitif dan terjangkau
dimasa akan datang. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman,

dan hatal juga semakin tinggi.

6. Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Pasar bebas tenaga kerja telah diberlakukan di regional ASEAN

sejak akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) yang berdampak pada semakin ketatnya persaingan antara
pekerja asing dan pekerja domestik sebagai akibat pergerakan pekerja

terampil secara lebih bebas. Untuk itu, pembangtrnan tenaga kerja

industri berbasis kompetensi menjadi kebutuhan mendesak yang

dilal<ukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan serta
pemagangan. Kabupaten Torqia Utara mempunyai sekolah kejuruan,

yang diharapkan akan menyiapkan tenaga kerja yang kompoten.
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4.2.1.3. Penetapan Industri Kecil dan Menengah unggulan

Berdasarkan kriteria penentuan industri yang ternruat dalam
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), potensi dan kondisi
sosiai ekonomi serta iingkungan strategis yang berpengaruh, mai<a indikator
ataupun parameter dalam penentuan Industri kecil dan menengah
unggulan daerah Kabupaten Tora.ia utara adatah sebagai berikut:

1. Prospek pasar, baik domes.uik rrraupurr ekspor;

2. Ketersediaan sumber Daya Alam dan sumber Daya Manusia;

3. Membuka kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja;

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat;

5. Memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan; dan

6. Pelestarian budaya dan kearifan tokat, melalui industri kreatif.

Dari kriteria dan hasil analisis data industri, potensi sumberdaya,

infrastmtur yang tersedia perkembangan teloeologi, kreatilitas dan inovasi,

maka ditetapkan 14 (empat belas) industri unggulan, sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Industri Kecil dan Menengah Unggulan Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2O2A-2O4A

I Industri pengolahan kopi

2 Industri tenun

3 Industri pande besi

4 Industri pengolahan tamarillo

5 Industri ukir-ukiran

6 Industri pengolatran markisa

7 Industri aksesoris {manik-manik)

8 Industri batik Torqia
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9 Industri anyaman

10. Industri berbagai jenis logam

11. Industri berbagai olahan pangan

t2. Industri kerqiinan tulang

13. Industri penyamakan kulit kerbau

14. Industri pemahatan dari batu

4.2.1.4. Pentahapan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Unggulan

Pentahapan pemberdayaan industri kecil dan menengah unggulan

Kabupaten Toraja Utara tahun 2O2O-2O40, sebagai berikut:

1. Industri Pengolatran Kopi

Pengembangan inciustri pengoiahan kopi dilakukan melaiui

pentatrapan sebqgar berikut :

Tabel 4.4
Pentahapan Pengembangan Industri Pengolahan Kopi

2020-2025 . Kopi Biii sesuai dengan standar Indikasi

Geogralis Kopi Arabika Toraja;

. Kopi Sangrai sesuai dengan standar Indikasi

Geografis Kopi Arabika Toraja;

. Kopi Bubuk sesuai dengan standar Indikasi

Geogralis Kopi Arabika Toraja;

. Kopi B{ii sesuai dengan SNI 29O7-2OO8

(Mutu 1-2; dan

. Kopi Bubuk sesuai dengan SNI 01-3542-2004.

2426-2030 c SpecialiV ColFa (Kopi Spesialty) sesuai standar

SCA/SCAA;
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o Kopi Biii Organik sesuai SNI 6729-2013;
. Kopi Bubuk Organik sesuai SNI 6729-2013;
. Kopi Mix sesuai SNI 01-4446-1998 dan Organik

SNI 6729-2013; dan

o Aneka Produk Berbasis Limbah Kopi (Kulit dan
dagrng buah kopi).

2031-2040 t Specialfu Coffe. (Kopi Spesialty) sesuai standar

SCA/SCAA dan standar negara tujuan ekspor

kopi lainnya;

. Speciality Coffer- (Kopi Spesialty) sesuai standar
Blii Kopi Biodiversity untuk pasar Uni Eropa.

. Kopi Instan sesuai dengan SNI 2983-2014 dan

Organik SNI 6729-2013;

r Minuman Kopi Dalam Kemasan sesuai SNI 01-

4314:1996 dan Organik SNI 6729-2013;
o Sertilikasi Industri Hiiau untuk Kopi Bubuk, Kopi

Mix, Kopi Instan dan Minuman Kopi Dalam

Kemasan ;

o Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi;

dan

r Farmasi dan kosmetik berbasis kopi.

2. Industri Tenun

Pengembangan industri tenun dilakukan melalui pentatrapan
sebagai berikut:

Tabel 4.5
Industri Tenun

2020-2025 o Kain tenun berbasis budaya toraja;

. Feshen berbahan dasar kain tenun; dan

. Asesoris berbahan dasr kain tenun.

2026-2030 r Kain tenun, feshen dan asesoris berbasis kain

tenun berkualitas tinggi; dart
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. Produk lceatif lainnya berbasis kain tenun.

2031-2040 e Kain tenun berbahan dasar serat alami lainnya;

dan

o I(ain tenun, feshen, asesoris dan produk kreatif
lainnya berbasis budaya dengan nilai tingg (laglt
ualuc prodtrcq.

3. Industri Pandai Besi

Pengembangan industri pande besi ditakukan melalui pentahapan
sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pentahapan Pengembangan Industri pande Besi

4. Industri Pengolahan Tamarillo

Pengembangan industri pengolahan tamarillo dilakukan melalui
pentahapan sebagai berikut:

2020-2025 r Alat perkakas pertanian khas tora$a;

o Komponen mesin pengolah tanah, penanam,
pemeliharaan, panen dan pasca panen; dan

o Komponen mesin pengolahan hasil pertanian.

2025-2030 c Alat perkakas pertanian khas toraja berkuaritas
tirgg;

. Mesin pengolah tanah, penanam, pemeliharaan,
panen dan pasca panen; dan

o Mesin pengolahan hasil pertanian;

2031-2040 Alat perkakas dan mesin pertanian berteknologi
tingg (higru bchnotogql.

Tabel 4.7
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Pentahapan Pengembangan Industri Pengolahan Tamarillo

5. Industri Ukir-Ukiran

Pengembangan industri ukir-ukiran dilakukan melalui
pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Pentahapan Pengembangan Industri Ukir-Ukiran

o Sari Tamarillo;
r Sirop Tamarillo;
o Juice Tamarillo; dan
. Berbagai pangan olahan dari Tamarillo (selai,

dodol, manisan, cake dan lainnya).

2020-2025

i

2026-2030 o Berbagai pangan olatran dari Tamarillo (selai,
dodol. manisan, cake dan lainnya);

o Squash Tamarillo dalam kemasan UHT; dan
r Pangan fungsional dari Tamarillo.

2031 - 2040 o Pangan fungsional dari Tarnarillo; dan
. Siiplemei:r dari Tar:narillo;

2020-2025 motif Tor4ia untuk keperluan
hiasan atau interior;

o Produk ukiran kayu motif Toraja untuk keperluan
ekterior atau asesoris bangunan;

o Produk ukiran kayu motif Tora.ia untuk keperluan
budaya atau pesta adat; dan

o Produk ukiran kayu motif Tora.ja untuk keperluan
cendramata.

o Produk ukiran kayu

2026-2A30 kayu motif Tora-ia untuk keperluan
interior, eksterior, budaya dan cendramata

berkualitas tinggi; dan
o Rumatr Prefab (bongkar pasang) kayu dan ukiran

motif Tora-ia

o Produk ukiran
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o Produk kreatif lainnya dengan motif Toraja

243L2040 o Produk ukiran motif Toraja untuk keperluan

interior, eksterior, budaya, cendramata dan produk

kreatif lainnya berniLai tinggr (Wht ualue produc!.

6. Industri Fengolatran iliarkisa

Pengembangan industri pengolahan markisa dilakukan melalui

pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Pentahapan Pengembangan Industri Pengolahan Markisa

7. Industri Aksesoris (manik-manik).

Pengembangan industri aksesoris (manik-manik) dilakukan

melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Pentatrapan Pengembangan Industri Aksesoris (Manik-Manik)

2020-2025 o Sari Markisa;
o Sirop Markisa;
r Juice Markisa; dan
. Berbagai pangan olahan dari Markisa (selai,

dodol, manisan, cake dan lainnya).
o Berbagai pangan olatran dari Markisa (selai,

dodol, manisan, cake dan lainnyah
. Squash Markisa dalam kemasan UHT; dan
. Pangan fungsional dari Markisa.

2026-2030

2031-2040 o Pangan fungsional dari Markisa; dan
. Suplemen dari Markisa;

202A-2025 . Produk kerajinan manik-manik khas Tora.ia untuk

asesoris feshen;
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. Produk kerqiinan manik-manik khas Tor4ia untuk
hiasan dan interior;

o Produk ker4jinan manik-manik khas Tora.ja r:ntr:k

keperluan budaya; dan

o Produk kerqiinan manik-manik khas Toraja untuk

cendramata.

2026-2030 o Produk keqiinan manik-manik khas Toraja untuk
keperluan feshen, interior, budaya dan cendramata

dengan kualitas tinggi; dan

r Produk kreatrf lainnya berbahan manik-manik khas

Tora-ia.

2A3L-2040 o Produk kerajinan manik-manik khas Toraja untuk
keperluan feshen, interior, budaya, cendra-mata clan

produk lainnya dengirn desain dan kualitas tinggr

(Wht uatue protuct,.

8. Industri Batik Toraja

Pengembangan industri batik torqia dilakukan melalui pentahapan

^oI^^^^i l+a+il^rl.itr.,rrq,tSq.r rqr{.,r rArJ. L.

Tabel 4.1 1

Pentahapan Pengembangan Industri Batik Toraja

2020-2025 t Batik Cqp motif dan ragam hias Torqja;

o Feshen berbatran dasar Batik Cqp motif dan ragam

hias Tor4ia;

t Clotihing dengan ragam hias Torqia; dan

o Produk tekstil fungsional berbahan dasar Batik Cap

motif dan ragam hias Torqia.

2426-2030 c Batik Printing motif dan ragam hias Tora.ia;

o Feshen dan produk tekstil fungsional berbahan
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dasar Batik Cap daurr Batik Printing motif dan ragam

hias Torqia; dan

o Produk kreatif lainnya berbahan dasar Batik Cap

darr Batift Printirry dan motif dan ragam hias Toraja.

2031-2040 t Batik Ttllis motif dan ragam hias Torqja; dan

r Feshen dan produk tekstil fungsional lainnya

berbahan dasar Batik fulis motif dan ragam hias

Toraja.

9. Industri Anyaman

Pengembangan industri anyaman dilakukan melalui pentatrapan

sebagai berikut:

Tabel 4.12
Pentatrapan Pengembangan Industri Anyaman

2020-2025 o Produk anyaman untuk keperluan fungsional

rumah tangga;

o Prodr:k anv- arneJt untuk nerLencka-na-n cl-an interior---J'------ l- ------o----r----

hotel dan restoran; dan

o Produk seni dan budaya anyaman berbasis motif

dan ragam hias Toraja.

2026-2430 o Produk untuk keperluam fungsional rumatr tangga,

perlengkapan dan interior hotel dan restoran dan

seni serta budaya berbasis anyaman dan ragam

hias'Tora.ia sesuai standar yang su<iah <iitentuican.

o Produk untuk keperluam fungsional rumatr tangga,

perlengkapan dan interior hotel dan restoran, seni

dan budaSra serta, produk kreatif lainnya dengan

desain dan kualitas tinggr {Wht ualue pto&rcq

2A3L-2040

ln T^l---r--: rr^-1^^-^: l^-:^ f --^.IU. ii-GiiStri t5erBagal rJenrs i-O$8.Irt
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Pengembangan industri berbagai jenis logam dilakukan melalui
pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.13
Pentahapan Pengembangan Industri Berbagai Jenis lagam

11. Industri Berbagai Olatran pangan

Pengembangan industri berbagai olatran pangan dilakukan melalui
pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.14
Pentahapan Pengembangan Industri Berbagai Olahan pangan

2020-2025 o Produk logam untuk konstruksi; dan
o Produk logam untuk keperluan rumatr tangga.

2426-2030 o Produk logam rr_ntr_r_k keperh_ran eksterior da-n

interior;
e Produk logam untuk keperluan produktif

(peralatan); dan
r Produk kreatif lainnya berbahan logam.

2031-2040 logam untuk konstruksi, rumah tangga,

eksterior dan interior, peralatan produktif dan
produk kreatif berbahan logam dengan desain
kualitas tinggi (Wht uafue prodtrctl

o Produk

2020-202s r Produk pangan/kue tradisional;

o Produk pa.rrgan olahan berbasis hasil tanaman
pangan; dan

o Froduk pangan olahan berbasis hasil tanaman
holtikulura (sayur, buah dan tanarnan
obat/biofarmaka).

2426-2030 o Produk pangan olahan berbasis hasil perkebunan;

o Produk pangan berbasis hasil perikanan dan
peternalcan; dan
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o Produk pangan/kuliner kreatif lainnya.

2031-2040 o Produk pangan berbasis hasil tanaman pangan,
holtikultura, perikanan, peternakan, kue tradisionai
dan kuliner lainnya dengan kemasan dan kualitas
tinggi (Wru uahte produc|.

12. Industri Kerajinan Tulang

Pengembangan industri kerqjinan tulang dilakukan melalui
pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Pentatrapan Pengembangan Industri Kerqiinan Tulang

2020-2025 o Produk ukiran Toraja berbahan tulang;
o Produk kerajinan tulang ciri khas Toraja untuk

keperluan asesoris feshen ;

r Produk kerajinan tulang ciri khas Torqia untuk
keperluan hiasan dan fungsional;

o Produk ukiran dan kerajinan tulang ciri khas Torqia

untuk keperluan seni dan budaya; dan

o Produk ukiran kayu motif Toraja untuk keperluan

cendramata.

2026-2030 r Froduk cendramata ciri khas Toraja berbahan

tuLang; dan

o Produk kreatif lainnya berbahan tulang ciri khas

Torqia

2031-2040 r Produk ukiran dan kerajinan tulang ciri khas Toraja

untuk keperluan asesoris, hiasan, fungsional, seni

dan budaya, cendramata produk kreatif lainnya

bernilai tinggr (Wrt ualue ptoduc\.
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13. Industri Penyamakan Kulit Kerbau.

Pengembangan industri penyamakan kulit kerbau dilakukan
melalui pentahapan sebagai berikut:

Tabel 4.16
Pentahapan Pengembangan Industri PenSramakan Kulit Kerbau

14. Industri Pematratan Dari Batu

Pengembangan industri pemahatan dari batu dilakukan melalui
pentahapa.-i sebagai berikut:

Tabel 4.17
Pentahapan Pengembangan Industri Pemahatan Dari Batu

2020-2025 o Kulit pickle,

r Kulit wetbfue;

o Kulit crusf; dan

o Barang iadi dan ker4iinan dari kulit.

2026-2030 o Kulit ctttst

. KulitJtnishing (berbagai macam artbklel;

o Barang jadi dan kera.iinan dari kulit;

r Alas kaki dari kulit; dan

o Feshen dari kulit.

2031-2040 e Barang jadi dan kerajinan dari kulit lHUlrt QualiU);

o Alas kaki dari krrUt lHpht Qualitgl, dan

o Feshen dari kulit @Aht Qualitg).

2020-2025 o Produk pahatan batu untuk keperluan rumah

tangga dan fungsional;

o Produk pahatan batu relif dekoratif interior dan
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ekterior; dan

o Produk pahatan batu patung untuk keperluan

taman (lardscapl.

2026-2030 o Produk patratan batu untuk keperluan cendramata

khas Toraja; dan

o Produk kreatif lainnya berbahan pahatan batu ciri

khas Toraja.

2031-2040 o Froduk pahatan batu untuk keperluan rumah

tangga, fungsional, dekoratif, patung, cendramata

produk kreatif lainnya berbahan pahatan battt

berniiai tirgg (Wht ualue prociilpq.

4.2.t.5. Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Unggulan

Program pemberdayaan industri kecil dan menengatr unggulan di

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O2O-2A40, sebagaimana tabel berikut:

1. Penyusunan Kebi-iakan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah

Dalam upaya pembalgunag industri kecil dan menengah

unggulan Kabupaten Toraja Utara, diperlukan berbagai regulasi,

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.LB
Program Penyusunan Kebiiakan Pembangunan

Industri Kecil dan Menengah

Pemkab Tora-iarco(
1

Penyusunan roadmaP

e?



pengembangan Industri kecil dan

menengah unggulan, meliputi:

a. Industri pengolatran kopi.

b. Industri tenun.

c. Industri pande besi.

d. Industri pengolahan

tamarillo;

e. Industri ukir-ukiran;
f. Industri pengolahan markisa;

g. Industri aksesoris (manik-

manik);

h. Industri batik Toraja;

i. Industri anyaman;

j. Industri berbagai jenis logam;

k. Industri berbagai olahan

pangan;

l. lndustri kerajinan tulang;

m. Industri penyamakan kulit
kerbau; dan

n. Indr-rstri pema-ha-tan tra-trr =

Utara

2 Perumusan kebirjakan

pemberdayaan industri kecil dan

menengah, melalui Peraturan

Bupati Tora.ia Utara.

)oo( )fix Pemkab Toraja

Utara

3 Promosi investasi industri
berbasis telorologi informasi

xxx xxx Pemkab Tora.ia

Utara

2. Penumbuhan Wirausatra Baru Industri Kecil dan Menengah
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Dalam upaya pembangunan industri kecil dan menengah

unggulan Kabupaten Toraja utara, diperlukan upaya penumbuhan
wirausaha baru, sebagaimana tabel berikut:

Program Penumbuhan wirauffiL#J Industri Kecil dan Menengah.

3. Penguatan I(apasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Menengatr

Dalam upaya pembengunan industri kecil menengah unggulan

Kabupaten Toraja Utara, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan,

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2O

85

1
Pelatjhan peningkatan

kompeten si kewirau satraa.n

melalui Oeatian of Errterprirses

thtough Formation of
Entrepreneurs (CEFE)

xxx )ofi Kementenarrl

Lembaga Terkait,

Pemprov Sulsel.

Pemkab Toraja

Utara

2 Pelatihan motivasi berprestasi

melalui Achieuement Motiu ation

Training (AivIT);

xxx xxx Kementenxr/

kmbaga Terkait,
n^---^-- ca--1-^trcurl,luv lf(rlsigl,

Pemkab Torqia

Utara

3 Pembentukan Kelompok Usaha

Bersama (KUB)

xxx xxx Kementeixr/
Lembaga Terkait,

Pemprov Sulsel,

Pemkab Toraja

Utara



Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah

4. Peningkatan kerjasama dan kemitraan usatra industri kecil dan
menengatr

Dalam upaya pembengunan industri kecil menengatr unggulan
Kabupaten Tora,ia Utara, diperlukan peningkatan kerjasama dan
kemitraan usaha, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.21
Peningkatan Keg'asama dan Kemitraan Usaha

Industri Kecil dan Menengah

1 Peningkatan kemampuan

Sentra IKM

)o(x xxx Kementerian/

lembaga Terkait,

Pemprov Sulsel,

Pemkab Torqja

Utara.

2 Pendiria-n l-Init Pelaya:ran Teknis

(uPr)
xxx xxx Kementerian /

lembaga Terkait,

Pemprov Sulsel,

Pemkab Toragia

Utara.

3. Pengangkatan Tenaga Penyuluh

Lapangan (TPL)

xxx )o(x Kementefian/

Lembaga Terkait,

Pemprov Suisei,

Pemkab Tora-ia

Utara.
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l --r- -- A -t-r- --fulur.I- Del(Lor-,

Damarir*alaMllgttrlrul

Daerah dan

Swasta

1 Kerjasama dengan kmbaga
Pendidikan dan Pelatihan.

xx)( xxx Kementerian/

Lembaga Terkait,

Perguruan Tinggr

Pemprov Sulsel,

Pemkab Tora.ia

Utara.

2 Kerjasama dengan Iembaga

Penelitian dan Pengembangan.

xxx xxx Kementenur/

Lembaga Terkait,

Perguruan Tinggr

Pemprov Sulsel,

Pemkab Toraja

Utara.

3 Kemitraan usaha dengan

Asosiasi Industri.

xxx xxx Kementerian/

Lemboga Terkait,

Pemprov Sulsel,

Pemkab Torqja

Utara.

4 Kemitraaan usaha Asosiasi

Profesi.

xxx xxx Kementeiaa/

Iembaga Terkait,

Pemprov Sulsel,

Pemkab Toraja

Utara.

5. Pemberian Fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah

Dalam upaya pembangunan industri kecil menengah unggulan

Kabupaten Torqia Utara, diperlukan pemberian fasilitas, sebagaimana tabel

berikut:

Tabel4.22
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Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Industri Kecil dan Menengah

1 Peningkatan kompetensi sumber
daya manusia dan sertifikasi
kompetensi

xxx x)fi Kementerian/
Lembaga Terkait,
Pemprov

Sulawesi
Selatan, Pemkab

Tora-ia Utara,
Perguruan
Ting$, Iembaga
Swadaya
Masyarakat,
BUMN/BUMD,
Swasta

2 Bantuan dan bimbingan teknis' )fix )(xX Kementerian/
Itmbaga Terkait,
Pemprov

Sulawesi
Selatan, Pemlcab

Torqia Utara,
Pergurua-n

finggi, Lembaga
Swadaya

Masyarakat,
EII TI\/IN /EU TI\,i[f)svrrrr!, uvLILU,

Swasta
3. Bantuan bahan baku dan

penolong

)ofi xxx Kementenxr/

Lembaga Terkait,

Pemprov

Sulawesi

Selatan, Pemkab

Tnraia I lfara
v 1E*,
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Perguruan

Tinggi, kmbaga

Swadaya

Masyarakat,

BUMN/BUMD,

Swasta
4. Bantuan mesin dan peralatan xxx xxx Kementerian/

Lembaga Terkait,
Pemprov

Sulawesi

Selatan, Pemkab
Tora.ia Utara,
Perguruan

Tinggi, Lembaga
Swadaya

Masyarakat,
BUMN/BUMD,
Swasta

5. Pengembangan produk rco( xxx Kementerian/
kmbaga Terkait,
Pemprov

Sularresi
Selatan, Pemkab
Toraja Utara,
Perguruan
Tinggi, kmbaga
Swadaya

Masyarakat,
BUMN/BUMD,
Swasta

6. pencegahan
pencemaran lingkungan hidup

Bantuan xxx xxx Kementenurl
Lembaga Terkait,
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untuk mewujudkan industri
hiiau

Pemprov

Sulawesi
Selatan, Pemkab
Toraja Utara,
Perguruan
Tinggi, Lembaga

Swadaya

Masyarakat,
BUMN/BUMD,
Swasta

7 Bantuan informasi pasar,
promosi dan pemasar€ul.

rco( )fix Kementerian/
Lembaga Terkait,
Pemprov

Sulawesi

Selatan, Pemkab
Toraja Utara,
Pergrrnren- --o--- -'---

Tinggi, l.embaga

Swadaya

Masyarakat,
EIT TI\'N /ETI TI\,fNHvLtLLtl uvLtLu'

Swasta

8 Penyediaan kawasan industri
untuk IKM yang berpotensi
mencemari lingkungan.

xxx xxx Kementertan/
Lembaga Terkait,
Pemprov

Sulawesi
Selatan, Pemkab

Toraja Utara,
Perguruan
Tinggi, Lembqga

Swadaya
Masyarakat,
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BUMN/BUMD,
Swasta

xxx xxx Kementeriarrl
Lembaga Terkait,
Pemprov

Sulawesi
Selatan, Pemkab

Toraja Utara,
Perguruan
Tinggi, Lembaga

Swadaya

Masyarakat,
BUMN/BUMD,
Swasta

9 Pendirian unit layanan usaha.

6. Pengembangan Sumber Pembiayaan bagi Industri Kecil dan Menengah

Dalam upaya pembangunan industri kecii menengah ungguian

Kabupaten Toraja Utara, diperlukan pengembangan sumber pembiayaan,

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.23
Program Pengembangan Sumber Pembiayaan

Industri Kecil dan Menengah

Pemprov
Sulawesi

)fix )fix)(xx1 Mendukung IKM untuk
mendapatkan sumber
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pembiayaan yang kompetitif Selatan, Pemkab
Toraja Utara,
kmbaga
Pembiayaan
I.embaga
Swadaya
Masyarakat,
BUMN/BUMD.

2 Pengembangan skema
pembiayaan IKM dengan
persyaratan dan bunga yang
ringarr

xxx xxx rcfi Pemprov

Sulawesi
Selatan, Pemkab
Torqia Utara,
Iembaga
Pembiayaan
[embaga
Swadaya
Masyaralcat,
BUMN/BUMD.

xxx rco( rco( Pemprov
Su1aw-esi

Selatan, Pemkab
Toraja Utara,
Lembaga
Pembiayaan
I"embaga

Swadaya
Masyarakat,
EtI TIITIN /ElI lillf I.rUVLILLII uVLtLu..

3 Pengembangan akses
pembiayaan kepada IKM dalam
rangl<a mempenoleh modal
investasi dan modal kerja berupa
penyediaan informasi skema
-^-L:^.,^^- L^:1- -^-t^^-1-^-IJsrr.rrJrcv€LCLr.l, lJClrA PEr va.rrAq.ll

maupun non perbankan dan
penyusunan Studi Kelayakan
Usaha; dan

xxx xxx Pemprov

Sulawesi
Selatan, Pemkab
'T.nraia fTfarqv gs,

4 Pembentukan lembaga
pembiayaan IKM yang berfungsi
sebagai lemba ga pembiayaan
inrrasfasi

xxx
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Lembaga
Pembiayaan
Lembaga

Swadaya
Masyarakat,
BUMN/BUMD

4.2.2. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri dalam Rencana

Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O2O-2O40 terdiri

dari ; (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri, (2) Pengembangan

serta Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi Industri (3) Pengembangan serta

Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi.

4.2.2.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri; (1) Pengembangart

Kompetensi SDM pelaku industri (2) Peningkatan kemampuan tenaga ketja

industri, (3) Pengembangan IG.pasitas dan Kapabilitas Aparat Pembina

Industri.

1. Pengembangan Kompetensi SDM Pelaku Industri

Peengembangan kompetensi SDM industri di Kabupaten Toraja

Utsra, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.24
Progrartr Peagembangan Kompetensi SDld Industri

93



I Peningkatan kemampuan

kewirausatraan dan manajerial.

xrc( xxx Pemkab Tor41'a

Utara

2 Peningkatan kemampuan teknis

dan teknologis.

x)o( rco( Pemkab Toraja

Utara

3 Peningkatan kemalrpr:an

pemasaran produk.

xxx xxx Pemkab Tora--!a

Utara

4. Peningkatan kemampuan sistem

inforrrrasi.
)Ofi xxx Kementerian

Perindustrian,

Pemprop Sulsel

Pemkab Toraja

Utara.

5 Peningkatan kemampuan

pengolatran limbah industri.
xxx xxx Pemkab Tor4ia

Utara.

2. Peningkatan kemampuan tenaga keq'a industri

Peengembangan kemampuan tenaga kerja industri di Kabupaten
Torqia utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.25
Program Pengembangan Kompetensi SDM Industri
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Kementerian

Perindustrian,
fr---- - --1---!-,-A,euleuLellarr

terkait, Pemprop

Sulsel, Pemkab

Tora.ia Utara

)o(x xxx1 Fasilitasi pelaksanaan

pendidikan vokasi berbasis

kompetensi, bagi calon tenaga

keq'a melalui pendirian dan/atau

kerjasama Akademi Komunitas/

Politeknik industri dan SMK

setara Diploma 1

xxx Kementerian
Perindustrian,
Kementerian
terkait, Pemprop

Sulsel, Pemkab

Toraja Utara

2 Fasilitasi pelaksanaan peiatihan

dan sertilikasi Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKND, bagi tenaga

kerja melalui pendirian danlatau
kerjasama dengan Lembaga

Sertilikasi Profesi

rc(x

2. Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Aparat Pembina Industri

Pengembangan kapasitas dan kapabilitas aparat pembina industri
di Ifubupaten Toqia Utara, dilakuke*r rnelalui program/kegiatan sebagal

berikut

Tabel 4.26
Program Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Aparat Pembina
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xxx rco( )fix Kementerian

Perindustrian,

Pemprop Sulsel

Pemkab Torqja

Utara

I Pendidikan dan pelatihan sistem

industri

xxx Kementerian

Perindustrian,

Pemprop Sulsel

Pernkeh Tnraie

Utara

xxx xxx2 Pendidikan dan pelatihan

manajerial

xrc( xxx rcfi Kementerian

Perindustrian,

Pemprop Sulsel

Pemkab Toraja

Utara

3 Pendidikan dan pelatihan teknis

industri.

4.2.2.2. Pengembangan serta Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi Industri

Pengembangan serts. pemanfaatan inovasi dan teknologt industri
di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai

berikut:

Tabel 4.27
Program Pengembangan Serta Pemanfaatan lnovasi dan

teknologi Industri
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l--r--- A-l-a---/uluil-De[LoI-,
Damarin*alar vluutullEtrl

Daerah dan

Swasta

1 Sosialisasi dan desiminasi

teknologi hasil penelitian dan

pengembangan sektor industri
pengolaharr

xxx xxx xxx Kementerian

Perindustrian,

Pemprop Sulsel

Pemkab Torqia

Utara

2 Peningkatan efisiensi proses

pengolahan melalui peneraparr

Total Qua;lt$ Management {TQM)

x)o( x)0( rco( Kementerian

Perindustrian,

Pemprop Sulsel

Pemkab Toraja

Utara

3 Pelaksanaan penjaminan mutu
produk industri melalui

penerap€ul Good Marwfasfiring

Prustice pMq dan Hamrd

Analgsis and C"ritical Control

Points fiTACCP).

xxx xxx xxx Kementerian

Perindustrian,

Pemprop Sulsel

Pemkab Toraja

Utara

4. Pelaksanaan standarisasi produk

melalui penerapan Standar

Nasional Indonesia (SNI), Seri

ISO 9000, Sertilikasi Halal dart

standar lainnya

rco( xxx xxx Kementerian

Perindustrian,

Pemprop Sulsel

Pemkab Toraja

Utara

5. Pengembangan kualitas dan

desain kemasan produk.

rcQ( x)o( xrc( Kementerian

Perindustrian,

Pemnron Sulsel- ----r- -a- '- ------

Pemkab Toralia

Utara

6 Konsultasi, bimbingan, advokasi

dan fasilitasi perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual.

xxx xxx xxx Kementerian

Perindustrian,

Pemprop Sulsel

Pemkab Torqia

Utara
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xxx Kementerian

Perindustrian,

Pemprop Sulsel

Pemkab Torqja

Utara

7 Penerapan konsep elisiensi

penggunaan bahan dan energi

(Bco-Bfrsrens{ dan penerapan

konsep 5 R (Rething, Reduce,

Reuse, Recycle, dan Recoueryl

xxx

xxx Kementerian

Perindustrian,

Pemprop Sulsel

Pemkab Tor4ia

Utara

xxx8 Pengembangan pupuk dan

pestisida organik berbasis

bioteknologi dan nanoteknologr.

4.2.2.3 Pengembangan serta Pemanfaatan Ikeativitas dan Inovasi

Pengembangan serta pemanfaatan kreativitas dan inovasi di

Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.28
Prograln Pengern'oangan Serta Pemanfaatan Kieatifitas dan inovasi

Pemkab Toraja

Utara

)()(}(1 Pen5rusunan k4jian budaya dan

kearifan tokal yang berpotensi

dikembangkan menjadi industri

kreatif.

Pemkab Toraja

Utara

xxxxxxPengembangan wirausaha baru

berbasis kreativitas dan inovasi

2
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(Creatiuepreneursl.

3. Pengembangan desain dan

ragam hias kerajinan berbasis

budaya lokal.

xxx xxx xxx Kementerian

Perindustrian,

Pemprop Sulsel

Pemkab Torqia
f T+^-^v Lo,r aa,

4 Pendirian technop ark industri
kreatif berbasis budaya lokal.

xxx xxx Kementerian

Perindustrian,

Pemprop Sulsel

Pemkab Toraja

Utara

5. Pemberian insentif untuk
pendirian industri kreatif
berbasis budaya local

rc(x rco( Pemkab Torqja

Utara

6. Promosi produk industri lcreatif

berbasis budaya lokal,

kerjasama dengan unsur
pariwisata dan stakehoider

lainnya yang terkait

xxx xxx xxx Pemkab Torqia

Utara

7 Pemasaran produk industri
kreatif berbasis budaya lokal

dengan memanfaatkan teknologi

informasi lE-Markethgl

xxx rco( Kementerian

Perindustrian,

Pemprop Sulsel,

Pemkab Torqja

rJ utlat

8. Pendirian Galery produk industri
kreatif berbasis budaya lokal

xxx xxx Kementerian

Perindustrian,
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(Creatiue Centrel
ffi ffi

Pemprop Sulsel,

Pemkab Toraja

Utara

9 Revitalisasi outlet produk

industri kreatif berbasis budaya

lokal di obyek-obyek w{sata

xxx xlo( Pemkab Toraja

Utara,

Su'asta/BUMN

r0. Kerjasama dengan lembaga

pendidikan, KADIN, asosiasi,

lembaga protbsi cialam

pengembangan lembaga

pendidikan dan latihan
pengembangan industri

unggulan berbasis budaya local

xxx xxx Pemkab Toraja

Utara

11. Kerjasama dengan BUMN/D dan
perusahaan sw-asta untuk
pendirian dan pengelolaan

sanggar kreatif berbasis budaya

lokal

xxx xxx Pemkab Torqja
f T+^-^rJ LaJa.

4.2.3 Pembangunan Sarana dan prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dalam rangka
Pembangunan Industri Kabupaten Tora.ia Utara Tahun ZOlg-ZOg9 meliputi:
(U Pembangunan infrastruktur industri dan {21 Pengembangan sistem
informasi daeratr.

4.2.3.1 Infrastruktur Industri
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Pembangunan infrastruktur industri meliputi: (1) I^ahan industri,
(2) Energi listrik dan sumber daya air, (3) Perhubungan dan telekomunikasi,
(4) Sanitasi dan pengelolaan lingkungan, dan (5) Sistim informasi industri.

i. i,atran lndustri

Penyediaan latran industri di Ifubupaten Torqia Utara, dilahukan

melalui program/ kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.29
Program Penyediaan Lahan Industri

1 Fasiltasi penyiapan lahan untuk
pembangunan industri, melalui

kegiatan:

a. Penyelesaian aspek-aspek

yang terkait pertanahan;

b. Koordinasi antar pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan,

Pemerintatr Propinsi Sulawesi
Barat, I(abupaten Luwu Utara,
Kabupaten Luwu, Kota Palopo

dan Kabupaten Tana Toraja,
yang berbatasan dengan

I(abupaten Tor4ia Utara dan
kementerian / lembaga terkait
untuk penetapan kawasarr
peruntukan industri dan
I(awasan Industri;

c. Fasilitasi dan/atau
penyediaan lahan melalui
kawasan industri, didukung
dengan infrastruktur baik di
dalam kawasan maupun di
luar kawasan indusri; dan

xxx xxx xxx Pemkab Toraja

Utara
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d. Pembentukan kelembagaan

dan regulasi bank tanah bagi
pembangunur I perluasan

kawasan pembangunan

industri dan kawasan
industri.

2. Energi Listrik

Penyediaan kebutuhn listrik untuk industri di Kabupaten Torqia

Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.30
Frogram Penyediaan Kebutuhan Listrik

Kementerian
terkait, PLN,

Pemprov Sulsel,
Pemkab Tor4ja
Utara

xxx xxxPerencanaan dan fasilitasi

penyediaan sumber energi,

melalui kegiatan:

a. Mendukung program

kementerian/ lembaga terkait

dalam penyediaan energi

untuk mendukung

pembangunan industi;

b. Fasittasi pembangunan

pembangkit listrik, gardu

induk serta jaringan transmisi

dan distribusi untuk

mendukung pembangunan

1
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industri; dan

c. Fasilitasi penelitian dan

pengembangan di bidang

penggunaan energi baru dan

terbarukan berbasis sampah

perkotaan

3. Sumber Daya Air, Perhubungan dan Telekomunikasi

Penyediaan kebutuhan sumber daya air, perhubungan dan

telekomunikasi untuk industri di Kabupaten Toraja Utara, dilakukan
melalui program/ kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.31
Program Pembangunam Sumber Daya Air, Perhubungatr dan Teiekomunikasi

xxx Pemprov Sulsel,

Pemkab Torqia

Utara.

1 Perencanaan dan fiasilitasi

penyediaan sumber daya air,

melalui kegiatan:

a. Koordinasi dengan

kementerian/ lembaga terkait

dalam penyusunan rlencana

penyediaan air baku, untuk
mendukung pembangunan

industri;

b. Fasilitasi Pembangunan
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infrastruktur air baku, untuk
mendukung pembangunan

industri; dan

c. Fasilitasi peninglatan kualitas

jaringan distribusi air baku

yang ada.

Pemprov Sulsel,

Operator

Telekomunikasi,

Pemkab Torqia

Utara.

xxxPerencanaan dan fasilitasi

penyediaan infrastruktur

perhubungan dan

telekomunikasi, melalui

kegiatan:

a. Koordinasi dengart

kementerian / lembaga terkait

dalam penyusunan rencana

penyediaan infrastruktur

telekomunikasi, dan

perhubungan untuk
mendukung pembangunan

industri;

b. Fasilitasi Pembangunan

infrastruktur telekomunikasi

dan perhubungan untuk

mendukung pembangunan

industri; dan

c. Fasilitasi peningkatan kualitas

infrastrutur, telekomunikasi

dan perhubungan Yang ada.

2

4. Sarana dan Frasarana Sanitasi dan Pengelolaan lingltrngart
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Penyediaan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dan

pengelolaan linglungan untuk industri di Kabupaten Toraja Uta.ra,

dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

Tabei +.32
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dan

Pengelolaan Lingkungan

Pemkab Tora.ia

Utara.

)o(x x)o(I Perencanaan dan fasilitasi

penyediaan pengolahan sampah,

melalui kegiatan:

a. Pembangunan Tempat

Pembuangan Sementara (TPS),

akan didirikan sec€rra merata

di semua kecamatan,

khususnya di wilayatt

peruntukan industri;

b. Pembang'rrnan TemPat

Pembuangan Sementara,

untuk kawasan industri

dilakukan secara terPadu

dengan pembangunan

infrastruktur kawasart

industri;

c. Pembangunan TemPat

Pembuangan Akhir (TPA),

akan yang dilengkaPi dengart

inelusfi pengolaha.n samPa.h I

dart

d. Pembangunan industri

pengolatran samPah untuk

sumber energi dan PuPuk
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organik.

2 Perencanaan dan fasilitasi
penyediaan sistem jaringan

sanitasi, melalui kegiatan :

a. Limbah cair industri rumah

kecil, dengan system

pengelolaan on site sa;niloltion

oleh masing-masing industri
kecil di tersebar di tiap

Kecamatan, dan communal

sqnitqtion pada Sentra IKM;

b. Limbatr cair industri
menengah di kawasan

peruntukan industri dengan

menyediakan flasilitas dan

peralatan pengelolaan limbatr
cair sendiri dan melakukan
pengelolaan secara baik,

melakukan monitoring dan
pengawasan terhadap limbah

cairnya ke badan air, dan

pengolah an dan pemisahan

limbah toksin dan non toksin;

dan

c. Limbah padat, cair dan udara

industri pada kawasan

industri dilakukan secara

terpadu dengan pembangunan

infrastruktur kawasan

industri serta mengikuti

xxx xxx Pemkab Torqia

Utara.
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standar baku pengelolaan

Umbah kawasan industri.

Pemkab Toraja

Utara.

xxxxxx3. Perencanaan dan fasilitasi

penataan ruang terbuka hljau,

melalui kegiatan:

a. Penataan kawasan hiiau di

kawasan pemntukan industri;

b. Penataan kawasan hijau di

kawasan industri;

c. Penataari kalv-asar-i hiliau di

kawasan sentra industri keeil

dan sentra industri menengah;

dart

d. Penataan kawasan hliau di

kawasan kegiatan Penunjang

sektor industri.

4.2.3.2. Pengembangan sistem Informasi Industri Daerah

pengembangan sistem informasi industri daerah untuk industri di

Kabupaten Toraja Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai

berikut:

Tabel 4.33
Program Pengembangan sistem Informasi Industri Daeratt
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i

Kementerian

Perindustrian,

Pemprop. Sulsel,

Pemkab Toraja

Utara

)oo(
1

Pegembangan kapasitas SDM

pengelola dan apsistim informasi

industri, melalui kegiatan:

a. Pelatihan tenaga operator; dan

b.Up grading tenaga operator

sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi.

x)o( Kementerian

Perindustrian,

Pemprop. Sulsel,

Pemkab Toraja

Utara

rco(2 Pengadaan dan pengelolaan basis

data industri, melalui kegiatan:

a. Up dating data industri;

b. Pengolahan dan analisis data;

dart

c. Penyajian data.

Kementerian

Perindustrian,

Pemprop. Sulsel,

Pemkab Toraja

Utara

xxx3. Pengembangan aplikasi sistim

informasi industri;

a. Pengembangan aplikasi sesuai

dengan kebutuhan; dan

perkembangan teknologi; dan

b. Up gradirq aplikasi dan

perangkat lunak {sofiitarel

Kementeriart

Perindustrian,

Pemprop. Sulsel,

Pemkab Toraja

Utara

xxxPengadaan dan pengelolaan

perangkat keras, melalui

kegiatan:

a. Pengadaan perangkat keras

(lwrdutarel dan saran

pendukungnya; dan

b. Pengoperasian, Pemeliharaan

dan upgrading Perangkat keras

(lurduarel.

4
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4.2.4 Perwilayahan Industri

Perwilayahan industri dalam Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten Torqia Utara Tahun 2O2O-2O4O, dilakukan melalui kegiatan

pembangunan; {ii Kawasan peruntukan inciustri, (2} Ikwasan industri dan

(3) Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

4.2.4.1 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah adalatr bentangan

lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata
ruang wilayatr yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Kriteria industri meliputi industri besar, industri
menengah, dan industri kecil mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Berda-sarkan Peraturan Daerah Kabu:paten Tora.ia- Ut-a-ra Nomor 2
Tahun zAn Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Torqia Utara
Tahun 2oL2- 2032, ditetapkan kawasan peruntukan industri, meliputi:

1. I(awasan peruntukan industri sedang, merupakan kawasan industri
pengolahan komoditas pertanian ditetapkan di Kecamatan Nanggala.

2. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan

aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan diseluruh Kecamatan di
Kabupaten Torqja Utara, yang diatur lebih Lanjut dengan Peraturan

Bupati.

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
di Kabupaten Tor4ia Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai

berikut:

Tabel 4.34
Program Pembangunzur dan Pengembangan Kawasan

Peruntukan Industri
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1 Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan

Peruntukan Industri, melalui

kegiatan:

a. Survey dan Pemetaan

Kawasan Peruntukan Industri;
b. Menyusun perencanaan

pembangunan industri
dikawasan peruntukan

industri meliputi:

. Penyusunan rencana

pembangunan

infrastrulrtur.

. Penyelesaian aspek-aspek

yang terkait pertanahan.

o Penyusunan rencana

penyediaan energi.

o Penyusunan rencana

penyediaan SDM dan

teknologi.

o Penyediaan bahan baku

industri.
o Perumusan pemberian

insentif fiskal dan non fiskal

bagi investor

c. Fasilitasi pembangunan

infrastruktur perhubungan ;

d. Fasilitasi pembangunan

infrastruktur energi listrik, air

)ofi x)fi Kementerian

terkait, Pemprov.

Sulsel, Pemkab

Toraja Utara,

Swasta
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dan telekomunikasi;

e. Promosi investasi industri
untuk masuk dalam Kawasan

Penrntukan Industri;

f. Pembangunan industri pada

kawasan peruntukan industri;

dan

g. Penguatan dan optimasi

industri-industri yang sudah

berada pada Ka-*'asan

Peruntukan Industri.

4.2.4.2 Kawasan Industri

Pembangunan industri merupakan salah satu pilar utama
pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan

prinsrp-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan
pada aspek pembangunan ekonomi, sosial. buda5ra dan lingkungan hidup.

Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global

yang sangat berpengaruh pada perkembangan industri nasional.

Peningkatan daya saing industri merupakan salah satu pilhan yang harus

dilakukan agar produk industri nasional mampu bersaing didalam negeri

maupun luar negeri.

Langkah-langt<ah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya

tarik investasi, yalori terciptarrya iklim usaha yang kondusif, efisiensi,

kepastian hukum, dan pemberian fasilitas liskd serta kemudahan

kemudatran lain dalam kegiatan usatra industri, yang antara lain dengan

tersedianya lokasi industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Pembangunan kawasan industri merupakan upaya untuk
mengembangkan industri yang benvawasan lingkungan, serta memberikan

111



kemudahan dan daya tarik investasi dengan pendekatan konsep efisiensi,
tata ruang, dan lingfuungan hidup, sehingga dapat mendorong peningkatan
pertumbuhan ekonomi yang tings dan berdaya saing, menyebar dan merata
keselr:mh urilayah negara k-esatr-ran Repr:blik Indonesia, serfa
berkesinambungan.

Pembangunan kawasan industri, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015, di Kawasan Peruntukan
Industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan
bertujuan:

1. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;
2, Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan

lingt<ungan;

3. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan
4. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Pembangunan kawasan industri di I(abupaten Tor4ia Utara akan
disesuaikan dengan dinamika pembangunan, khususnya pembangunan

inclustri serta kehutrrhan masyarakat. lok-asi untr-rk pembangunan

Kawasan Industri Kabupaten Torqia Utara akan disesuaikan dengan

perkembangan kebiiakan Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) I(abupaten Torqia Utara.

Pembangunan dan pengembangan kawasan industri di Ihbupaten
Torqia Utara, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.35
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri

xxx Kementerian

terkait, Pemprov.

Sulsel, Pemkab

Toraja Utara,

1 Pembangunan Kawasan Industri,

melalui kegiatan:

a. Penlrusunanan studi

kelayakan rencana

xxx
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Swastapembangunan Kawasan

Industri;

b. Menyusun perencanaan

pembangunan industri

dikawasan peruntukan

industri meliputi:

o Penyusunan KLHS dan

AMDAL

r Penyusunan rencana
I - _- -__-- _._pemoarrSullan

infrastruktur.
o Penyelesaian aspek-aspek

yang terkait pertanahan.

o Penyusunan rencana

penyediaan energi.

o Penyusunan rencana

penyediaan SDM cian

telrrologi.
o Penyediaan bahan baku

industri.
r Perumusan pemberiart

insentif liskal dan non fiskal

bagi investor

c. Pembangunan infrastruktur
perhubungan, telekomunikasi

energi, sumber daYa air dan

sanitasi;

d. Pembangunan sarana dan

prasarana Pengembangan

SDM, Riset, Teknologi dart
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Inovasi untuk
mendukung Kawasan Industri.
dan

e. Pembangunan kawasan

industri.

4.2.4.3I(awasan Sentra Industri Kecil dan Menengatr

Pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Industri
Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap *ilayah Kabupaten/Kota
(minimal sebanyak satu sentra IKM, temtama di luar Rrlau Jawa) yang
dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota
yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak
seeera teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan
melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diaratrkan baik untuk
mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan
WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah
serta menyerap tenaga kerja.

Pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Industri
Menengah (Sentra IKM) Kabupaten Toraja Utara di sesuaikan dengan
industri unggulan atau spesifik Kabupaten Toraja Utara dan lokasinya akan
disesuaikan dengan perkembangan kebiiakan Pola Ruang dalam Rencana
Tata Ruang Wilayatr (RTRW) I(abupaten Toraja Utara. Pembangunan darr

Pengembangan kanrasan sentra industri kecil dan menengah di lGbupaten
Torqia Utara, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.36

Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sentra

Industri Kecil dan Menengah
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1
Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan

I(awasan Sentra Industri Kecil

dan Menengatr, melalui

kegiatan:

a. Pen5msunan Pola

Pengembangan sentra IKM;

b. Pembentukan kelembagaan

sentra IKM;

c. Pengadaan tanah untuk
pembangunan sentra IKM;

d. Pembangunan infrastruktur

untuk mendukung

pembangunan sentra IKM;

e. Pengadaan mesin/peralatan

produksi sentra IKM;

l'. Penyiapan SDM pengeloLa

sentra IKM;

g. Pengembangan pasar produk

se-nfra TKM: den-- ----'-t -----

h. Pendampinganl fasilitasi

pengembangan sentra IKM.

xxx xxx Kementerian

terkait, Pemprov.

Sulsel, Pemkab

Torqia Utara,

Swasta
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BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri
kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematie dalam
suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus me4iadi
pedoman dalam arah keb[jakan dalam
pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku
kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun
sebagai pelaksanaan amanat Pasal 8 ayat 1, Undang-Undang Noomor 3
Tahun 2ool4' dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri
dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tu.iuan

perindustrian. RIPIN tersebut ditindak lanjuti
dengapenyusunan Rencana Industri Kabupaten/Kota,
sebagaimana diamanatkan datam Pasal 11 undang-undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/walikota menyusun
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan penyusunan Rencana pembangunan Industri dan/atau
Ikbupaten/ Kota, mengacu kepada peraturan Menteri perindustrian

Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER| L2l2ols, tentang pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri propinsi dan Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Dengan tersusunnya Rencana pembangunan Industri Kabupaten
Toraja utara tahun 2020-2040 ini diharapl<an akan bermanfaat sebagai atat
penyatuan persepsi dan cara pandang, penyatuan tekad dan semangat
keberpihakan, aerta acuan operasional bagi seluruh jajaran aparat pembina
disemua tataran untuk industri di
Kabupa.ten Toraja utara. selain acuan bagi aparat pembinan Rencana
Pembangunan Industri lhbupaten Toraja Utara tahun 2020-2040, juga
diharapkan menjadi pedoman atau acuan bagi pelaku usaha industri yang
akan mendirikan atau mengembangkan industri di Ikbupa.ten Toraja utara.
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I(esamaan peroepsl sexnarlgf,t dan Eistim

tersebut, deugan tctrap memberikan akomodssi bagi aspirasi,

inovasi yang berkembang, hik gBEBsan koffieptual di
Bruninei meuDun di Kabunete.n Tomia Utar:a rsrdiri.
mewuJudtrrarr lxr$qeg dan hanil pembangunan industri yang

dapat eocam efektif mewu$udkan tcffirqiuan industfi yang

menggunakqn sumberdeya pembsngUnEf, sceara lebih

berkelsnjutasr.

€!eno6a. T\rhalt Yang Malra. Kuasa. oclalrri ncridhoi
tuntunan dan fcmanpuan Uagi para prhak yang terlibat
pembangunan industri di l(abrrpafsn Toraja Utara.

induetri

darr

naeional,

sldarn darrat

t€raratr,

serte

efisien dsn

oacrabcrikan

proges
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